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Salam Hormat,
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah swt, dengan segala limpahan rahmat 
dan nikmat-Nya. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, Jurnal Ilmu Hukum AMANNA 
GAPPA Volume 21 Nomor 2, Juni 2013 kali ini, hadir tanpa mengangkat sebuah tema tertentu, 
namun redaksi secara umum mengangkat wacana seputar isu-isu hukum kontemporer. 
Sejumlah tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini antara lain, oleh Prof. Dr. Irwansyah, 
S.H., M.H., Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang 
menganalisa demokrasi lingkungan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, ada juga 
hasil penelitian oleh Ray Pratama Siadari, S.H., yang berjudul, “Materi Muatan Ketetapan 
MPR sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”.
Penyajian jurnal ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, segala 
bentuk masukan, kritik dan saran dari segenap pembaca sangat diharapkan guna perbaikan 
pada edisi-edisi selanjutnya.
Selamat Membaca.
Tim Penyunting
DARI REDAKSI
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PENDAHULUAN
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan bahwa lingkungan hidup 
harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas 
keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat 
memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip 
kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan 
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
JEJAK DEMOKRASI LINGKUNGAN 
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
Oleh:
Irwansyah
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: irwansyahrawydharma@yahoo.com
Abstract: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 about the protection and management 
of the environment has outlined the principles of environmental democracy on several 
provisions that regulate the process of involving the public in decision making strategic 
value, impact to the front, and the implications to the wider community. In the future 
development, strengthening environmental democracy through access to information, access 
to participation, and access to justice, and strengthening the rights of the community in 
the protection and management of the environment. Expected to become an important basis 
and inspire every effort to reorganize and reform in ensuring legal certainty for the right of 
every person to get a good environment and healthy living that has been mandated by the 
Constitution in Article 28H.
Keywords: Environmental Democracy, Community Involvement
Abstrak: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup telah menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan pada beberapa 
ketentuan yang mengatur proses pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang 
bernilai strategis, berdampak ke depan, dan berimplikasi luas kepada masyarakat. Dalam 
perkembangannya ke depan, penguatan demokrasi lingkungan dilakukan melalui akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan menjadi basis penting dan 
menginspirasi setiap upaya penataan dan pembaruan dalam memberikan jaminan kepastian 
hukum terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat yang telah diamanahkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.
Kata kunci: Demokrasi Lingkungan, Pelibatan Masyarakat
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UUPPLH	 tidak	 merumuskan	 secara	 definitif	 yang	 dimaksud	 dengan	 demokrasi	
lingkungan. Meskipun demikian, istilah tersebut ditemukan pada bagian penjelasan umum 
UUPPLH, pada butir (2) dan butir (8) yang memuat istilah demokrasi lingkungan sebanyak 
2 (dua) kali. Istilah demokrasi, oleh C.F. Strong disebutkan bahwa:
“By democracy in this sense we therefore mean a system of government in which the 
majority of the grown members of a political community participate through a method 
of representation which secures that the government is ultimately responsible for its 
actions to that majority. In other words, the contempory constitutional state must be 
based on a system of democratic representation which guarantees the sovereignty of 
the people”.1
Demokrasi oleh Strong, dipandang sebagai suatu sistem pemerintahan yang mayoritas 
anggota dewan komunitas politiknya turut berpartisipasi melalui cara perwakilan yang 
menjamin bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada 
kelompok mayoritas tersebut. Pandangan lain diuraikan M. Duverger dalam bukunya “les 
Regimes Politiques” bahwa demokrasi dipandang sebagai satu sistem pemerintahan negara 
dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan 
juga untuk diperintah.2
Berdasarkan rujukan pengertian di atas, maka secara konsepsional, demokrasi 
lingkungan dapat dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai dan asas-asas demokrasi ke dalam 
kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Proses pelibatan masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan  dan keputusan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
yang penting seperti proses penetapan Amdal, menjadi roh penting dari pemahaman yuridis 
bangsa ini terhadap perlu dan pentingnya demokrasi lingkungan. Dalam pandangan Otto 
Soemarwoto3, masyarakat diberi kesempatan dan didorong berperan serta dalam pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan harapan bahwa peraturan yang 
mengatur pelaksanaan pada tingkat lokal makin kental muatan nilai lokalnya dengan resiko 
kecil berbenturan dengan undang-undang yang menjadi induk peraturan tersebut. Konsep 
yang disebutnya sebagai Atur Diri Sendiri (ADS) atau perlunya demokratisasi dalam 
pengelolaan lingkungan.  
Penjelasan UUPPLH menyebutkan bahwa penguatan demokrasi lingkungan dilakukan 
melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak 
masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jauh sebelum dirumuskan 
dalam UUPPLH, ketika diadakan amandemen terhadap UUD 1945, telah dimasukkan 
kebijakan lingkungan dalam rumusan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang 
1  Strong, C.F, 1966, Moderen Political Constitutions, The English Languange Book Society and Sidgwick 
& Jackson Limited, London, hal. 13
2  Ni’matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Press, Yogyakarta, hal. 12
3  Otto Soemarwoto, 2004, Atur Diri Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta, hal.127
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berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehata. 
Ini berarti, hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang 
oleh Jimly Asshiddiqie4 disebutnya dengan istilah constitutionalization of environmental 
policy. Dengan demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah ditingkatkan 
derajatnya dan berada pada level perundang-undangan tertinggi. Hal ini membawa implikasi 
yuridis, setiap undang-undang yang terkait dengan lingkungan hidup yang dipandang 
bertentangan dengan konstitusi, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi 
sebagai lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi. Dalam perspektif lain, perkembangan 
ketatanegaraan ini sekaligus membuka ruang bagi terwujudnya proses-proses demokratisasi 
dalam pengambilan setiap kebijakan lingkungan dimasa mendatang.
Pendemokratisasian setiap pengambilan keputusan dengan pelibatan peran serta 
masyarakat didalamnya, dalam pandangan Lothar Gundung merupakan langkah untuk 
membantu negara dan lembaga-lembaganya guna melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara 
yang lebih dapat diterima dan berhasil guna.5  Sebagai gambaran konkrit, UUPPLH mengatur 
adanya 8 (delapan) hak yang tersebar dalam berbagai pasal. Menurut Takdir Rahmadi,6 hak 
atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif (substantive right to 
environmental quality), sedangkan 7 (tujuh) hak lainnya dikategorikan sebagai procedural 
rights.
Meskipun belum dicantumkan secara tegas sebagai salah satu asas diantara beberapa 
asas yang mendasari UUPPLH, tetapi makna demokrasi lingkungan secara implisit sudah 
terkandung pada (1) asas tanggung jawab negara, (2) asas partisipatif, (3) asas kearifan lokal, 
dan (4) asas otonomi daerah, dan (5) asas tata kelola pemerintahan yang baik.
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Upaya mendemokratisasikan lingkungan, pada hakikatnya merupakan proses 
pengambilan keputusan secara terbuka, akomodatif, responsif, dan bertanggung jawab untuk 
mewujudkan 2 (dua) hal mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, 
yaitu, pertama untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dan kedua untuk mencegah 
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Secara substansial dan 
prosedural, pendemokratisasian lingkungan dapat diwujudkan ke dalam berbagai tahapan, 
mulai dari (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pengendalian, (4) pemeliharaan, (5) 
pengawasan, dan (6) penegakan hukum. Kesemua tahapan tersebut telah dituangkan secara 
4  Jimly Asshiddiqie, 2009, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Rajawali Press, Jakarta, hal. 161
5   Pandangan ini termuat dalam buku Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, Hukum Tata Lingkungan, Edisi 
VIII, Cetakan ke-20, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 114 
6   Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia,	PT	Rajagrafindo	Persada,	Jakarta,	hal.	65	
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eksplisit dalam UUPPLH 2009, yang sebelumnya belum diatur secara lengkap, baik pada 
UULH 1982 maupun pada UUPLH 1997.
Tahapan Perencanaan
Pasal 10 ayat (2) UUPPLH, menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) senantiasa memperhatikan hal-hal yang 
bernuansa demokratis seperti:  keragaman karakter dan fungsi ekologis, kearifan lokal, 
dan aspirasi masyarakat. Pengundangan RPPLH di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, 
dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.7 Penuangan RPPLH dalam bentuk Perda dan 
sejenisnya merupakan bentuk hukum satu-satunya yang diatur secara tegas dalam UUPPLH, 
yang pada umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan 
Menteri. Ini berarti membuka peluang kepada masyarakat luas untuk terlibat langsung 
maupun tidak secara langsung, baik secara prosedural formal maupun pada substansinya. 
Prinsip adanya demokrasi lingkungan dalam pengaturan ini sangat menonjol, khsususnya 
dari aspek prosedural yuridisnya. 
Tahapan Pemanfaatan
Pasal 12 ayat (2) butir c, menyebutkan bahwa dalam hal RPPLH belum tersusun, 
pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya 
tampung lingkungan hidup dengan memerhatikan, antara lain keselamatan, mutu hidup, dan 
kesejahteraan masyarakat. Sudah jamak diketahui dan bahkan menjadi fakta yang ironis 
bahwa masyarakat yang berdiam di wilayah pengelolaan SDA, kehidupan masyarakatnya 
kurang	sejahtera	dan	banyak	menimbulkan	konflik,	baik	vertikal	maupun	horizontal,	seperti	
di Wamena Papua, tempat pengelolaan pertambangan PT Freeport. Hal ini menunjukkan asas 
tanggung jawab negara belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik dan benar, meskipun 
secara ius constituendum, negara menjamin pemanfaatan SDA akan memberikan manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Kondisi ini menunjukkan 
bahwa dari aspek pemanfaatan untuk masyarakat, peran dan implementasi demokrasi 
lingkungan masih sangat minim.
Secara empirik, pengelolaan SDA di Indonesia dicirikan dengan terjadinya transformasi 
penguasaan sumber daya yang dahulunya dikuasai masyarakat adat (traditional common 
property) ke penguasaan dan kepemilikan oleh negara (state property) dan privat (private 
property). Harapan kita semua, proses-proses pengalihan ini harus dapat memastikan asas 
kemanfaatan bagi masyarakat dan juga berlangsung secara demokratis. Selanjutnya dipertegas 
oleh Maria S.W. Sumardjono, dkk bahwa habisnya SDA dan kerusakan lingkungan hanyalah 
7   Meskipun tidak disebut khusus, tetapi secara mutatis-mutandis, dapat ditafsirkan bahwa untuk Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ketentuan RPPLH dituangkan dalam bentuk Qanun dan untuk daerah Papua 
& Papua Barat dituangkan dalam bentuk Perdasi (perda Provinsi) dan Perdasus (Perda Khusus Kabupaten/
Kota).
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soal waktu, dan transformasinya kearah pengelolaan oleh negara dan privatisasi masih terus 
berlanjut dan dianggap sebagai syarat modernisasi.8
Tahapan Pengendalian
Pasal 18 UUPPLH menegaskan bahwa pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(Strategic Environmental Assesment), melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. 
Adapun bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang memenuhi aspek demokratisasi, dilakukan 
melalui dialog, diskusi, dan konsultasi publik. Instrumen ini termasuk kategori mutakhir 
karena baru diwajibkan di negara-negara Uni Eropa pada tahun 20049.
Pentingnya menjaga keselamatan masyarakat, selain menjaga kelestarian fungsi 
lingkungan hidup,  sebagai tujuan yang hendak diwujudkan apabila setiap perencanaan tata 
ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS tersebut (Pasal 19 ayat 1 UUPPLH), menunjukkan 
adanya pertimbangan yang berbasis pada kepentingan masyarakat. Hal Ini mengindikasikan 
adanya unsur demokrasi lingkungan sebagai tujuan.
Kaidah hukum selanjutnya yang termasuk kategori pengendalian terdapat pada Pasal 
25 butir c UUPPLH, mengatur bahwa saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap 
rencana usaha dan/atau kegiatan, menjadi bagian yang wajib dimuat pada setiap dokumen 
AMDAL. Kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) UUPPLH, setiap dokumen 
amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Proses pelibatan masyarakat 
merupakan esensi terpenting dari demokratisasi lingkungan. Meskipun undang-undang ini 
menyebut secara limitatif bentuk pelibatan masyarakat dalam proses pengumuman dan 
konsultasi publik dalam rangka menjaring saran dan tanggapan, tetapi secara substansial, 
proses ini tergolong sebuah kemajuan karena memberikan peluang dalam penentuan dapat 
atau ditolaknya amdal tersebut oleh masyarakat.
Salah satu upaya penguatan penyusunan dokumen amdal, yang belum diatur pada 
UUPLH 1997, adalah pembentukan komisi penilai amdal (penilai dokumen amdal) yang 
melibatkan berbagai unsur terkait, dengan adanya keterwakilan unsur keanggotaan yang 
berasal dari wakil masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan 
hidup  (Pasal 30 ayat 1 butir e dan f UUPPLH). Jadi, ketentuan ini lebih memberi daya 
dukung kepada civil society, karena dimungkinkan keterlibatan dalam proses penilaian 
dokumen Amdal yang pada gilirannya ditujukan untuk menetapkan keputusan kelayakan 
atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin 
lingkungan yang mulak dimiliki sebelum diperolh izin usaha. Bahkan Pasal 29 ayat (2) 
UUPPLH mensyaratkan lisensi yang wajib dimiliki anggota komisi penilai amdal. Langkah-
8  Maria S.W. Sumarjono, dkk, 2011, Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia: Antara yang Tersurat 
dan Tersirat, Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum 
UGM bekerja sama dengan Gadja Mada University Press, Yogyakarta, hal. 38
9   Chay Asdak, 2012, Kajian Lingkungan Hidup Strategi: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, 
Gadja Mada University Press, Yogyakarta, hal. 9
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
126
langkah pemberdayaan proses dalam kerangka pengendalian ini, menunjukkan semangat 
pendemokratisasian lingkungan dengan tetap mendasarkan pada asas tanggung jawab negara 
dan asas kehati-hatian.
M. Daud Silalahi10 berpendapat bahwa hal terpenting dalam UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kaitan pelaksanaan Amdal adalah peluang untuk 
meningkatkan peran serta masyarakat di daerah dalam proses Amdal sebagai bagian dari 
sistem perizinan, disertai dengan keterbukaan informasi (tranparancy), dan pelaksanaan 
tanggung jawab publik.
Izin lingkungan yang wajib dimiliki bagi setiap usaha yang wajib amdal atau UKL-UPL 
(Pasal 36 UUPPLH), sebagai syarat dikeluarkannya Izin Usaha (Pasal 40 UUPPLH), memuat 
kewajiban untuk diumumkan secara terbuka tentang proses permohonannya dan penetapan 
izin lingkungan tersebut. Dari aspek substansi demokrasi, pengumuman ini merupakan 
pelaksanaan atas keterbukaan informasi, sekaligus menjadi sarana peran serta masyarakat, 
khususnya yang belum sempat menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar 
pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin. Patut digarisbawahi, 
belajar dari praktik sebelumnya, betapa izin lingkungan yang sejatinya diharapkan menjadi 
instrumen pengendalian yang efektif dan preventif, justru berkembang menjadi entry 
point terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dan menjadi sumber terjadinya pencemaran 
dan kerusakan lingkungan, karena terlalu mengedepankan pendekatan ekonomik dengan 
mengorbankan pendekatan yuridis. Lalu yang  terjadi adalah, PAD daerah meningkat, tetapi 
secara ironis diikuti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup.
Instrumen pengendalian lainnya adalah audit lingkungan hidup. Pengaturan tentang 
audit lingkungan menurut UUPPLH ini dapat dipandang telah mengakomodasi prinsip 
demokrasi lingkungan, ditunjukkan dengan adanya kewajiban bagi Menteri untuk 
mengumumkan hasil audit lingkungan hidup ke publik (Pasal 50 ayat 2 UUPPLH). Langkah 
demokratis lainnya yang terkait dengan audit ini, dapat ditelusuri pada Pasal 48 UUPPLH 
yang menyebutkan bahwa pemerintah mendorong penanggung jawab usaha untuk melakukan 
audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup. Mendorong 
perusahaan melakukan audit yang bersifat voluntary atau sukarela, dapat dipahami sebagai 
wujud tanggung jawab Negara dalam pengendalian lingkungan, sekaligus dapat memberikan 
implikasi positif bagi korporasi dalam menghasilkan produk-produknya yang pro lingkungan. 
Oleh	Chafid	Fandeli,	dkk11 menegaskan bahwa kunci keberhasilan audit lingkungan apabila 
terdapat partisipasi dari banyak pihak, maka dokumen audit akan sempurna dan lebih valid. 
Jadi nuansa adanya nilai-nilai demokratis sangat mengedepan dalam jenis audt sukarela ini.
10   M. Daud Silalahi, 2011, AMDAL: Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia, PT. Suara Harapan 
Bansa,  Bandung, hal. 89
11	 		Chafid	Fandeli,	dkk,	2006,	Audit	Lingkungan,	Gadjah	Mada	University	Press,	Yogyakarta,	hal.5
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Tahapan Pengawasan
Salah satu instrumen baru dalam UUPPLH ini, terdapat pada Pasal 53 ayat (2) butir 
a, menyebutkan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
dapat dilakukan melalui pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup kepada masyarakat. Ketentuan ini menguatkan arti pentingnya akses 
informasi sebagai pilar penting dalam penguatan demokrasi lingkungan Sekaligus menegaskan 
bentuk tanggung jawab pemerintah maupun individu dalam proses penanggulangan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Secara khusus, dan juga termasuk ketentuan yang juga baru diatur, adalah tentang 
sistem informasi lingkungan hidup (Pasal 62 UUPPLH yang terdiri atas 4 ayat). Tugas 
untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup ini dibebankan kepada pihak 
pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sistem informasi yang dalam proses pelaksanaannya 
memerlukan keterpaduan dan koordinasi, diarahkan untuk penguatan kebijakan perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan. Tidak kalah pentingnya dari pengaturan sistem informasi ini 
adalah adanya diatur kewajiban bagi pemerintah untuk memublikasikan kepada masyarakat. 
Keperluan masyarakat terhadap sistem informasi ini, karena memerlukan banyak informasi 
penting seperti (1) status lingkungan hidup, (2) peta rawan lingkungan hidup, (3) keragaman 
karakter ekologis, (4) sebaran penduduk, (5) sebaran potensi sumber daya alam, dan (6) kearifan 
lokal. Diantara muatan sistem informasi tersebut, peta rawan lingkungan dan sebaran potensi 
SDA menjadi hal yang perlu menjadi prioritas dalam pemanfaatannya. Terjadinya tsunami 
(seperti di Aceh tahun 2004), banjir tahunan seperti dialami Jakarta dan sekitarnya, tanah 
longsor, letusan gunung, memerlukan adanya informasi lingkungan yang memadai, handal, 
dan mudah diakses. Selain memetakan tingkat kerawanan lingkungan, juga dimaksudkan 
untuk mencegah secara dini timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Langkah 
antisipatif ini penting karena terkait dengan korban dan kerugian yang ditimbulkannya.
Adalah hal menarik untuk mengaitkan urgensinya sistem informasi lingkungan ini 
dengan tugas dan kewenangan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup, sebagaimana diatur pada Pasal 63 UUPPLH. Ketentuan Pasal ini memuat 
hal-hal antara lain (1) mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaanpengaduan 
masyarakat, (2) menetapkan standar pelayanan minimal, (3) menetapkan kebijakan mengenai 
tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat 
hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan (4) 
mengelola informasi lingkungan hidup.
Hak atas informasi lingkungan hidup ini pada hakikatnya merupakan suatu konsekuensi 
logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas 
keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas 
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peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping  akan membuka peluang bagi 
masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Sedangkan yang termasuk kategori informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, 
atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 
yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti 
dokumen Amdal, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan 
penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.
Pengaturan yang lebih mendasar dan tergolong responsif ditunjukkan dengan adanya 
pengakuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari HAM (Pasal 
65	ayat	1	UUPPLH).	Hak	manusia	atas	lingkungan	dikualifikasi	sebagai	fundamental	rights	
secara prinsipil dengan menggunakan indikator argumentasi teoretis dapat ditemukan pada 
pendapat Robert Alexy, bahwa:
“Human rights are institutionalized by means of their transformation into positive 
law. If this takes place at level in the hierarchy of the legal system that can be called 
constitutional, human rights become fundamental rights.”12 
Penuangan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai subjective 
rights merupakan bentuk perlindungan hokum paling ekstensif yang secara hokum tentu 
memberikan landasan yuridis gugatan hukum bagi individu untuk merealisir kepentingan atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat.13 Hal ini mengindikasikan penguatan prinsip demokrasi 
lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai HAM. Sebagai implementasi dari pengakuan atas 
hak atas lingkungan sebagai bagian dari HAM, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan 
pendidikan lingkungan, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan
Hal yang menarik dalam UUPPLH ini adalah pengaturan yang seimbang dan proporsional 
antara hak di satu pihak (Pasal 65 dan Pasal 66) dengan kewajiban di pihak lain (Pasal 67 dan 
Pasal 68). Keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan penopang atau pilar tangguh 
dari prinsip-prinsip demokrasi pada umumnya, termasuk pada demokrasi lingkungan. Patut 
digarisbawahi bahwa meskipun UUPPLH ini telah menjamin hak bagi setiap orang untuk 
berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi prosedurnya tetap 
berlandaskan peraturan perundang-undangan. Ini berarti, demokrasi lingkungan tidak semata 
soal substansi, tetapi juga soal prosedur. Dalam mengimplementasikannya harus dilandaskan 
pada hukum sebagai wadah perlindungan bagi setiap warga negara. Dengan demikian demokrasi 
lingkungan, selain mewujudkan tujuan kepastian hukum  bagi perlindungan lingkungan 
hidup, juga diharapkan memberikan kemanfaatan bagi setiap kegiatan pengelolaannya.
Pengaturan tentang keterlibatan masyarakat sebagai bagian elementer dari proses 
12   Alexy, Robert, 2006. Discourse Theory and Fundamental Right, dalam Agustin Jose Manendes and 
Erick Oddvar Erikson (Ed). Arguring Fundamental Rights, Netherlands: Springer.
13   Suparto Wijoyo, 2009, Konstitusionalitas hak Atas Lingkungan, Airlangga University Press, Surabaya, 
hal. 2 
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demokrasi lingkungan dituangkan pada Pasal 70 UUPPLH yang terdiri atas 3 (tiga) ayat 
dan 8 (delapan) butir. Antara lain mengatur hak yang sama bagi masyarakat untuk berperan 
aktif dan seluas-luasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan 
ini	merefleksikan	konsep	demokrasi	pada	tataran	yang	luas	dan	menyeluruh,	karena	dalam	
banyak hal, masyarakat terkadang dibatasi peranannya (cenderung bersifat pasif dan 
formalitas belaka) dalam berbagai pengambilan keputusan yang notabene untuk kepentingan 
masyarakat itu sendiri. Mengkaji peran yang dapat dilakukan masyarakat berupa: pengawasan 
sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi dan/
atau laporan, secara substansial masih memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak sekadar 
prosedural juridis, tetapi dapat menyentuh makna substansial juridisnya. Selama ini peran 
serta masyarakat hanya dikenal dalam kaitan dengan penyusunan Amdal. 
Jauh-jauh hari sudah pernah dipertegas oleh Mas Achmad Santosa,14 bahwa hak-hak 
hukum (legal right) untuk masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik 
belumlah memadai. Penguatan demokrasi lingkungan melalui penguatan hak-hak masyarakat 
tersebut menjadi perlu dan penting dalam menjaga dan menghargai kearifan-kearifan lokal 
yang pluralistis maupun kearifan lingkungan yang selama ini dipandang sebelah mata dalam 
pengambilan kebijakan lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan demi kepentingan umum dan mendorong pemanfaatan setiap informasi lingkungan, 
diharapkan menjadi pilar penting dalam mewujudkan sustainable development.15 
Dalam kaitan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidp di luar pengadilan, 
UUPPLH memberi peluang bagi masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa 
penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, serta 
memungkinkan bagi pihak pemerintah untuk memberikan fasilitas. (Pasal 86 UUPPLH).
Tahapan Penegakan Hukum
UUPPLH mengatur beberapa ketentuan sebagai implmentasi nilai dan prinsip demokrasi 
dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu pertama, adanya hak gugat masyarakat atau 
gugatan perwakilan atau class action (Pasal 91), kedua,  hak gugat organisasi lingkungan 
hidup (Pasal 92), ketiga, gugatan administratif melalui peradilan tata usaha negara (Pasal 
93). Semua bentuk gugatan ini sebagai bentuk public control atau pengawasan sosial 
terhadap kebijakan pemerintah yang dipandang tidak taat asas, sekaligus pula mewujudkan 
asas tanggung jawab negara dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Menurut Koesnadi Hardjasoemantri,16 dengan adanya ketentuan tentang class action 
ini, maka yang dapat mewakili masyarakat dalam jumlah besar (class members) adalah 
14   Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan, ICEL, Jakarta, hal. 55
15    Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Lingkungan Indonesia, PT Pustaka Mandiri, Tangerang, hal. 151
16  Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, Hukum Tata Lingkungan, Edisi VIII, Cetakan ke-20, Gadjah Mada 
University Press, Yogyakarta, hal. 426
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kelompok kecil (class representatives) di dalam kelompok besar itu, bukan pihak luar. Hal 
ini dipertegas dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000, 
dimana kelompok kecil dapat memberi kuasa kepada pengacara. Praktik gugatan jenis ini 
sesungguhnya berkembang dan berasal dari sistem hukum anglo saxon atau common law. 
Dalam pandangan Mas Achmad Santosa,17 ini merupakan cara untuk memberikan akses 
keadilan kepada masyarakat.
Agar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi tetap dijunjung tinggi dalam proses 
penegakan hukum lingkungan, ketentuan Pasal 113 UUPPLH mengatur ancaman pidana 
penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah bagi setiap orang yang 
memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, 
atau memberikan keterangan yang tidak benar. Langkah cerdas UUPPLH ini menjadi sinyal 
positif bagi semua pihak, baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, serta masyarakat 
luas, untuk senantiasa menegakkan aturan tanpa mencederai nilai-nilai dan prinsip-prinsip 
demokrasi.
Implementasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan tidak sebatas 
dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi dapat ditelusuri pada setiap peraturan perundang-undangan 
di bidang lingkungan hidup maupun pada peraturan yang terkait dengan pengelolaan sumber 
daya alam, baik pada level undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya, 
seperti UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, UU 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi, UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang 
Sumberr Daya Air, UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, UU Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, UU Nomor 
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 
PENUTUP
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara substansial, melalui 
beberapa	pasal	dalam	UUPPLH	2009	telah	merefleksikan	beberapa	ketentuan	yang	merupakan	
perwujudan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi lingkungan.
Penguatan demokrasi lingkungan merupakan tonggak penting dan strategis dalam 
mewujudkan tatanan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan,  bertanggung 
jawab, partisipatif, dan transparan, serta responsif terhadap hak-hak masyarakatnya. 
17   Mas Achmad Santosa, op. cit, hal. 22-23
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Abstract: Television broadcasters and actors in the delivery of impressions that uses elements 
of violence, including misuse of the Law No. 32 Year 2002 on Broadcasting, but in reality 
do not apply. The first obstacle is encountered, Business Competition. Now on television 
news shows and growing more and more, causing the television station vying for packaging 
presents exclusive news and special to the public interest. Crime on television news broadcasts 
often broadcast news containing pornographic elements, violence, hedonism, and so on are 
displayed on the screen. The television broadcast is only concerned with ratings, regardless 
of the impact of broadcast program to the wider community. Second, press freedom (freedom 
of the press) and freedom of expression (freedom of expression) is a “powerful moment” 
that continues echoed in the current democratic era. There is nothing wrong with them, 
we need to appreciate and even fight. The problem is, we often forget that freedom is to be 
interpreted as a whole. Moreover, freedom must also be implemented with the full knowledge 
and responsibility. Without them, freedom would certainly be problematic and can certainly 
cause problems. Freedom to assume full meaning of freedom with limits.
Keywords: Impressions of Violence, Broadcasting 
Abstrak: Lembaga penyiaran televisi dan para pelaku dalam penayangan tayangan yang 
menggunakan unsur kekerasan termasuk penyimpangan terhadap Undang-undang  Nomor 
32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun pada kenyataannya tidak diterapkan. Adapun 
Kendala yang dihadapi adalah pertama, Persaingan Bisnis. Kini tayangan berita di televisi 
semakin banyak dan berkembang sehingga menyebabkan pihak stasiun televisi berlomba-
lomba untuk menyajikan kemasan berita yang eksklusif dan istimewa agar diminati 
masyarakat. Siaran berita kriminal di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang 
mengandung unsur pornografis, kekerasan, hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan 
di layar kaca. Siaran televisi tersebut hanya mementingkan rating, tanpa memperdulikan 
dampak tayangan yang disiarkan untuk masyarakat luas. Kedua, Kebebasan Pers (freedom 
of the press) dan kebebasan ekspresi (freedom of expression) merupakan “jurus ampuh” yang 
terus digaungkan dalam era demokrasi saat ini. Tidak ada yang salah dengan keduanya, 
bahkan kita perlu menghargai dan memperjuangkannya. Masalahnya, kita sering lupa 
bahwa kebebasan itu harus dimaknai secara utuh. Lebih dari itu, kebebasan juga harus 
diimplementasikan dengan penuh kearifan dan tanggung jawab. Tanpa itu, kebebasan 
dipastikan akan bermasalah dan dapat dipastikan akan menimbulkan masalah. Kebebasan 
dengan makna utuh mengasumsikan kebebasan dengan batasan.
Kata kunci: Tayangan Kekerasan, Penyiaran 
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PENDAHULUAN
Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting 
dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung 
jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta 
kontrol dan perekat sosial. Penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga 
nilai norma, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berdasarkan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Banyaknya media penyiaran yang ada, terkadang menimbulkan persaingan dalam 
menggapai pelanggan yang berakibat banyaknya media penyiaran yang mulai menyimpang 
dari asas dan tujuan penyiaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2002 tentang Penyiaran. Alasan yang ada, dikarenakan agar siarannya lebih bersifat menarik 
perhatian khalayak banyak. Salah satu bentuk penyimpangannya yaitu disiarkannya unsur-
unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. 
Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkukuh integrasi nasional, terbinanya 
watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, 
demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.1
Disiarkannya hal yang dianggap tidak pantas, seperti adanya unsur kekerasan terhadap 
ketertiban umum di televisi menimbulkan banyak  perspektif negatif dari beberapa kalangan, 
karena akan berdampak negatif pula pada kalangan yang menkonsumsinya terutama anak-
anak. Lembaga penyiaran seharusnya lebih selektif dalam menyiarkan sesuatu hal yang akan 
dikonsumsi oleh masyarakat, karena jika tidak begitu maka akan berdampak negatif bagi 
mereka yang belum mengerti benar tentang hal yang akan disiarkan.
Media penyiaran merupakan sarana dalam memperoleh informasi serta hiburan, 
tetapi terkadang hal yang disiarkan kurang mendidik, tidak bertanggung jawab dan tidak 
mencerminkan nilai moral, tata susila, budaya bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan 
Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jika hal ini tidak diperhatikan 
maka mungkin akan berdampak negatif atau bahkan akan menimbulkan masalah yang berupa 
kejahatan, yang dikarenakan meniru adegan yang disiarkan di media elektronik.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran 
penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Memiliki kebebasan dan 
bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, 
hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Siaran yang dipancarluaskan menggunakan fasilitas 
1   Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  yang bersubstansi  tentang  tujuan 
Penyiaran
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publik ini, dapat diterima dalam waktu yang bersamaan, serentak dan bebas. Akan memiliki 
pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak. Seharusnya, 
lembaga penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai moral, tata susila, 
budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa.
Sejak berkembangnya industri pertelevisian di tahun 90-an, publik di Indonesia 
disajikan jenis tontonan yang semakin beragam. Khususnya setelah dikeluarkannya Undang-
Undang Pers No. 40 Tahun 1999 yang menandai era kebebasan pers di Indonesia, penonton 
televisi di Indonesia disajikan berita-berita yang semakin cepat dan detail. Khususnya berita 
tentang	kekerasan,	baik	yang	disajikan	dalam	bentuk	film,	berita-berita,	olahraga	hiburan	
seperti smack down ataupun kekerasan dalam sajian kartun. Pelaku tindak kekerasan dalam 
tayangan televisi bisa dilakukan para orang dewasa ataupun oleh pelajar.2
Berita kekerasan di media televisi tidak sedikit yang melibatkan pelajar, baik dari 
pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
mempraktekkan kekerasan dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan yang terkait 
dalam dunia pendidikan. Berita-berita yang disajikan media televisi ini dikonsumsi secara 
luas dan bebas oleh semua kalangan termasuk kalangan pelajar. Hal ini terkait dengan 
keberadaan manusia yang merupakan makhluk yang memerlukan informasi karena sifat 
ingin tahu yang dimiliki oleh setiap orang. Orang juga terdorong mencari informasi untuk 
dapat	memahami	berbagai	aspek	lingkungannya,	baik	lingkungan	fisik	maupun	lingkungan	
sosial di mana dia berada. 
Dalam interaksi sosial, seseorang individu akan melakukan komunikasi yang 
merupakan sarana individu untuk saling dipertukarkan. Schramm mengatakan bahwa usaha-
usaha untuk mencari informasi secara individual kebanyakan dari komunikasi. Apalagi di 
era digital sekarang ini di mana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari media massa 
khususnya televisi. Sekarang ini media menjadi sumber informasi yang sangat akrab karena 
hampir setiap hari berinteraksi dari pagi hari sampai malam. Seperti dikatakan Wiener bahwa 
untuk dapat hidup efektif orang harus hidup dengan cukup informasi.
Di Indonesia, setidaknya ada 10 stasiun televisi swasta nasional, yakni Indosiar, MNC 
TV, TransTV, ANTV, Global TV, RCTI, SCTV, TVOne, MetroTV, TransTV ditambah satu 
televisi pemerintah, yaitu TVRI dan tiga stasiun televisi lokal yaitu Makassar TV, Celebes 
TV, Fajar TV, dan SUN TV Anak. Pada umumnya, stasiun televisi swasta nasional memiliki 
tayangan khusus kriminal. Di samping itu, sajian televisi pada umumnya sering menampilkan 
adegan kekerasan dalam berbagai bentuk. Berbagai telaah dan penelitian para ilmuwan 
menyimpulkan bahwa tayangan kekerasan di televisi yang disiarkan secara berulang-ulang 
menimbulkan efek bagi para pelajar. Para pelajar akan berubah dari objek yang menonton 
2  Sebagaimana dikutip pada laman website: http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19201/4/
Chapter%2520II.pdf
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tayangan kekerasan menjadi pelaku kekerasan tersebut.
Salah satu program televisi yang tetap menjadi program utama di sebuah stasiun televisi 
adalah berita. Berita televisi yang merupakan perkembangan dari teknologi modern, merujuk 
pada praktek penyebaran informasi mengenai peristiwa terbaru melalui media televisi. 
Acara berita bisa berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa jam dengan menyajikan 
perkembangan terbaru peristiwa-peristiwa lokal atau regional maupun internasional. Stasiun 
televisi biasanya menyajikan program berita sebagai bagian dari acara berkalanya, dan 
disiarkan setiap hari pada waktu-waktu tertentu. Terkadang acara televisi juga bisa diselipi 
dengan ‘berita sekilas’ untuk memberikan laporan mutakhir mengenai suatu peristiwa yang 
sedang terjadi atau berita dadakan lain yang penting.
Manusia	memanfaatkan	 televisi	 sebagai	 alat	 bantu	 yang	 paling	 efektif	 dan	 efisien.	
Informasi yang diinginkan oleh banyak orang hampir semuanya dapat diperoleh dari berbagai 
program dan tayangan berita di televisi yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral 
dan material. Kegiatan menonton berita di televisi sering tidak terencana dan bersifat tidak 
sadar. Apabila orangtua dari si anak dan remaja sedang menonton berita, mereka juga turut 
serta menontonnya. Televisi dapat dengan mudah melahap sebagian besar waktu sang anak 
yaitu waktu untuk belajar, membaca, menggambar atau membantu pekerjaan rumah tangga. 
Apabila berita di televisi menyajikan tayangan yang bernuansa kekerasan, maka anak-
anak dan remaja cenderung menyukai dan menggemari tayangan tersebut karena mereka 
beranggapan bahwa anak yang kuat akan disegani oleh teman-temannya. Apa yang dilihat 
pada tayangan televisi itu biasanya akan ditiru mentah-mentah tanpa bersikap selektif dalam 
memilih tayangan yang disajikan. Akibatnya, timbul kekhawatiran akan pengaruh tayangan 
berita di televisi terhadap perilaku anak-anak dan remaja.
Dari berbagai kemungkinan masalah yang bisa timbul, tentu peran orang tua tidak bisa 
diabaikan, disiplin dan pengawasan orang tua mutlak diperlukan. Sikap orang tua terhadap 
televisi akan mempengaruhi perilaku anak. Maka sebaiknya orang tua lebih mengutamakan 
anak daripada aktivitasnya. Orang tua yang terlalu asik dengan kesibukannya untuk mencari 
nafkah akan berpengaruh terhadap kebiasaan sang anak yang tidak teratur. Anak atau remaja 
yang sering diabaikan oleh orangtuanya seringkali memiliki persepsi berbeda terhadap apa 
yang mereka lihat di televisi.
Banyak yang tidak manyadari bahwa tayangan di televisi yang menggunakan unsur 
kekerasan membawa dampak negatif secara tidak langsung, kebanyakan hanya menganggap 
positifnya saja yaitu dapat menjadi mata pencaharian para pelakunya serta menghibur hati 
pemirsa. Anak-anak cenderung konsumtif terhadap tayangan televisi, padahal apa yang 
mereka lihat hanya dapat mereka rangkum secara nalar dan logika mereka, yang tentu saja 
untuk menganalisis sebuah masalah tak setajam orang-orang dewasa. Televisi bagitu marak 
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menayangkan acara yang mengeksploitasi perilaku kekerasan, bahkan seolah menjadi tren. 
Lewat kemasan reality show dan komedi, keberadaannya digandrungi banyak pemirsa dari 
anak-anak sampai orang tua. Konsekuensinya, tayangan kekerasan yang ditonton oleh anak-
anak secara terus menerus, menyebabkan anak-anak menjadi agresif dan mengubah sikap 
dan perilaku anak.
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, Komisi Penyiaran Indonesia adalah 
lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan didaerah yang tugas dan 
wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di 
bidang penyiaran.3 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah wujud peran serta masyarakat 
yang berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. 
KPI ini secara yuridis memiliki tugas dan wewenang khusus dalam bidang penyiaran 
terutama dalam mewujudkan tujuan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang. Dalam hal 
adanya penayangan tayangan komedi yang menggunakan unsur kekerasan sebagai lawakan, 
maka KPI dapat menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada 
stasiun televisi yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
Fungsi KPI dalam aturan undang-undang penyiaran sangat jelas, semua aturan penyiaran 
pun dinyatakan secara jelas, namun banyak orang yang notabenenya berstatus sebagai 
konsumen sebuah lembaga penyiaran, namun hanya sedikit yang mau mengadukan siaran yang 
melanggar ketentuan tersebut padahal tindak lanjut KPI berasal dari aduan masyarakat yang 
terganggu terhadap tayangan televisi yang meresahkan. Ada dua kemungkinan, berhubungan 
dengan hal pengaduan. Pertama, masyarakat benar-benar menikmati program acara TV 
yang mempertontonkan kekerasan tersebut, dalam artian  mereka kurang menyadari bahwa 
tontonan dapat menjadi sebuah stimulus bagi otak manusia, kemudian bisa saja menjadi 
sebuah doktrin apabila disaksikan berulang kali dan secara rutin, sehingga mendorong orang 
lain untuk berbuat hal yang sama. Kedua, ketidaktauan masyarakat luas tentang keberadaan 
KPI, fungsi KPI, serta mekanisme pelaporan yang mungkin saja di benak masyarakat akan 
menemui birokrasi yang sulit.
Fungsi pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh KPI dijalankan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang berbunyi:
(1) KPI sebagai wujud serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili 
kepentingan masyarakat akan penyiaran.
(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, KPI mempunyai 
wewenang :
a. Menetapkan standar program siaran
b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
c. Mengawasi pelaksanaan peraturan pedoman dan perilaku penyiaran serta standar 
program siaran
3   Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
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d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran 
serta standar program siaran
(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai 
dengan hak asasi manusia
b. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan sanggahan, serta kritik dan 
apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran
Berdasarkan ketentuan di atas, maka KPI berfungsi mengawasi segala bentuk 
penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran televisi termasuk tayangan komedi yang 
menggunakan unsur kekerasan sebagai bahan lawakan. Pengawasan yang dilakukan oleh KPI 
juga mengharapkan peran serta masyarakat  dengan memberikan pengaduan atau keluhan 
terhadap tayangan kekerasan di televisi termasuk tayangan komedi yang menggunakan unsur 
kekerasan sabagai bahan lawakan, hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menggariskan: 
(1) KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran
(2) KPI wajib menerima aduan dari setiap dari setiap orang atau kelompok-kelompok yang 
mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran
(3) KPI wajib menindaklanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 huruf e
(4) KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan 
memberikan kesempatan hak jawab
(5) KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak 
yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran yang terkait
KPI	 yang	 kita	 harapkan	 mampu	 menjadi	 filter	 penyiaran,	 ternyata	 sama	 sekali	 tak	
berkutik terhadap kapitalisme. KPI seharusnya di posisi terdepan dalam melawan berbagai 
aksi propaganda terkait dengan kepentingan modal, bisnis dan ideologi kapitalisme, akibatnya, 
berbagai tayangan yang disiarkan oleh stasiun televisi lolos tanpa kritik dan memasuki ruang 
ruang publik secara leluasa dan KPI harus mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh 
meengaktualisasikan kewenangan yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 
2002, dengan tegas tanpa pandang bulu. Punishment tersebut sangat diperlukan untuk 
menimbulkan efek jera bagi stasiun televisi yang melanggar peraturan. Dengan demikian 
diharapkan program siaran yang ditayangkan bersih dari tayangan yang tidak layak tayang 
yang sangat meracuni jiwa, moral dan etika bangsa terutama kalangan remaja dan anak-anak.
Program siaran televisi di Indonesia pada umumnya diproduksi oleh stasiun televisi 
yang bersangkutan. Stasiun televisi dapat memilih program yang menarik dan memiliki nilai 
jual kepada pemasang iklan, sementara perusahaan produksi acara televisi dapat meraih 
keuntungan dari produksinya. Pada umumnya isi program siaran di televisi meliputi acara 
seperti	berita,	dialog	 interaktif,	program	pedesaan,	periklanan,	kesenian	dan	budaya,	film,	
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sinetron, pendidikan, kuis, komedi, dan lain-lain.
Penyiaran mempunyai fungsi sebagai media informasi dan penerangan, pendidikan 
dan hiburan, yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan 
dan keamanan. Sehingga dapat dideskripsikan fungsi dari televisi sebagai media informasi 
dan penerangan, media pendidikan dan hiburan, media untuk memperkuat ideologi, politik, 
ekonomi, sosial budaya, dan media pertahanan dan keamanan.
Informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengendap dalam daya ingatan 
manusia lebih lama dibandingkan dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui media 
lain. Alasannya karena informasi yang diperoleh melibatkan dua indera yaitu pendengaran 
(audio) dan penglihatan (visual) sekaligus secara stimultan pada saat yang bersamaan. 
Kemudian gambar yang disajikan melalui siaran televisi merupakan pemindahan bentuk, 
warna, ornamen, dan karakter yang sesungguhnya dari objek yang divisualisasikan. 
Dalam melakukan pengumpulan data dapat menarik poin penting yang bisa menjadi 
kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002, yaitu;
1. Persaingan Bisnis
Kini tayangan berita di televisi semakin banyak dan berkembang sehingga menyebabkan 
pihak stasiun televisi berlomba-lomba untuk menyajikan kemasan berita yang eksklusif dan 
istimewa agar diminati masyarakat. Berita yang disajikan terdiri atas tiga jenis, yaitu: hard 
news, depth news, dan feature news. Hard news adalah berita mengenai hal-hal penting yang 
langsung terkait dengan kehidupan masyarakat dan harus segera diketahui oleh masyarakat, 
seperti kasus kriminal.
Siaran berita kriminal di televisi kerap kali menayangkan berita-berita yang mengandung 
unsur	pornografis,	kekerasan,	hedonisme,	dan	sebagainya	yang	ditampilkan	di	 layar	kaca.	
Berita tersebut disaksikan oleh berbagai lapisan masyarakat, diantaranya adalah anak-
anak dan remaja. Mereka masih belum dapat memilih dan memilah mana tayangan yang 
seharusnya patut dicontoh dan tidak. Tayangan berita yang demikian dapat mempengaruhi 
perilaku anak-anak dan remaja yang notabene masih berjiwa labil. Maka, orangtua dituntut 
untuk memiliki andil besar dalam mengontrol perubahan yang terjadi pada anak-anak dan 
remaja. Berdasarkan latar belakang ini, maka dilakukanlah penulisan makalah mengenai 
pengaruh berita di televisi terhadap perilaku anak-anak dan remaja.
2. Kebebasan Pers
Kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan ekspresi (freedom of expression) 
merupakan `mantra’ ampuh yang terus digaungkan dalam era demokrasi saat ini. Tidak 
ada yang salah dengan keduanya, bahkan kita perlu menghargai dan memperjuangkannya. 
Masalahnya, kita sering lupa bahwa kebebasan itu harus dimaknai secara utuh. Lebih dari itu, 
kebebasan juga harus diimplementasikan dengan penuh kearifan dan tanggung jawab. Tanpa 
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itu, kebebasan dipastikan akan bermasalah dan dapat dipastikan akan menimbulkan masalah. 
Kebebasan dengan makna utuh mengasumsikan kebebasan dengan batasan.
Kebebasan tanpa batas, untuk manusia yang diberi akal dan hati, akan memupuk 
nafsu hayawaniah (kehewanan) dan justru melunturkan prinsip insaniyah (kemanusiaan dan 
humanisme). Paling tidak, dalam praktiknya, kebebasan itu akan terbatas oleh kebebasan 
orang lain. Sehingga, pastilah kebebasan itu bukan bebas tanpa batas alias atas kemauan 
sendiri. Hak mengeluarkan pendapat, melakukan sesuatu, memberitakan informasi, sampai 
menayangkan peristiwa memang dimiliki oleh setiap individu. Namun, individu tersebut 
harus sadar dengan nalarnya bahwa di luar dirinya, ada juga individu lain yang harus dihargai 
kebebasannya. Dengan demikian, tidak bisa semua hal diekspresikan dan dimediakan sesuka 
hati.
Menurut Arie Andyka4 (Asisten Ahli Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) wawancara 
tanggal 1 Februari 2013 “Dalam ranah penyiaran, KPI sudah membuat Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk menjadikan pers dan media tetap 
istiqamah (konsisten) memfungsikan dirinya sebagai sarana informasi yang layak dan benar, 
pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, serta perekat sosial. Aturan itu sama sekali tidak 
ada maksud untuk mengekang kebebasan pers. Salah besar bila ada sebagian kalangan yang 
masih punya anggapan demikian. Di manapun dan untuk konteks apa pun, aturan berbasis 
pada etik dan nilai tetap diperlukan. Dengan dasar itu pula, sensor mandiri menjadi sangat 
penting untuk menimbang, apakah sajian media berimplikasi kebaikan dan keadaban publik 
atau sebaliknya, keburukan dan kekacauan. 
Kekerasan simbolis adalah kebebasan yang dijalankan tanpa batas akan memicu 
adanya reaksi, bisa jadi sampai pada tindakan kekerasan. Tanpa bermaksud membenarkan 
aksi kekerasan, apalagi kekerasan atas nama apa pun, seharusnya dihindari, kebebasan 
yang dilakukan tanpa batasan etik dan rasa hormat terhadap prinsip dan nilai kelompok lain 
sesungguhnya merupakan bentuk kekerasan itu sendiri. Dalam kajian komunikasi terdapat 
istilah kekerasan simbolis (symbolic violence),	yakni	kekerasan	nonfisik	berupa	mekanisme	
komunikasi yang mengandung relasi kekuasaan yang hegemoni dan timpang. Di dalamnya 
terdapat pola komunikasi yang sewenang-wenang antar pihak tertentu, terkait dengan 
stigmatisasi dan monopoli makna. Pemberian stigma buruk, penghinaan, pemaksaan makna, 
label tertentu, sampai penistaan agama, kalaupun di atasnamakan kebebasan-merupakan 
bentuk dari kekerasan simbolis yang tidak bisa dibenarkan. Kekerasan jenis ini bahkan dapat 
menimbulkan benturan peradaban. Dampak kekerasan simbolis ini bisa berlangsung dalam 
jangka panjang dan permanen meskipun kadang tidak serta merta bisa dirasakan”.
4   Asisten ahli Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, wawancara tanggal 1 Februari 2013 mengenai gambaran 
dan sistem penyiaran di Indonesia
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PENUTUP
Lembaga penyiaran televisi dan para pelaku dalam penayangan tayangan yang menggunakan 
unsur kekerasan termasuk penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran, namun pada kenyataannya tidak diterapkan.
Kendala yang dihadapi Tayangan berita di televisi semakin banyak dan berkembang 
sehingga menyebabkan pihak stasiun televisi berlomba-lomba untuk menyajikan kemasan 
berita yang eksklusif dan istimewa agar diminati masyarakat. Siaran berita kriminal di televisi 
kerap	 kali	 menayangkan	 berita-berita	 yang	 mengandung	 unsur	 pornografis,	 kekerasan,	
hedonisme, dan sebagainya yang ditampilkan di layar kaca. Siaran televisi tersebut hanya 
mementingkan rating, tanpa memperdulikan dampak tayangan yang disiarkan untuk 
masyarakat luas. 
Kemudian kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan ekspresi (freedom 
of expression) merupakan “jurus ampuh” yang terus digaungkan dalam era demokrasi 
saat ini. Tidak ada yang salah dengan keduanya, bahkan kita perlu menghargai dan 
memperjuangkannya. Masalahnya, kita sering lupa bahwa kebebasan itu harus dimaknai 
secara utuh. Lebih dari itu, kebebasan juga harus diimplementasikan dengan penuh kearifan 
dan tanggung jawab. Tanpa itu, kebebasan dipastikan akan bermasalah dan dapat dipastikan 
akan menimbulkan masalah. Kebebasan dengan makna utuh mengasumsikan kebebasan 
dengan batasan. 
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PENDAHULUAN
Proses pembangunan disamping menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, juga 
dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial 
negatif, terutama meningkatnya tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu 
tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah tindak pidana korupsi yang 
menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. 
Masalah korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya di 
indonesia sebab selain dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara, menghambat 
pembangunan nasional, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat juga 
merupakan perbuatan buruk, tidak jujur, kecurangan yang diakibatkan oleh dekadensi moral 
sehingga dapat menurunkan citra dan wibawa pemerintah. Hal ini merupakan ancaman dari 
dalam negeri yang pada akhirnya dapat merongrong eksistensi dan stabilitas nasional jika 
tidak diberantas.
TINDAK PIDANA PENGADAAN BARANG DAN JASA 
OLEH PEMERINTAH
Oleh:
Asyudi 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur 
E-mail: asyudilawfaculty@gmail.com
Abstract: The forms of unlawful acts in the procurement of goods and the service that extend 
to acts of corruption is an act that harms the state or state economy, abuse of authority, 
bribery, receiving a gift / pledge, gratuities and fraudulent, while for deviations that occur 
after the execution of the contract (delivery og goods) could be the basis for criminal charges, 
but if the deviation occurs prior to the submission of investigator prosecutor can not make 
the basis of criminal charges because the value of losses can not be calculated by BPKP 
and investigators and prosecutors are given the opportunity to make improvements in the 
procurement.
Keywords: Corruption, Procurement of Goods and Services
Abstrak: Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa 
sehingga termasuk perbuatan tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, 
menerima hadiah/janji, gratifikasi dan perbuatan curang, sementara untuk penyimpangan 
yang terjadi setelah proses pelaksanaan kontrak (penyerahan barang) bisa dijadikan dasar 
untuk melakukan tuntutan pidana sedangkan jika penyimpangan tersebut terjadi sebelum 
proses penyerahan Jaksa penyidik belum bisa menjadikan dasar tuntutan pidana karena nilai 
kerugian belum bisa di hitung oleh BPKP dan Jaksa penyidik dan masih diberi kesempatan 
untuk melakukan perbaikan pada pengadaan tersebut.
Kata kunci: Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa 
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Dewasa ini masih sering timbul kesulitan dalam menyelesaikan masalah korupsi. 
Hal ini disebabkan oleh persepsi terhadap tindak pidana korupsi belum sepenuhnya sama. 
Penafsiran mengenai tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan 
pribadi atau golongan dalam masyarakat selain itu juga masalah korupsi merupakan masalah 
yang sangat kompleks dan rumit dipecahkan, banyak faktor yang menjadi pendorong 
terjadinya korupsi dan sering dilakuan oleh orang-orang berpendidikan tinggi sehingga 
modus operandinya pun sangat canggih dan bermacam-macam.
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai dimana-mana. Gejala korupsi 
senantiasa ada di setiap daerah, negara dan disetiap zaman. Hingga kini, tindak pidana 
korupsi yang paling sering di ungkap oleh aparat penegak hukum adalah pengadaan barang 
dan jasa,1 biasanya pengusaha berkolaborasi dengan oknum pemerintah dalam melakukan 
tindak pidana ini atau biasa disebut state capture.2
Setidaknya, dari seluruh penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum, 
sekitar 70% berasal dari kasus pengadaan barang dan jasa,3 hal senada juga diungkapkan 
oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bahwa dari semua kasus korupsi yang 
ditangani KPK pada tahun 2009 sekitar 77%-nya adalah terkait pengadaan barang dan jasa. 
Berdasarkan data KPK, bahwa pada periode 2009 kasus pengadaan barang dan jasa masih 
tetap mendominasi kasus korupsi yang ditangani KPK serta periode 2008 di indikasikan 
kebocoran pengadaan barang dan jasa berkisar 30%-50% dengan total nilai sekitar Rp 240 
triliun.4 
Beberapa modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku terkait penyimpangan 
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti mark up, penujukan secara langsung 
pemenang tender, pemalsuan dokumen, penyuapan. Bahkan, disinyalir mayoritas proyek 
tersebut sungguh-sungguh dibutuhkan, tetapi karena proyek itu merupakan titipan dari/
penguasa,	 sehingga	 spesifikasi	barang/jasa	 serta	perkiraan	 sendiri	yang	 seharusnya	dibuat	
panitia	sesungguhnya	adalah	spesifikasi	yang	diatur	dan	harga	yang	ditetapkan	orang	lain.
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk 
mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan 
metode dan proses tertentu. Agar hakikat pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan 
dengan baik, masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta aturan hukum yang berlaku 
terkait proses pengadaan barang dan jasa. Adapun etika yang harus dipatuhi terkait dengan 
pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut :
1  Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, 
baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa
2  Materi kuliah Aswanto, 2010.
3  Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana dikutip pada laman website: www.kpk.go.id 20 Desember 
2010.
4  Sebagaimana dikutip pada laman website: www.lkpp.go.id 15 Desember 2010.
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a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai 
sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan 
dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah 
dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai 
dengan kesepakatan para pihak;
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang 
terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa 
(conflict of interest); 
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara 
dalam pengadaan barang/jasa;
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan 
tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau 
tidak langsung merugikan negara;
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau 
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut 
dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.5 
Sedangkan mengenai aturan hukum yang harus dipatuhi terkait pengadaan barang dan 
jasa, meliputi: a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
persaingan Usaha Tidak Sehat; b) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi; c) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Pengembangan 
Industri Jasa Kontruksi; d) Undang-Undang No. 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 
No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e) Undang-Undang No. 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; f) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 
2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah; serta g) Keputusan KPU 
No. 186 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Keperluan 
Pemilihan Umum.6
Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak pembeli atau 
pengguna yaitu pihak yang membutuhkan barang dan jasa serta pihak penjual atau 
penyedia barang dan jasa. Dalam praktiknya, pihak pengguna adalah pihak yang meminta 
atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau 
melaksanaan pekerjaan tertentu, sedangkan pihak penjual atau penyedia barang dan jasa 
adalah pihak yang melaksanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan 
5  Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
6  Rocky Marbun, 2010, Tanya Jawab Seputar Pengadaan Barang Dan Jasa, Visimedia: Jakarta
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pekerjaan atau melaksanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau 
kontrak pekerjaan dari pihak pengguna. Agar pengadaan barang dan jasa dapat menghasilkan 
barang dan jasa yang berkualitas, maka prosesnya harus sesuai dengan persyaratan yang 
telah disepakati antara para pihak yang tertuang dalam perjanjian dengan tetap mengacu 
pada perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pelaksanaan 
pengadaan barang dan jasa menyisakan permasalahan hukum yaitu tindak pidana korupsi.
Untuk mempertajam permasalahan hukum dalam tulisan ini maka difokuskan pada 
dua permasalahan yaitu bentuk perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa 
sehingga terjadi tindak pidana  korupsi serta  penyimpangan terhadap kontrak kerja secara 
otomatis dapat dijadikan dasar tuntutan pidana.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Perbuatan Melawan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang 
diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mendapatkan barang dan jasa yang 
diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan 
mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar esensi pengaadaan barang dan jasa 
tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia 
barang dan jasa haruslah berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa.
Menurut Andrian Sutedi,7 tahap pengadaan barang dan jasa dapat dibagi atas beberapa 
tahap yaitu:
1. Tahap Perencanaan Pengadaan;
2. Tahap Pembentukan Panitia;
3. Tahap	Prakualfikasi	Peserta;
4. Tahap Penyusunan Tender;
5. Tahap Pengumuman Tender;
6. Tahap Pengambilan Dokumen Tender;
7. Tahap Penentuan Perkiraan Harga Sendiri (HPS);
8. Tahap Penjelasan Tender (Aanwijzing);
9. Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran;
10. Tahap Evaluasi Penawaran;
11. Tahap Pengumuman Calon Pemenang;
12. Tahap Sanggahan Peserta Lelang;
13. Tahap Penunjukan Pemenang;
14. Tahap Pendantanganan Kontrak; dan
15. Tahap Penyerahan Barang dan Jasa.
7  Adrian Sutedi, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Perbagai Permasalahannya, 
Sinar	Grafika,	Jakarta,	Hal.126	–	145	(Jurnal	hal	7)
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Dalam	tahap	pengadaan	barang	dan	jasa	diatas,	dapat	diklasifikasikan	tiga	aspek	hukum	
yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, meliputi: aspek hukum 
administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Masing-masing kegiatan pada 
tahap tertentu akan melakukan hubungan hukum tertentu yang tunduk pada ranah hukum 
tertentu pula.
Pada ranah hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap persiapan 
sampai dengan tahap pelaksanaan kontrak, potensi terjadinya tindak pidana korupsi setidak-
tidaknya	dapat	diidentifikasi	dalam	6	(tujuh)	bentuk	tindak	pidana	korupsi,	yaitu:
1. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan melawan hukum atau 
penyalahgunaan wewenang (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Suap (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, dan pasal 13)
3. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 dan Pasal 10);
4. Perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
5. Konflik	kepentingan	dalam	pengadaan	(Pasal	12	huruf	i);	dan
6. Gratifikasi	(Pasal	12	B	dan	12	C).
Dalam kasus-kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang menjadi obyek penelitian, 
dijumpai bahwa pada umumnya para pelaku didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal ini dikelompokkan 
kedalam bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara yaitu: a) Secara 
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi; b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 
atau kedudukan.
Hasil dari penelitian penulis yang bersumber baik dari data primer maupun data 
skunder dapat dijelaskan adapun tahap-tahap pengadaan barang dan jasa yang berpotensi 
terjadi perbuatan melawan hukum yang berimplikasi terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu:
1. Perencanaan barang
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a Keppres No.80 Tahun 2003, 
bahwa salah satu wewenang PPK adalah menyusun perencanaan pengadaan barang dan 
jasa. Dalam menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, PPK diwajibkan melakukan 
pemaketan pekerjaan. Dalam penentuan paket pengadaan, PPK bersama panitia, wajib 
memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi usaha 
kecil termasuk koperasi kecil. Berkait dengan pemaketan pekerjaan. Dalam kaitannya dengan 
pemaketan pekerjaan, PPK dilarang untuk :
a. Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk 
menghindari pelelangan;
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b. Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah 
yang	menurut	sifat	pekerjaan	dan	tingkat	efisiensinya	seharusnya	dilakukan	di	daerah	
masing-masing;
c. Menyatukan/menggabung beberapa paket pekerjaan yang menurut sifat pekerjaan 
dan besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil 
menjadi satu paket pekerjaan untuk dilaksanakan oleh perusahaan/koperasi menengah 
dan/atau besar
d. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau 
dengan pertimbangan yang tidak obyektif.8 
Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini antara lain:
a. Penggelembungan (mark-up) biaya pada rencana pengadaan;
b. Rencana pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau penyedia barang dan 
jasa tertentu;
c. Pemaketan untuk mempermudah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
d. Perencanaan yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan.9
2. Pembentukan panitia tender
Panitia pengadaan barang dan jasa adalah tim yang diangkat oleh pengguna Anggaran 
(PA) atau kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang 
dan jasa, yang memiliki kewenanganmenyusun dan mengoleksi dokumen tender, melakukan 
kegiatan-kegiatan tender sampai pada tahap pemenang.
Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini, antara lain: 
a) Panitia bekerja secara tertutup dan tidak adil; b) Panitia dikendalikan oleh pihak tertentu; 
c) Panitia memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu; dan d) Panitia dikendalikan 
oleh pihak tertentu.10 
3. Penentuan harga perkiraan sendiri
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berfungsi sebagai insterumen untuk menilai kewajaran 
harga penawaran dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi 
penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk mengugurkan 
penawaran. Panitia pengadaan bertugas menyusun HPS, sedangkan yang berwenang 
menetapkan dan mengesahkan HPS adalah PPK. Menurut Andrian Sutedi,11 Harga Perkiraan 
Sendiri ini ditentukan berdasarkan: 
a. Harga pasar yang berlaku;
b. Patokan jenis, ukuran volume, metode dan pekerjaan sesuai dengan desain atau rancang 
8  Lampiran I Bab 1.A. Angka 3 Keppres No 80 Tahun 2003
9  Adrian Sutedi, 2008, Op.cit. Hal.126
10  Ibid, Hal.127.
11  Ibid, Hal 158-159
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c. Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Pola penyimpangan yang berimplikasi tindak pidana korupsi pada tahap ini antara lain 
adalah:
a. Gambaran HPS yang ditutup-tutupi. Walaupun sudah ada ketentuan bahwa HPS tidak 
bersifat rahasia, namun hanya kelompok tertentu yang dapat mengakses HPS tersebut;
b. Penggelembungan (mark-up);
c. Harga dasar yang tidak standar. Harga dasar materiil, peralatan dan tenaga merupakan 
salah satu penentu dalam HPS. Data yang tidak valid akan mengakibatkan HPS menjadi 
berubah;
d. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan. Menurut ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Keppres No.80 Tahun 2003 yang menentukan HPS adalah panitia pengadaan, namun 
dalam rangka kolusi yang menyusun HPS adalah “calon pemenang” (jadi yang 
menyusun mitra kerja).12 
4. Penyusunan dokumen tender 
Salah satu tugas panitia pengadaan menurut Pasal 10 ayat (5) huruf c Keppres No.80 
Tahun 2003 adalah menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Dokumen pengadaan 
terdiri	dari	dokumen	pasca/prakualifikasi	dan	dokumen	pemilihan	penyedia	barang	dan	jasa.	
Pola	penyimpangan	yang	dapat	terjadi	pada	tahap	ini,	antara	lain:	a)	Spesifikasi	teknis	
mengarah pada suatu produk tertentu; b) Kriteria evluasi dalam dokumen lelang diberikan 
penambahan yang tidak diperlukan; c) Dokumen lelang tidak standar; dan e) Dokumen lelang 
tidak lengkap.13 
5. Pengumuman tender
Pengumuman tender ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya 
pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut 
harus disebarluaskan melalui media massa. Pada dasarnya, pengumuman tersebut mewakili 
proses	pendaftaran	bagi	perusahaan	yang	telah	lulus	kualifikasi	untuk	mengikuti	tender.
Pola penyimpangan yang terjadi pada tahap ini, antara lain: a) Pengumuman lelang 
yang semu dan palsu; b) Materi pengumuman yang membingunkan (ambigous); c) Jangka 
waktu pengumuman yang singkat; dan d) Pengumuman tidak lengkap. 14
6. Pengambilan dokumen tender
Pada tahap ini, panitia pengadaan menyediakan secara cuma-cuma dokumen tender 
dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 
12  Ibid, Hal 132-135.
13  Ibid, Hal 129
14  Ibid, Hal 130-131.
149
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Untuk mempermudah distribusi, dokumen tender dapat dibagi menjadi dokumen tetap dan 
tidak tetap. Isi dokumen adalah instruksi standar untuk bidder, syarat-syarat umum kontrak, 
spesifikasi	teknis	umum.
Pola yang dapat terjadi pada tahap ini antara lain: a) Dokumen tender yang diserahkan 
tidak sama (partial); b) Waktu pendistribusian informasi terbatas; dan c) Penyebarluasan 
dokumen yang cacat.15
7. Penjelasan tender (aanwijzing)
Tahap ini dilakukan di tempat dan waktu yang ditentukan dihadiri oleh penyedia barang 
dan jasa yang terdaftar dalam daftar peserta lelang, dengan tenggang waktu pelaksanaannya 
paling cepat 7 (tujuh) hari kerja dan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal 
undangan. Ketidakhadiran penyedia barang dan jasa saat penjelasan tender tidak dapat 
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran. 
Dalam ketentuan acara penjelasan lelang,16 harus dijelaskan kepada peserta lelang 
mengenai:
a. Metode pengadaan/peyelenggaraan pelelangan;
b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap);
c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran;
d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
e. Metode evaluasi;
f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g. Jenis kontrak yang akan digunakan;
h. Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan prefensi harga atas penggunaan 
produksi dalam negeri;
i. Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk 
koperasi kecil;
j. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.
Pola penyimpangan pada tahap ini antara lain: a) Pembatasan informasi oleh panitia 
pengadaan agar hanya kelompok dekat saja yang memperoleh informasi yang lengkap. 
Gejalanya adalah dalam penawaran, ada cluster yang penawarannya lengkap dan ada cluster 
lain yang penawarannya tidak lengkap; dan b) Penjelasan diubah menjadi tanya jawab.17
8. Penyerahan penawaran dan pembukaan penawaran
Penyerahan dokumen penawaran dilakukan tepat waktu, lengkap dan memenuhi 
persyaratan administrasi dan teknis, dialamatkan kepada alamat yang telah ditentukan. 
15  Ibid, Hal 132
16  Lampiran I Bab Ii A.1.D. Angka 3 Keppres No 80 Tahun 2003.
17  Adrian Sutedi, Op.cit, Hal 135-136
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Penyerahan harus diberi tanda bukti penyerahan dari petugas. Kegiatan pada tahap ini 
meliputi: Penyampaian penawaran oleh peserta dilakukan segera setelah menerima adendum 
dari panitia:
1. Penyampaian dokumen diluar batas waktu harus ditolak;
2. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta;
3. Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen 
apapun;
4. Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.
Penyimpangan pada tahap ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain: a) 
Relokasi penyerahan dokumen penawaran dilakukan oleh panitia pengadaan dalam rangka 
pengaturan tender, maksudnya untuk menyingkirkan peserta tender yang tidak masuk dalam 
kelompok mereka; b) Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat; dan c) Upaya 
menghalangi pemasukan dokumen penawaran oleh oknum tertentu agar peserta tertentu 
terlambat menyampaikan dokumen penawarannya.18
9. Evaluasi penawaran
Kegiatan pada tahap ini adalah pemerikasaan, penelitian dan analisis terhadap 
keseluruhan usulan teknis dari peserta tender, dalam rangka untuk memperoleh validasi 
terhadap harga penawaran yang benar, tidak terjadi kekeliruan sesuai dengan persyaratan 
teknis yang telah ditentukan. Di samping itu, kegiatan evaluasi penawaran meliputi juga 
evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga. Dalam melakukan evaluasi 
administrasi perlu mempertimbangkan faktor redaksional, keabsahan, jaminan penawaran 
dan aritmatik. Setelah lulus evaluasi administrasi, penawaran akan dikaji dari sisi teknis 
dimana	 penyedia	 barang	 dan	 jasa	 yang	 mengikuti	 tender	 harus	 memiliki	 sertifikasi	 dari	
lembaga akreditasi yang credible.
Penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini antara lain: a) Penggantian dokumen 
dilakukan dengan cara menyisipkan revisi dokumen didalam dokumen awal; b) Pemenang 
belum tentu mewakili penawaran yang terbaik, karena bersifat kolutif; dan c) Panitia bekerja 
secara tertutup dan akses terhadap kontrol diberlakukan.19
10. Pengumuman calon pemenang
Pengumuman urutan calon pemenang ini dilakukan setelah keseluruhan proses tenfer 
yang dilakukan oleh panitia dinyatakan selesai dan selanjutnya diusulkan kepada PPK 
sebagai penagggung jawab pelaksana pengadaan barang dan jasa. Calon pemenang diurutan 
pertama akan ditetapkan PPK sebagai pememnang tender, setelah masa sanggah berakhir.
18  Ibid, Hal 136-138
19  Ibid, Hal 138-140.
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Penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini melalui: a) Pengumumang yang 
disebarluaskan sangat terbatas; dan b) Pengumuman tanggal ditunda.20
11. Sanggahan peserta tender
Pada tahap ini adalah tahap yang memberikan kesempatan kepada peserta tender yang 
keberatan atas penetapan pemenang tender untuk mengajukan sanggahan secara tertulis 
kepada PPK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang tender.
PPK memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja 
atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan 
bagaimana diuraikan dalam Lampiran I. Bab II. A. 1. K. 5 Keppres No.80 Tahun 2003, yaitu: 
a. Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam 
dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia 
pengadaan, maka PPK memerintahkan panitia pengadaan melakukan evaluasi ulang;
b. Apabila terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia pengadaan dengan 
peserta tender tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan 
memberhentikan pejabat/anggota panitia pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan 
penawaran peserta yang terbukti KKN tersebut. kemudian PPK mengganti panitia 
pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang;
c. Peserta tender yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana diuraikan diatas, dikenakan 
sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan 
pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun;
d. Apabila pelaksanaan tender tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam 
dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa, maka dilakukan tender ulang dimulai 
dari pengumuman kembali oleh panitia pengadaan yang baru.
Bertolak dari Lampiran I. Bab II. A. K. 5 Keppres No. 80 Tahun 2003 di atas, maka 
alasan untuk mengajukan sanggahan adalah:
a. Pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan dokumen pemilih penyedia barang dan jasa;
b. Pelaksanaan tender tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen 
pemilihan penyedia barang dan jasa;
c. Terbukti adanya unsur KKN dalam pelaksanaan evaluasi dan tender.
Apabila peserta tender yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan 
dari PPK, maka peserta tender dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri / 
Panglima TNI/ Kapolri/ Gubenrnur/ Bupati/ Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan 
BHMN/ Dirut BUMN-BUMD, selambat-lambatnya 5 9lima) hari kerja sejak diterimanya 
jawaban sanggahan tersebut. sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanap harus 
menunggu hasil keputusan tersebut.
20  Ibid, Hal 141.
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Bentuk penyimpangan yang bisa muncul pada tahap ini antara lain melalui: a) Tidak 
seluruh sangahan ditanggapi; dan b) Seluruh sanggahan diarahkan pada klausula mengenai 
evaluasi penawaran dan hak panitia tentang kerahasiaan dokumen evaluasi.21
12. Penetapan penyedia barang dan jasa
Pada tahap ini peserta lelang yang ditetapkan sebagai penyedia barang dan jasa wajib 
menerima keputusan tersebut. apabila yang bersangakutan mengundurkan diri dan masa 
penawarannya masih berlaku maka pengunduran tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan 
alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh pengguna barang dan jasa, dengan ketentuan 
bahwa jaminan penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada 
Kas Negera/ Daerah. 
Pola penyimpangan yang dapat terjadi pada tahap ini, antara lain: a) Surat penetapan 
diterbitkan sebelum berakhir waktu sanggah; dan b) Surat penetapan sengaja ditunda 
pengeluarannya. Untuk bisa mendapatkannya perlu ada uang pelicin. 22
13. Penyusunan dan penandatanganan kontrak
Penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan 
Surat Penunjukan Penyedia Barang Dan Jasa (SPPBJ) dan setelah penyedia barang dan 
jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada 
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK).23 
Untuk pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) bentuk 
kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.24 Untuk pengadaan 
dengan nilai diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000. (lima 
puluh juta rupiah0, bentuk kontraknya berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa jaminan 
pelaksanaan.25 Adapun untuk pengadaan yang nilainya diatas Rp.50.000.000 (lima puluh juta 
rupiah), bentuk kontraknya berupa Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Jaminan 
Pelaksanaan (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.26 
Pada tahap ini, penyimpangan yang mungkin terjadi antara lain: a) Penandatanganan 
kontrak	 yang	 tidak	 dilengkapi	 dengan	 dokumen	 pendukung	 (dokumen	 fiktif);	 dan	 b)	
Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda, karena jaminan pelaksanaan yang belum ada.27
14. Tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa
Tahap penyerahan barang dan jasa dapat dilkukan secara bertahap atau sekaligus. 
Barang	 yang	 diserahakan	 harus	 sesuai	 dengan	 spesifikasi	 yang	 tertuang	 dalam	 dokumen	
21  Ibid,  Hal 142-143.
22  Ibid, Hal 143-144.
23  Pasal 31 Ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
24  Pasal 31 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
25  Pasal 31 Ayat (4) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
26  Pasal 31 Ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003.
27  Adrian Sutedi, Op.cit, Hal 144 -145
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tender. Penyerahan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Setelah penyerahan 
akhir selesai, tanggung jawab penyedia barang masih belum berakhir. 
Penyimpangan yang dapat terjadi pada penyerahan barang adalah kualitas barang 
yang	tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	atau	volume	barang	yang	tidak	sesuai	dengan	dokumen	
tender. Pada tahap ini pun dapat terjadi perbuatan curang yaitu penyedia barang dan jasa 
menyerahkan	barang	yang	tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	yang	ditentukan	dalam	kontrak.	
Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PTPK. Bagi penyedia barang dan jasa yang 
terbukti	menyerahkan	 barang	 dan	 jasa	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 spsifikasi	 yang	 tertuang	
dalam kontrak dapat dikenakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK.
Bagi pengawasan yang tidak melakukan tugas pengawasannya atau sengaja membiarkan 
penyedia barang dan jasa melakukan perbuatan curang, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 
7 ayat (1) huruf b UU PTPK. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU PTPK menentukan:
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahili bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau 
penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara 
dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a;
Waktu Pelaksanaan Kontrak Kerja yang Dapat Dijadikan Dasar Tuntutan Pidana 
Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa proses pengadaan barang dan 
jasa diawali dengan kontrak antara pengguna (user) dengan penyedia. Apabila salah satu 
pihak baik pengguna maupun penyedia barang dan jasa melanggar ketentuan terhadap 
kontrak yang telah disepakati  atau melakukan wanprestasi maka perselisihan tersebut akan 
diselesaikan secara perdata tetapi jika di balik wanprestasi itu ada itikad jahat atau perbuatan 
curang oleh salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atau perekonomian negara maka 
penyelesainnya dilakukan secara hukum pidana.
Terkait dengan pada tahap pelaksanaan kontrak dan penyerahan barang dan jasa 
haruslah dilaksanakan dan diserahkan sesuai dengan apa yang tertuang dalam dokumen 
tender. Penyerahan akhir dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Suatu penyerahan 
barang dan jasa dianggap telah memenuhi ketentuan apabila dilaksanakan:28 
a. Tepat waktu sesuai perjanjian;
b. Tepat	mutu	atau	spesifikasi	sesuai	yang	dipersyaratkan;
c. Tepat volume yang dibutuhkan; dan
28  Ibid, Hal 90
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d. Tepat biaya sesuai dengan isi kontrak.
Penyimpangan yang dapat atau sering terjadi pada kontrak dalam hal ini penyerahan 
barang	adalah	kualitas	barang	tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	atau	volume	barang	tidak	sesuai	
dengan dokumen tender. Pada tahap ini pun dapat terjadi perbuatan curang yaitu penyedia 
barang	dan	jasa	menyerahkan	barang	yang	tidak	sesuai	dengan	spesifikasi	yang	ditentukan	
dan disepakati dalam kontrak. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PTPK.
Bagi penyedia barang dan jasa yang terbukti menyerahkan barang dan jasa yang tidak 
sesuai	dengan	spsifikasi	yang	tertuang	dalam	kontrak	dapat	dikenakan	ketentuan	Pasal	7	ayat	
(1) huruf a UU PTPK.
Bagi pengawasan yang tidak melakukan tugas pengawasannya atau sengaja membiarkan 
penyedia barang dan jasa melakukan perbuatan curang, maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 
7 ayat (1) huruf b UU PTPK. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU PTPK menentukan:
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
a. pemborong, ahili bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau 
penjual bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat 
membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara 
dalam keadaan perang;
b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 
bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a;
Dalam Pasal 7 di atas mengatur tentang “Perbuatan Curang Aktif”. Pelaku perbuatan 
curang (aktif) menurut ketentuan tersebut adalah Pemborong, Ahli Bangunan, Orang yang 
mengawasi atau bertanggung jawab atau penyerahan bahan bangunan.
Dalam hal pengawasan proses pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah wajib 
melakukan pengawasan terhadap pengguna barang dan jasa dan panitia/pejabat pengadaan 
dilingkungan instansi masing-masing dan menugaskan kepada aparat pengawasan fungsional 
untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengawasan yang 
dilakukan terhadap kegiatan/proyek, menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat 
yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang 
dan jasa, yang kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya itu kepada Menteri/Pimpinan 
instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP)
Mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa pada waktu 
sebelum tahap penyerahan barang kepada pengguna barang (user), menurut Awaluddin yang 
selaku Jaksa Penyidik dan Penuntut Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, mengatakan 
bahwa walaupun tindak pidana korupsi merupakan delik formil tetapi hal itu tidak dapat 
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dijadikan dasar untuk melakukan tuntutan, ini dikarenakan nilai kerugian negara pada tahap 
ini belum bisa dihitung oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) dan 
Jaksa Penyidik jadi penyedia barang dan jasa cuma mendapat teguran dan masih diberi 
kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pengadaan tersebut.
Menurut Penulis, apa yang telah dijelaskan narasumber diatas sudah sangat tepat ini 
di dasarkan adanya ketentuan sifat melawan hukum materil pada Pasal 2 ayat 1 UU PTPK 
oleh putusan MK RI No.003/PUU-IV/2006 dianggap bertentangan dengan UUD 45 dan 
dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, pada pasal 2 ayat 1 UU PTPK dalam 
penjelasan ada dapat frasa “dapat”, jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi pengadaan 
barang dan jasa, seseorang ataupun korporasi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang 
berpotensi mengakibatkan adanya kerugian negara tidak serta merta bisa dijadikan tersangka 
pada tindak pidana korupsi jika nilai kerugian negara belum bisa dihitung oleh BPKP
PENUTUP
Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa sehingga 
termasuk perbuatan tindak pidana  korupsi adalah perbuatan yang dapat merugikan keuangan 
negara atau perekonomian negara, penyalahgunaan wewenang, penyuapan, menerima 
hadiah/janji,	gratifikasi	dan	perbuatan	curang	dan	konflik	kepentingan	Penyimpangan	yang	
terjadi setelah proses pelaksanaan kontrak (penyerahan barang) bisa dijadikan dasar untuk 
melakukan tuntutan pidana sedangkan jika penyimpangan tersebut terjadi sebelum proses 
penyerahan, jaksa penyidik belum bisa menjadikan dasar tuntutan pidana karena nilai 
kerugian belum bisa di hitung oleh BPKP dan jaksa penyidik dan masih diberi kesempatan 
untuk melakukan perbaikan pada pengadaan tersebut.
Untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana korupsi dalam 
pengadaan barang dan jasa pemerintah maka Seluruh tahap pelaksanaan pengadaan harus 
transparan dan akuntabel, perlu pengawasan terhadap proses pengadaan di seluruh tahap 
pengadaan harus bisa lebih diperketat, rencana pengadaan dikaji ulang agar tidak mengarah 
pada produk tertentu, kedepan pelaksanaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan melalui 
e-procurement secara optimal.
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PENDAHULUAN
Ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  (UUD NRI 
1945) secara jelas menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Demikian 
halnya dalam  konsideran huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (UU-PKP) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi 
segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 
agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau 
di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah 
Indonesia. Selanjutnya, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 
40 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 
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Abstract: The purpose of this study is to know and understand the responsibilities of state 
towards the implementation of housing development that is based on the principles of Human 
Rights, and to know the implementation of legal arrangements concerning the responsibility 
of the state towards the construction of housing for the poor and low-income society, and to 
learn about the policy implications of state towards the construction of adequate housing for 
poor and low-income society. The result showed that the responsibilities of state in the field 
of housing and residential development in accordance with human rights context should 
be seen in aspects of availability, affordability, and sustainability. The third aspect is the 
principle of the rights of the poor and low-income society in a human rights perspective,
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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab 
negara terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan yang berdasarkan prinsip-prinsip 
Hak Asasi Manusia (HAM), dan untuk mengetahui implementasi pengaturan hukum tentang 
tanggung jawab negara terhadap pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin, serta 
untuk mengetahui implikasi kebijakan negara terhadap pembangunan perumahan dan 
permukiman masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab 
negara di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan konteks 
HAM harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan. 
Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin dalam 
perspektif HAM. 
Kata kunci: Pemenuhan, Hak Masyarakat Miskin, Perumahan Layak Huni
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layak. Pemenuhan hak atas perumahan sebagai hak dasar berasal dari keberlangsungan hidup 
dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. 
Di negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan dasar minimum secara teoritis 
dikonstruksikan sebagai hak atas pangan, sandang dan papan. Di samping itu untuk 
mempertahankan martabat kehidupan masih diperlukan jaminan akan hak atas pelayanan 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.  Hak atas perumahan merupakan hak 
asasi manusia, oleh karenanya menimbulkan kewajiban pada negara untuk melindungi, 
menghormati dan melaksanakannya. Kewajiban negara tersebut telah jelas tertuang dalam 
Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab negara”. 
Istilah “perumahan yang layak” di sini untuk membedakan dengan “perumahan ala 
kadarnya” yang hanya terdiri dari empat tembok dan sedikit atap untuk berteduh. Untuk 
dapat dikategorikan perumahan yang layak terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah:1 
a. Pengakuan hak atas kepemilikan termasuk jaminan hukum yang melindungi setiap 
orang dari ancaman penggusuran paksa sewenang-wenang atau gangguan dan ancaman 
lainnya;
b. Perumahan haruslah dapat diakses oleh setiap orang. Peraturan perundangan dan 
kebijakan negara terkait perumahan haruslah menjadikan kelompok yang kurang 
beruntung,	misalnya	orang	yang	sudah	tua,	orang	yang	secara	fisik	dan	mental	tidak	
mampu, individu yang positif HIV, korban bencana alam, perempuan dan anak-anak 
serta kelompok masyarakat lainnya yang kurang mampu secara ekonomi, sebagai 
prioritas utama pemenuhan hak ini; 
c. Rumah memiliki luas ruang yang cukup serta dapat melindungi dari segala macam 
jenis cuaca atau jenis- jenis ancaman kesehatan lainnya; 
d. Lokasi tidak terpencil hingga dapat menyulitkan para penghuni untuk bekerja, 
mengakses layanan kesehatan, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya; 
e. Hak bagi penghuni dapat dengan bebas mengekspresikan identitas kebudayaannya 
sekaligus mengakui dan menghargai realitas keberagaman budaya; 
f. Layanan, material dan infrastruktur yang layak, di mana harus memiliki akses atas air 
yang bersih dan dapat diminum, energi untuk memasak, pemanasan dan pencahayaan, 
fasilitas sanitasi dan mencuci, penyimpanan makanan, pembuangan sampah, tempat 
pembuangan air dan layanan darurat. Jika salah satu dari dari kelengkapan diatas tidak 
tersedia maka tidak dapat dikategorikan sebagai perumahan yang layak.
1  Ade R. Sitompul, 2007, Hak Atas Perumahan, Tim Advokasi HAP, LBH-Posko pengaduan Hak Atas 
Perumahan. (http://groups.yahoo.com/group/ forumpembacakompas)
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Dari standar internasional hak asasi manusia, dapat meminjam makna rumah yang 
layak, yakni ketersediaan pelayanan, material, fasilitas dan infrastruktur. Layak  juga 
mengandung makna adanya pemenuhan prinsip-prinsip tersebut di atas, seperti affordability, 
habitability, accessibility. Selanjutnya, ‘layak’ juga mempertimbangkan faktor-faktor yang 
wajib dipertimbangkan dan dipenuhi seperti faktor lokasi (location) dan culturally adequate.2 
Permasalahan hak rakyat atas perumahan muncul tidak saja berasal dari aparat negara 
tetapi secara paralel bersumber dari pelaku non-negara atau entitas privat (non-state actors or 
private entities). Di perkotaan, terjadi apa yang disebut dengan gentrification, yakni proses 
kelas menengah menggerogoti tanah-tanah yang secara ‘tradisional’ dikuasai oleh penduduk 
asli dan penduduk kelas bawah. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya nilai lahan 
atau ketidaksanggupan masyarakat kecil menyewa rumah di lokasi domisili sebelumnya. 
Perumahan yang layak adalah hak setiap orang. Di Indonesia, sebagai hukum hak asasi 
manusia , hak atas perumahan diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “…setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta 
berkehidupan yang layak..”
Hak atas perumahan sebagai hak asasi manusia juga diatur dalam Pasal 25 ayat (1) 
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa, “Setiap orang berhak atas tingkat hidup 
yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan diri dan keluarga termasuk hak atas pangan, 
pakaian, perumahan...”. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional hak-hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa Negara pihak pada kovenan ini mengakui 
setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi dirinya termasuk sandang pangan dan 
perumahan. Hak atas perumahan sebagai hak konstirusi, hak legal maupun hak asasi manusia 
sama-sama menempatkan “negara” sebagai penanggung kewajiban. Kewajiban ini berbentuk 
pemenuhan, penghormatan dan perlindungan Negara terhadap hak atas perumahan warganya. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Hakekat Perumahan sebagai Kebutuhan Dasar dan Hak Asasi Manusia
Hakikat perumahan (rumah) hanya dapat diungkapkan dengan baik, apabila rumah 
dikaitkan dengan manusia yang menempatinya. Dalam konteks ini nampaklah bahwa 
diantara keduanya terdapat hubungan yang bukan sekedar instrumental belaka, tetapi lebih 
dalam daripadanya ialah hubungan struktural.  Menurut L. van der Keuken, dalam “filosofie 
van het wonen, bahwa rumah merupakan pengejawantahan diri pribadi manusia, atau ‘een 
tweede belichaming’. Apabila kita mengamati keberadaan atau kehidupan manusia, maka 
tidak pernah kita jumpai ‘manusia pada umumnya’; yang ada adalah manusia ini, disini dan 
dalam situasi ini. 
2  UN doc. CESCR. General Comment No. 4 (1991), paragraf. 8. Dalam dokumen ini juga dimuat prinsip 
yang mendasarkan pada pertimbangan lokasi (location) dan budaya (cultural adequacy).
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Dalam alam pikiran itulah, maka Heidegger melihat manusia sebagai Das Sein atau 
Being to be there.	Adanya	manusia	selalu	dalam	aktifisitas	tertentu	dalam	situasi	tertentu.	
Situasi ini terwujud dalam konteks dunianya dan dalam konteks sesamanya masyarakat. Dari 
kedua	spesifikasi	itu	jelaslah	bahwa	manusia	bukanlah	suatu	isolemen	atau	suatu	benteng	
tertutup yang terpisah dari dunia luar. Ia adalah keterbukaan dan keterarahan ke dunia luar. 
Dengan demikian ada tiga kenyataan dasar dalam eksistensi manusia, yaitu keterbukaan, 
kesatuan struktural dalam dunia dan kesatuan struktural dengan sesama masyarakat. 
Rumah dalam kehidupan manusia bukan hanya sekedar benda yang selanjutnya 
cenderung untuk dilihat sebagai sarana hidup, tetapi lebih merupakan proses bermukim/
hunian (woning), yaitu kehadiran aktif manusia. Kehadiran ini adalah menciptakan ruang 
hidup dalam lingkungan sekitarnya dengan mengstrukturasinya menjadi dunia yang 
manusiawi. Dasar dari konteks pemikiran tersebut , rumah tidak dapat dipisahkan dari dunia. 
Manusia-rumah-dunia merupakan tahapan yang harus dilalui menuju kepada pemenuhan 
eksistensi manusia. 
Dengan demikian, fungsi rumah dalam kehidupan manusia,menunjukkan tempat 
tinggal;	orang	yang	bermukim	berarti	tinggal	di	suatu	tempat.	Secara	fisik	orang	dikatakan	
bertempat tinggal/bermukim, apabila ia telah menemukan lingkungan alamnya yang 
cocok baginya serta sarana peralatan yang ia butuhkan untuk bertempat tinggal.  Dengan 
perkataan lain perumahan dan permukiman adalah tempat manusia hidup dan berkehidupan. 
Oleh karenanya maka suatu perumahan dan permukiman terdiri atas the content (isi) yaitu 
manusia dan the container	 (tempat	 fisik	manusia	 tinggal	 yang	meliputi	 elemen	 alam	 dan	
buatan manusia).
Konseptualisasi Hak Asasi Manusia di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Sebagai kovenan yang memberi substansi dan efek dari DUHAM, hak-hak dan batasan-
batasan yang ada dalam Konvensi Ekosob diformulasi secara lebih terinci. Disamping itu, 
hak-hak	ekonomi	sosial	budaya	juga	dijamin	dalam	konvensi	HAM	yang	lebih	spesifik	seperti	
Konvensi HAK Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW), dan konvensi-kovensi ILO serta instrumen HAM regional seperti ’Social Charter’ 
Eropa. Instrumen-instrumen hak asasi manusia yang mengambil semangatnya dari DUHAM 
ini dapat menjadi jurisprudence yang kuat untuk interpertasi dan implementasi dari hak-hak 
tersebut.
Secara internasional, perjanjian internasional adalah instrumen perlindungan sekaligus 
sumber hukum hak asasi manusia yang utama. Sistem perlindungan hak asasi manusia melalui 
perjanjian-perjanjian internasional yang tumbuh pesat sejak PD II bukan sebuah kebetulan. 
Akan tetapi merupakan reaksi wajar atas kekejaman yang terjadi pada saat itu sehingga ada 
kehendak kuat untuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran hak asasi yang sama. 
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Sistem ini didasarkan pada pengakuan bahwa setiap umat manusia, terlepas dari negara ia 
berasal, memiliki hak-hak dasar semata-mata karena dia adalah manusia.  Memang baik 
secara teoritis maupun praktis, kontribusi perjanjian-perjanjian internasional perlindungan 
hak asasi manusia sangat besar.  Di dalamnya terumus norma-norma hak asasi manusia yang 
menjadi	standar	universal.		Melalui	ratifikasi	perjanjian	internasional	terbuka	proses	integrasi	
norma-norma hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional.
Paradigma Kemiskinan
Kemiskinan tidak semata-mata dibatasi pada masalah pendapatan dan konsumsi, 
tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kerentanan terhadap goncangan, 
partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Kaum 
liberal memandang bahwa manusia sebagai manusia yang baik tetapi sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan, dimana budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational 
adaptation pada lingkungan yang penuh diskriminasi dan peluang sempit.3 Bila kondisi 
social ekonomi diperbaiki dengan menghilangkan diskriminasi dan memberikan peluang 
yang sama, maka “budaya kemiskinan” segera dapat ditinggalkan. Jadi orang miskin tidak 
berbeda dengan orang kaya, mereka hanya mempunyai posisi yang tidak menguntungkan.
Kemiskinan	dapat	didefinisikan	 sebagai	kondisi	dimana	 seseorang	atau	 sekelompok	
orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan 
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Sajogyo4, mengartikan kemiskinan tidak 
sebatas hanya dicerminkan oleh rendahnya tingkat pendapatan dan pengeluaran. Sajogyo 
memandang kemiskinan secara lebih kompleks dan mendalam dengan ukuran delapan jalur 
pemerataan yaitu rendahnya peluang berusaha dan bekerja, tingkat pemenuhan pangan, 
sandang dan perumahan, tingkat pendidikan dan kesehatan, kesenjangan desa dan kota, 
peran serta masyarakat, pemerataan, kesamaan dan kepastian hukum dan pola keterkaitan 
dari beberapa jalur tersebut.
Konsep Keamanan Bermukim (Security of Tenure)
Merujuk kamus bahasa Inggris, istilah tenure atau tenureship memiliki arti yang sama 
dengan occupancy, habitation dan use. Dengan demikian istilah tenure dapat diartikan 
sebagai, penghunian, pemukiman (bermukim) dan penggunaan. Dalam konteks tempat 
tinggal dan lingkungannya, maka peneliti lebih memilih makna tenure sebagai bermukim 
atau habitasi. 
Di dalam praktik pemukiman di tanah air, bermukim tidak berarti tunggal sebagai 
memiliki (dibuktikan surat hak), namun kita mengenal beragam bentuk bermukim seperti 
3  Rachmat J, Sufisme dan Kemiskinan dalam Sekitar Kemiskinan dan Keadilan: Dari Cendekiawan kita 
tentang Islam, UI-Press, Jakarta, 1999, hlm.6
4  Sajogyo. 1988. Masalah Kemiskinan di Indonesia. Antara Teori dan Praktek. Mimbar Sosek Jurnal 
Sosial Ekonomi Pertanian. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian IPB. Bogor.
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milik, kontrak, sewa, pinjam, maupun menumpang, dsb. Sedangkan istilah security berarti 
keamanan, namun tidak persis sama dengan defense yang berarti keamanan dari serangan 
musuh atau dari kejahatan kriminal. Security bermakna sama pula dengan protection yang 
berarti perlindungan atau jaminan. Dengan demikian istilah secure tenure dapat kita artikan 
sebagai keamanan (jaminan, kepastian) bermukim. Makna keamanan karena mengandung 
pengertian perlindungan (terhadap proses perumahan informal dari pemalakan, intimidasi 
dan penggusuran). 
Kaitannya dengan perumahan dan pemukiman, maka istilah keamanan bermukim 
dapat diartikan sebagai:  
a. Adanya jaminan akan akses yang luas bagi setiap keluarga untuk bisa memperoleh 
tempat tinggal yang layak secara terjangkau melalui system penyediaan tempat tinggal 
(perumahan dan permukiman) yang berkeadilan.
b. Adanya jaminan bagi setiap keluarga atau perorangan untuk mendapatkan  proses 
pemberdayaan dan akses ke sumber-sumber daya perumahan dan permukiman dalam 
upaya memperoleh tempat tinggal yang layak dan terjangkau, dan 
c. Adanya keamanan (perlindungan) bagi setiap keluarga atau perorangan untuk secara 
sementara mempertahankan tempat tinggal yang dimilikinya meskipun belum 
memenuhi standar layak, sementara proses penyediaan di poin pertama dan kedua 
berlangsung.
Dalam suatu diskusi mengenai penanganan pemukiman kumuh yang diadakan oleh 
Bappenas tahun 2006 muncul pemahaman yang beragam dari beberapa pihak tentang 
istilah keamanan bermukim. Secara sederhana, istilah keamanan bermukim (secure tenure) 
dimaknai sebagai mengijinkan penghuni permukiman kumuh dan informal (liar) seperti di 
bantaran sungai, bantaran rel kereta api, dsb untuk tetap tinggal di kawasan terlarang tersebut. 
Ada pula yang mengartikannya memberikan hak milik rumah dan tanah bagi para penghuni 
permukiman informal (liar).  Jika dihadapkan dengan penggusuran (yang diklaim pemerintah 
sebagai penertiban), maka istilah keamanan bermukim diartikan menolak penertiban atau 
membiarkan kondisi permukiman informal tidak tertib. Pemaknaan sederhana yang kurang 
tepat seperti ini menimbulkan resistensi untuk menerima prinsip keamanan bermukim secara 
luas, terutama di kalangan pemerintah.
Implikasi Kebijakan Pengaturan Perumahan dan Hak Asasi Manusia 
a. Perkembangan pengaturan perumahan di Indonesia
Tolak ukur, kebijakan dan pengaturan di sektor perumahan dipraktekkan di Indonesia 
merupakan dasar untuk mengukur apakah pemenuhan terhadap HAM, masyarakat miskin 
sudah terwujud. Kebijakan pengaturan dan pembangunan sejak jaman Belanda sampai 
sekarang ini.  
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Sejak zaman penjajahan Belanda, model kebijakan pembangunan perumahan hanya 
terfokus pada masyarakat kelas menengah khususnya para pejabat dan antarnegara. Dalam 
melaksanakan pembangunan perumahan sampai kini, kecenderungan dan perhatian sebagian 
besar pemerintah kota umumnya condong pada perumahan pola formal dari pada yang 
diusahakan masyarakat sendiri, kecuali Surabaya yang masih terus melaksanakan program 
perbaikan kampung (KIP) dalam banyak ragam.  
Sistem pengadaan perumahan kota sampai perang dunia II, dapat dibagai dalam tiga 
pola. Pertama, perumahan yang dibangun oleh swasta; bermutu baik, mahal dan diperuntukkan 
bagi penduduk berpenghasilan menengah ke atas, utamanya bagi orang Eropa dan Timur-
asing. Sebagian dijual untuk dimiliki, sedang sisanya disewakan; besar sewa diatur oleh 
pemerintah. Karena bentuk dasarnya sama dan mencolok, rumah-rumah ini mudah dikenal. 
Pola kedua adalah yang pengadaan untuk dipakai sendiri; baik pribadi maupun oleh sebuah 
badan usaha. Termasuk di dalam pola ini adalah perumahan dinas untuk pegawai negeri 
maupun perusahaan swasta. Pola ini dianjurkan pemerintah untuk meringankan kekurangan 
rumah yang ada tiap tahun. Bentuk dari perumahan pola ini lebih bervariasi. Ketiga adalah 
pola perumahan di kampung dan jumlahnya mencapai dua pertiga rumah yang ada ditinjau 
dari jumlah penghuninya. Umumnya perumahan ini dibangun penghuninya sendiri, menurut 
pola dan bentuk yang berkembang secara inkrimental, oleh karenanya selalu berubah secara 
dinamis. 
b. Implikasi kebijakan terhadap masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah
Aspek yang penting dalam penegakan HAM masyarakat miskin di sektor perumahan 
yaitu pemenuhan kebutuhan terutama rumah yang layak. Dari hasil penelitian penulis 
menunjukkan bahwa implikasi kebijakan negara belum berorientasi pada pemenuhan hak 
masyarakat miskin tetapi hanya berorientasi pada pemenuhan program pembangunan 
perumahan. Dengan keadaan tersebut, hak-hak masyarakat miskin di bidang perumahan 
sebagai kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi dalam berbagai kebijakan pemerintah 
di bidang perumahan. 
Seharusnya dalam pemenuhan hak terutama bagi masyarakat miskin, setiap kebijakan 
atau pengaturan harus didasarkan pada “analisis kebutuhan”.5 Analisis kebutuhan masyarakat 
miskin sangat penting untuk dikedepankan demi pemenuhan HAM. Pada kenyataannya 
seusai hasil penelitian penulis, analisis kebutuhan yang dikedepankan pemerintah bukan 
5  Hasil penelitian penulis di Manado, Makassar, Kebijakan pembangunan perumahan belum didasarkan 
pada analisis kebutuhan masyarakat miskin, tetapi didasarkan pada kebutuhan pasar terutama ketika 
penyelenggaraan	 pembangunan	 perumahan	 diserahkan	 kepada	 developer	 yang	 hanya	 berorientasi	 profit	
yaitu keuntungan. Kepemilikan perumahan baik RS, RSS, maupun RSH umumnya dimiliki oleh masyarakat 
yang berpenghasilan rendah tetap seperti PNS yang telah memiliki rumah tetap di kota atau di tempat lain. 
Kebanyakan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi persyaratan dan tidak mampu membayar sesuai harga 
yang ditawarkan. Hal ini dibuktikan penulis dalam penelitian di Kota Manado, Makassar khususnya di beberapa 
perumahan. Sumber : Hasil Penelitian Disertasi, 2010.  
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analisis kebutuhan masyarakat miskin tetapi analisis “kebutuhan pasar”. Tahapan yang harus 
ditempuh dalam pembangunan perumahan didasarkan kepada analisis terhadap kebutuhan 
perumahan	dan	demografi	yang	ada	yang	kemudian	dituangkan	dalam	kebijakan	perumahan	
dan instrumen penerapannya agar sesuai sasaran; namun ternyata terdapat perbedaan yang 
sangat jelas antara tatanan ideal dan kenyataan pembangunan perumahan di Indonesia. 
c. Implementasi pengaturan perumahan dan pemukiman terhadap HAM
Perumahan merupakan hak dasar dari setiap orang khususnya warga negara Indonesia 
yang harus dipenuhi oleh negara. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mempunyai 
hunian yang memadai, membuktikan bahwa pemenuhan hak dasar yang terkait dengan hak 
hidup dan menikmati perumahan yang sehat dan layak.  
Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu hak dasar manusia akan terus ada dan 
berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Perbaikan mutu perumahan yang 
diwujudkan melalui pembangunan nasional harus ditujukan untuk meningkatkan mutu 
kehidupan. Perbaikan tersebut bukan saja dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga kualitatif 
dengan memungkinkan terselenggaranya perumahan yang sesuai dengan hakekat dan 
fungsinya.
d. Pengaruh budaya terhadap kepemilikan rumah
Salah satu tantangan dalam pemenuhan HAM di bidang perumahan yaitu budaya 
seperti budaya orang miskin yang suka tinggal di emperan toko, pinggiran jalan-jalan, 
kolong jembatan, dan lain-lain. Untuk merubah budaya yang sudah berpuluh-puluh tahun 
ini tidak mudah, apalagi masyarakat miskin pada umumnya selalu menginginkan tempat 
tinggal gratis dan tidak terbiasa tinggal di rumah yang teratur. Budaya bermukim seperti 
ini merupakan tantangan dari pemerintah dalam pemenuhan HAM. Untuk itu pemerintah 
seharusnya lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pola hunian 
dalam lingkungan yang baik dan sehat. Memberikan penyuluhan tentang hunian yang baik 
dan sehat merupakan salah satu kewajiban negara yang harus dijalankan. Kewajiban negara 
sudah dilaksanakan walaupun perlu ditingkatkan lagi supaya kesadaran untuk merubah 
budaya hunian yang layak dan sehat akan tumbuh dengan sendirinya.
e. Tuntutan terhadap tanggung jawab negara di bidang perumahan masyarakat miskin dan 
berpenghasilan rendah
Mengkaji tanggung jawab negara dalam perspektif hukum, maka tidak lepas dari 
pengkajian yang berkaitan dengan tuntutan terhadap negara yang mengabaikan tanggung 
jawab. Tanggung jawab dalam perspektif hukum perdata disebut liability (tanggung 
gugat). Sedangkan dalam perspektif hukum pidana disebut responsibility (tanggungjawab 
pidana). Sedangkan dalam perspektif hukum administrsai negara dikenal dengan istilah 
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accountability (tanggung jawab administrsai). Negara yang mengabaikan tanggung jawab 
dalam pemenuhan hak masyarakat miskin, bisa dituntut dari sisi perdata terkait dengan 
tuntutan ganti rugi, pidana berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan tuntutan dari 
segi administrasi terkait dengan kesalahan prosedural. 
Terwujudnya pemenuhan HAM sangat tergantung pada dilaksanakannya tanggung 
jawab hukum Justiciable. Wujud daripada tanggung jawab hukum yaitu pelaksanaan proses 
penuntutan terhadap negara baik tuntutan perdata, pidana, dan administrasi oleh masyarakat 
miskin yang dirugikan. Sebagai temuan dalam penelitian ini yaitu mengenai konsep 
implikasi hukum dalam pemenuhan HAM dan penegakan hukum di bidang perumahan yang 
dijabarkan pada Gambar 1, sebagai berikut:
Gambar 1. Implikasi hukum dalam penegakan dan pemenuhan HAM atas perumahan
f. Tuntutan dan pertanggungjawaban masyarakat
Untuk menopang pertanggungjawaban pemerintah, maka aspek yang penting dalam 
pemenuhan HAM masyarakat miskin yaitu pertanggungjawaban masyarakat. Masyarakat di 
sini juga termasuk masyarakat lokal yang ada di sekitar proyek perumahan turut bertanggung 
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jawab. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 
masyarakat umum mempunyai hak dan tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang 
bersih dan sehat karena terkait juga dengan masalah tanggung jawab di bidang perumahan.
Pentingnya tanggung jawab masyarakat agar supaya terwujud ”justitiable” dalam 
bentuk pengaturan pemenuhan dan pemeliharaan. Dengan demikian akan terjadi kesimbangan 
dalam sistem penegakan HAM di sektor perumahan yang dijabarkan pada Gambar 2 berikut 
ini:
Gambar 2. Sistem penegakan HAM di sektor perumahan
g. Mekanisme penuntutan pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban negara, menurut hukum internasional, hanya timbul karena 
pelanggaran hukum internasional. Pertanggungjawaban itu akan tetap timbul meskipun 
menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan tersebut tidak melanggar 
hukum. Dengan  kata lain, suatu negara tidak dapat menjadikan hukum nasionalnya 
sebagai alasan untuk menghindari pertanggung-jawaban yang telah ditetapkan oleh hukum 
internasional, pertanggung jawaban negara hanya dapat ditolak dengan alasan keadaan 
darurat.
Adapun mekanisme pertanggungjawaban negara harus dibedakan antara 
pertanggungjawaban negara dalam hal ini secara keseluruhan atau pertanggungjawaban 
pejabat negara. Tindakan yang dapat dilimpahkan kepada negara  adalah:
1. Tindakan organ negara dalam kapasitas resminya;
2. Tindakan kesatuan ‘entity’ daerah yang ada dalam negara, atau tindakan kesatuan di 
luar struktur formal pemerintah pusat atau pemerintah daerah, tetapi dikuasakan secara 
sah untuk melaksanakan unsur -unsur kekuasaan pemerintah;
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3. Tindakan perorangan atau kelompok yang bertindak atas nama negara atau dalam 
kenyataannya melaksanakan unsur kekuasaan pemerintah dalam keadaan ketiadaan 
penguasa	resmi	dan	dalam	situasi	yang	membenarkan	aktifitas	tersebut.	
Berdasarkan mekanisme di atas, maka penulis akan mencoba menjelaskan mekanisme 
penuntutan pertanggungjawaban negara dalam proses yang dibuat dalam Gambar 3 berikut 
ini: 
Gambar 3. Mekanisme penuntutan pertanggungjawaban negara
Tercapainya	efektifitas	dan	mekanisme	memang	harus	selalu	dilihat	kebijakan	yang	
diambil oleh negara baik entitas maupun perorangan harus selalu dipilah dan dibedakan. 
Hal ini untuk mempermudah proses penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan 
pertanggungjawaban negara terkait dengan pelanggaran HAM dalam aspek hak-hak 
masyarakat miskin.
Umumnya para ahli hukum masih berpendapat pertanggungjawaban negara adalah 
aspek pelanggaran hukum semata-mata (hukum internasional) tetapi dalam perkembangannya 
negara juga harus membuka diri untuk tuntutan perdata, pidana, dan administrasi khususnya 
bagi organ yang diberikan kewenangan bertindak atas nama negara dalam melakukan 
perbuatan yang merugikan masyarakat miskin.
PENUTUP
Kesimpulan
1. Tanggung jawab negara dalam perumahan dan pemukiman sesuai dengan konteks HAM 
harus terlihat dalam aspek-aspek ketersediaan, keterjangkauan dan keberkelanjutan. 
Ketiga aspek tersebut merupakan prinsip terpenuhinya hak-hak masyarakat miskin 
dalam perumahan dan pemukiman dalam perspektif HAM. Ketersediaan menyangkut 
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pemenuhan hak untuk menikmati dan memiliki perumahan, keterjangkauan menyangkut 
pemerataan dalam kepemilikan perumahan dan pemukiman khususnya bagi masyarakat 
miskin dan keberkelanjutan menyangkut lingkungan yang sehat yang menjamin 
kesehatan generasi sekarang yang tinggal di kompleks perumahan turun temurun.
2. Implementasi pengaturan hukum terhadap tanggung jawab negara memang sudah diatur 
mulai dari konstitusi dan berbagai aturan di bidang perumahan. Tetapi pada tataran 
implementasi masih sulit terutama terkait dengan konsistensi pengaturan pemerintah 
untuk pemenuhan hak masyarakat  miskin dalam memiliki perumahan yang layak. 
Pengaruh pada implementasi karena sinkronisasi pengaturan bukan terfokus pada 
pemenuhan hak tetapi pada pengadaan proyek pembangunan perumahan , pemukiman 
untuk kepentingan bisnis semata-mata. 
3. Implikasi kebijakan negara dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin 
masih berbenturan dengan kendala-kendala seperti kebijakan yang terlalu berorientasi 
pasar dan begitu juga kendala ketersediaan lahan dan kendala-kendala berupa kebijakan 
perumahan yang belum berorientasi pemerataan khususnya hak dari masyarakat miskin 
untuk memperoleh perumahan yang layak huni baik perumahan RS maupun RSS. Untuk 
itu perlu diubah dan disinkronisasi pengaturan kebijakan perumahan dengan pemenuhan 
hak	ekosob	melalui	Konvensi-Konvensi	HAM	Ekosob	yang	sudah	diratifikasi.	
Saran
1. Komitmen pemerintah harus dipertegas dengan pembuatan peraturan pemerintah tentang 
pemenuhan hak masyarakat miskin terhadap kebijakan pusat maupun daerah.
2. Pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang penyelenggaraan 
pembangunan perumahan bagi masyarakat miskin dan jaminan keamanan bermukim 
sebagai upaya pemenuhan HAM di bidang perumahan, Penetapan komisi pengawas 
kebijakan pembangunan perumahan khususnya perumahan sederhana RS, RSS, RSH, 
dan Pengawasan perlu diberlakukan terutama berkaitan dengan property kepemilikan, 
kelayakan, terutama bagi masyarakat miskin. Komisi ini bertugas memantau, mengawasi 
setiap kegiatan perumahan demi terwujudnya pemenuhan hak-hak masyarakat miskin 
atas perumahan yang layak huni.
3. Perlunya Ketentuan tentang pedoman peyelenggaraan pembangunan perumahan yang 
berbasis hak asasi manusia mulai dari tingkat Kementrian, Pemerintah Propinsi, Dinas 
Perumahan dan Permukiman pembangunan dan untuk tercipta sinergitas panduan 
tersebut haruslah diterapkan oleh mitra pemerintah seperti REI, APERSSI dan Organisasi 
Profesi. 
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INTRODUCTION
The	history	of	the	International	Court	establishment	was	initialized	and	started	by	the	first	
Peace Conference of Den-Haag in 1899 and it was followed by the second Peace Conference 
of Den-Haag in 1907.1 Those two conferences resulted several international conventions 
which were crucial to the establishment of international law especially related to war crimes. 
Moreover, they also aimed to establish the Permanent International Arbitration Court. After 
set up the Permanent International Arbitration Court, the establishment of the Permanent 
International Court in 1920 was succeeded under the authority of the League of Nations or 
Liga Bangsa-Bangsa.	Both	establishments	of	the	international	courts	were	the	first	step	to	
realize court’s authority or power as one of the essential functions in law communities. 
In fact, Versailles Treaty in 1919 which was successful to end the World War I was 
not successfully enough to implement its regulation in article 227. It designed and formed 
the prosecution and the penalty of the perpetrators of war crimes. In 1927, the League of 
Nations had opened new era in the history of the international criminal law by determining 
that war of aggression was an international crime. The statement became the baseline of the 
1 Mochtar Kusumaatmadja,  stated  that the important things to be noted form Den-Haag peace treaty 
1907 are: 1. establishing a treaty to enforce the prevention of actions against war to achieve national goal called 
Briand-Kellog Pact in Paris 1928, and 2. establishing League of Nations or Liga Bangsa-Bangsa in Versailles 
Treaty after the world war I, and United Nations after the world war II. Pengantar Hukum Internasional, Book 
I-Introduction, Bina Cipta Bandung, 1976, page 38 
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codification	arrangement	in	the	international	criminal	law.	
 Some precedents in international criminal law can be found in the time before the First 
World War. However, it was only after the war that a truly international criminal tribunal 
was envisaged to try perpetrators of crimes committed in this period. Thus, the Treaty of 
Versailles stated that an international tribunal was to be set up to try Kaiser Wilhem II of 
Germany. In the event however, the Kaiser was granted asylum in the Netherlands.
The World War II had emerged new crimes which violated the treaties agreed and 
signed by the members of the League of Nations. Based on the bad experiences resulted from 
wars in the past, the international community through the United Nations absolutely agreed 
to determine the war crimes as a crime which threatened, disadvantaged, and destroyed the 
life order of the international societies. The elements of crimes were aggressions, crimes 
against peace, war crimes, genocide, and crimes against humanity. Those crimes had actually 
happened and existed in the international community. They also created disaster for mankind. 
Therefore, several regulations were made as stated in some documents such as (1) Draft 
Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, (2) Nuremberg Tribunal Charter, 
(3) Tokyo Tribunal Charter, (4) Statute of Ad-Hoc Criminal Court in the Former Yugoslavia, 
and Rwanda, and (5) Rome Statute of the Permanent International Criminal Court. 
After the Second World War, the Allied powers set up an international tribunal to try 
not only war crimes, but crimes against humanity committed under the Nazi regime. The 
Nuremberg	Tribunal	held	its	first	session	on	20	November	1945		and	pronounced	judgments	
on 30 September / 1 October 1946. A similar tribunal was established for Japanese war 
crimes (The International Military Tribunal for the Far East). It operated from 1946 to 1948.
However, the World War II also ended the existence of the Permanent International 
Court established by the United Nations. Somehow, this institution had contributed great 
role to the international community. After the World War II, the practices of the Permanent 
International Court was taken and replaced by the International Court, 2 which was established 
under	the	authority	of	the	United	Nations	in	1945.	In	the	first	operation	of	the	International	
Court, many people also the international community as a whole expected that it could adapt 
the conditions of post-World War II. It was also hoped not to repeat the same failure as done 
by the League of Nations together with its jurisdiction institution in which at that time the 
United States of America and Uni Soviet (Russia) were not the members of this court statute. 
In addition, there were many parties who wanted other nations except western countries to 
2 The League of Nations created in 1920 the Permanent Court of International Justice (PCIJ). This provision 
of the Statute of the PCIJ, whose activity came to an end on account of world war II, has been reproduced in 
the Statute of the International Court of Justice (ICJ) adopted as an integral part of the UN Charter in 1945 the 
principal judicial organ, one of the six principal organs. Isaac Paenson, “Manual of the Terminology of Public 
International Law (Law of Peace) and of International Organizations”, Kluwer Law and Taxation Publisher, 
Deventer, The Netherlands, 1983, page 590-592.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
175
join and give contributions to this institution. It was realized when there were more countries 
joined the United Nations to become its members. This International Institution has a duty 
to solve disputes among states. It also has a role to give suggestions related to the issues of 
the international law to the Security Council of the United Nations. One of the issues is the 
dispute of state’s border.3
In the early 1990’s, there were great concerns of people towards the war crimes and 
genocide which were against humanity as happened in the former Yugoslavia and Rwanda. 
Many people became the victims of those crimes. Because the International Court only 
handled the disputes between one state and another state, the international community needed 
a certain forum to judge individually a person who committed crime.4 
After the beginning of the war in Bosnia, the United Nations Security Council 
established the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) in 1993 
and, after the genocide in Rwanda, the International Criminal Tribunal for Rwanda in 1994. 
The International Law Commission had commenced preparatory work for the establishment 
of a permanent International Criminal Court in 1993; in 1998, at a Diplomatic Conference 
in	Rome,	the	Rome	Statute	establishing	the	ICC	was	signed.	The	ICC	issued	its	first	arrest	
warrants in 2005.
An individual was recognized as one of the international law objects besides state 
entity, and other entities except state. The recognition of the individuals implied that they had 
rights and responsibilities in the international law. Consequently, they can bring a lawsuit 
to the court if they are the victim of certain crimes covered in the international judicial 
institution. On the other hand, they were also directly responsible for the action against the 
international law that had been done. A crime which involves the international community 
committed by the individuals can be categorized as the International Crime. They might be 
prosecuted for the Individual Criminal Responsibility. Based on those reasons, a state should 
take steps as its national legislation or cooperate with other states to prosecute and punish 
the criminals.5
There is a principal difference between Nuremberg and Tokyo Trials and International 
Ad Hoc Court in the former Yugoslavia and Rwanda if we examine it closely and thoroughly. 
3 The cases of Sipadan and Ligitan islands. Case Concerning Sovereignity Over Pulau Ligitan and Pulau 
Sipadan (ICJ Report). 17 December 2002.
4  Based on the draft of the International Criminal Court Statute through the special committee of the 
United Nation 1951 article 25 stated that “…this draft excludes jurisdiction of the proposed court over stated 
by providing that the court shall be competent to judge nature person only….” Otto Triffterer, Prosecution of 
State Crimes of State, International Criminal Law, Vol.III (enforcement), New York, 1987, page 101
5 Bassiouni stated, “System is predicted on the assumption by each state party to an international criminal 
law convention to enforce its provision under its national criminal law and to cooperate in the prosecution and 
punishment of such offenders.” Then it was said  “This system is predicted on the maximum of Hugo Grotius” 
aut dedere aut punire, and it was changed by Bassiouni as “aut dedere aut judicare”. M.Cherif Bassiouni, 
International Criminal Law¸Vol I (Crimes) Part I, New York, 1986, page 3
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It was found that the Nuremberg and Tokyo Tribunal were established by the winner countries 
of the World War II such as the United States of America, England, France, and Russia. On 
the other side, the International Ad Hoc Court in the former Yugoslavia and Rwanda were 
established not by the winner parties of the war but by a court or a tribunal but it was formed 
by the international community base on the mandatory of the Security Council of the United 
Nations through the Security Council Resolution no. 827/ 1993 for the former Yugoslavia 
and no.955/ 1994 for Rwanda.6     
Accepting Rome Statute of the International Criminal Court on 17 July 19987 
means accepting a determining and great potency in the international relationship of the 
international	 community	 as	 a	 whole.	 Kofi	Annan8, the Secretary General of the United 
Nations and the Functionary of Rome Diplomatic Conference, praised the steps taken by 
the states’ governments, politicians, media commentators, international Non-Governmental 
Organization, and academicians in the entire world for supporting the Rome Diplomatic 
Conference. 
The establishment of the International Criminal Court was the international community’s 
reactions towards the needs of permanent institution which investigated, prosecuted, and 
judged the individuals committing the most despicable crime or other international crimes 
such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. Those individuals could not be 
free	or	being	impunity	just	because	of	a	reason	that	they	were	an	official	government	officer	
or a leader so that they have no responsibilities upon their people or staffs. It is as stated in 
article 1 of Rome Statute 1998:
“An International Criminal Court (The Court) is hereby established. It shall be a 
permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons 
for the most serious crimes of international concerns as referred to in this Statute, and 
shall be complementary to national criminal jurisdiction…”  
Based on the article above, the jurisdiction of the courts is addressed to the individuals 
and it is a complementary to the national criminal jurisdiction. This International Criminal 
6 Resolutions: the international tribunal for the prosecution of persons responsible for serious violations 
of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 was violations 
by Security Council resolutions 827 of May 25, 1993. The tribunal for the prosecution of persons responsible 
for genocide and other serious violations of international humanitarian law committed in territory of Rwanda 
and Rwanda citizen responsible for genocide violations committed in the territory of Neighboring states, 
resolution 995, 1994, between 1 January 1994 and 31 December 1994.   
7 Rome Statute of the International Criminal Court UN. Doc. A/Conf. 183/9. The ICC was the international; 
court established based on the  international treaty called Rome Statute
8 The effects of the Rome Statute in further the international community’s intention to address impunity 
for the most serious crimes will be considerable. Above all, the court will encourage states to investigate 
and prosecute those crimes. By addressing impunity a providing a fair, neutral forum for prosecutors, the 
court will contribute to easing international tensions and promote peace and security, both domestically and 
internationally in a number of ways. Bruce Broom Hall, The International Criminal Court: A checklist-for 
National Implementation. Romli Atmasasmita, 2000, Appendix 3
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Court is in Den Haag, Netherland.9 It was expected to reduce the international  crimes in the 
present and in the future.
The exercises of the International Criminal Court were not completely accepted 
even	 after	 its	 ratification.	The	 initial	 process	 of	 the	 ratification	was	 easily	 and	 smoothly	
accomplished. However, it faced an obstacle when the United States of America, a super 
power state in the world today, objected with the existence and exercise of this permanent 
court.1010 US did not want to submit its authority to this jurisdiction court. Either US Army or 
US Army for Peace should not be controlled under this institution. However, it could not stop 
the	struggle	of	states	to	continue	the	ratification	process	of	Rome	Statute.	Moreover,	after	the	
60th	acceptance	of	the	ratification,	the	International	Criminal	Court	would	operate	in	former	
Alexander camp behind the sand hills of Scheveningen, a coastal area in Den Haag.1111   
There were some important issues which had been developed and emerged different 
point of views among the members about the establishment process of Rome Statute of 
the	International	Criminal	Court.	The	 issues	were	definition	and	elements	of	 international	
crime, judicial independence, complementary principle, criminal jurisdiction, crimes within 
the jurisdiction of the court, the principles of individual criminal responsibility, legality 
principle, ne bis in idem, non-retroactive principle, relationship of the court with states and 
United Nations, organs of the court, and procedural matter or code of the court. Although 
there were many debates and differences among the members relating to the establishment 
of the court, the prospect was still good. It was known from the fact that there were many 
international communities supporting the establishment of ICC including NGO. 
DISCUSSION AND ANALYSIS
International Criminal Law
The framework of international human rights law is primarily based on States being 
legally obliged to protect human rights within their territory. If violation of human rights 
occurs then the State is responsible. However, in some instances, individuals are directly 
responsible for violations of human rights. This occurs in the area of international (criminal) 
law, for which there is usually universal jurisdiction.      
 After World War II, trials for war crimes were a conspicuous feature of the immediate 
postwar world. In Europe, the Nuremberg Tribunal was only the most famous of many trials. 
9 Rome Statute article 3 (1), It is also important to notice that Netherland is an important state for the 
international law which was the host of international court, the international criminal court for Yugoslavia and 
the International Arbitration Court. In the world eyes, Den Haag symbolizes peace, justice, and security. With 
the	establishment	of	this	international	criminal	court	in	this	city,	it	becomes	more	significant	city	in	the	world.	
Boutros-Boutros Ghali, the former secretary general of the UN named it as the world’s juridical capital city. It 
was	the	confirmation	of	its	existence	for	more	than	100	years.	Holland	Horizon	No.3,	September	2002,	page	10	
10 Rome Statute 1998, Entry into force 1 July 2002
11 Holland Horizon, Op.Cit, page 14
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In	the	Pacific	as	well,	the	Tokyo	trial	was	only	one	of	many.	But	what	precisely	were	crimes	
against peace and crimes against humanity. Prior to 1945, Allied proclamations had called for 
the punishment of war criminals, when, “war criminals” presumably referred to men guilty 
of conventional war crimes, those deeds covered under the various conventions signed at 
The Hague and in Geneva. In 1945, however, war crimes took on a new meaning. According 
meeting in London in 1945 to draw up a charter for the Nuremberg Tribunal, the Big Four 
decided that the leaders of Nazi Germany would be tried not only for conventional war 
crimes, but also for two new crimes, that crimes against peace and crimes against humanity. 
Problems of international law was a major problem of the Nuremberg and Tokyo 
trials, for one thing, there was no precedent for the establishment of an international military 
tribunal.	Nuremberg	was	the	first	international	criminal	assizes	in	history.	Two	categories	of	
crimes  had uncertain status in international law, with regard the responsibility of individual 
before international law. As Nuremberg and Tokyo Charter of the tribunal asserted, neither 
the	official	position,	at	any	time,	of	an	accused,	nor	the	fact	that	an	accused	acted	pursuant	
to	order	of	his	government	or	of	a	superior	shall,	of	itself,	be	sufficient	to	free	such	accused	
from responsibility for any crime with which he is charged. It is easy to see why the Allies 
wished to establish individual responsibility for acts of government. Only by doing so could 
they hope to prosecute the wartime leaders of Germany and Japan.
The Yugoslav tragedy and the genocide  committed in Rwanda, pose very serious 
questions to the international community. Stimulated by public opinion which is becoming 
increasingly scandalized and indignant at the apparently immunity from prosecution of the 
perpetrators of crimes committed in former Yugoslavia, the members of the U.N. Security 
Council have taken a major initiative in setting up an international criminal tribunal to try 
war crimes committed in the territory of former Yugoslavia and Rwanda.
On May 25, 1993, The Security Council, through resolution 827, voted unanimously 
to set up an international criminal court for the “ prosecutions of persons responsible for 
serious violations of international humanitarian law “ committed in the territory of the former 
Yugoslavia since 1991, the year war broke out. The objectives behind the creation of the 
International Tribunal for the Former Yugoslavia were to restore peace to the region, to put 
an end to such crimes, and to bring the perpetrators to justice. 
Other acting through the Security  Council, the International Tribunal for the Prosecution 
of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations  of International 
Humanitarian Law Committed in Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible 
for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of  Neighbouring States, 
between 1 January 1994 and 31 December 1994. This Tribunal shall have the power to 
prosecute persons responsible for serious violations of International Humanitarian Law and 
178
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
179
Genocide.
Based on  two tribunal above, since the trials of Nuremberg and Tokyo, this is the 
first	 attempt	by	 the	 international	 community	 to	prosecute	 the	authors	of	 atrocious	crimes	
that shock the conscience of humankind and seem to roll back to square one the concept of 
international protection of human rights.        
On 17 July 1998, at the headquarters of the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations in Rome, 120 States voted to adopt the Rome Statute of the International 
Criminal  Court . This complex and detailed international treaty provides for the creation of 
an international criminal court with power to try and punish the most serious violations of 
human rights in cases when national justice systems fail at the task. The preamble says that 
“the International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to 
national criminal jurisdiction”.  
The Statute of the International Criminal Court entered into force on 1 July 2002 
and from that date the International Criminal Court (ICC) was in existence. The Court has 
jurisdiction over four categories of crimes; genocide, crimes against humanity, war crimes and 
aggression. In both the preamble to the Statute and in Article 5, these are variously described 
as “the most serious crimes of concern to the international community as a whole”. The 
Statute described as “unimaginable atrocities that deeply shock the conscience of humanity” 
(preamble), and “the most serious crimes of international concern” (Article 1).
The concept of international crimes has been around for centuries. They were generally 
considered to be offences whose repression compelled some international dimension. Piracy, 
for example, was committed on the high seas. This feature of the crime necessitated special 
jurisdictional rules as well as cooperation between States. Similar requirements obtained 
with	respect	to	the	slave	trade,	trafficking	in	women	and	children,	traffic	in	narcotic	drugs,	
hijacking, terrorism and money laundering. It was indeed this sort of crime that inspired 
Trinidad  and Tobago, in 1989, to reactivate the issue of an international criminal court within 
the General Assembly of the United Nations. Crimes of this type are already addressed in a 
rather sophisticated scheme of international treaties, and for this reason the drafters of the 
Rome Statute referred to them as treaty crimes.
The international crimes for which individual are directly responsible include war 
crimes,	crimes	against	humanity,	genocide,	torture,	hostage	taking	and	rape	in	armed	conflict	
and the crimes within the jurisdiction of the International Criminal Court. In these areas, 
the individual person, who is normally hidden behind the abstract entity- as the Nuremberg 
Military Tribunal called it- of the legal personality of the State, becomes clearly the subject 
of international law. During the 1990s the international community has been developing 
institutional structures to deal with these crimes. The Security Council established two 
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international tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda and a permanent International 
Criminal Court came into existence on 1 July 2002, with jurisdiction over international 
crimes.
Indonesia has human rights court based on Law.No.26 of 2000. Concerning human 
rights court provides for gross violation  of human rights which includes genocide and crimes 
against humanity. The aims of the establishment ad hoc human rights court in Indonesia as 
stipulated in Law Number 26 of 2000 to try gross human rights violations committed prior 
to the enactment of this law.            
Institutions of International Criminal Law
Today, the most important institution is the International Criminal Court (ICC), as well 
as several ad hoc tribunals: the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
and the International Criminal Tribunal for Rwanda. Apart from these institutions, some 
‘hybrid’ courts and tribunals exist - judicial bodies in which both international and national 
judges are represented. They are: a) the Special Court for Sierra Leone, (investigating the 
crimes committed the Sierra Leone Civil War; b) the Extraordinary Chambers in the Courts 
of Cambodia, (investigating the crimes of the Red Khemer era); c) the Special Tribunal for 
Lebanon,	 (investigating	 the	 assassination	of	Rafik	Hariri;	 and	d)	 the	war	 crimes	 court	 at	
Kosovo. 
The idea was revived in 1989 when A.N.R. Robinson, then Prime Minister of Trinidad 
and Tobago, proposed the creation of a permanent international court to deal with the illegal 
drug trade. While work began on a draft statute, the international community established ad 
hoc tribunals to try war crimes in the former Yugoslavia and Rwanda, further highlighting 
the need for a permanent international criminal court. 
Following years of negotiations, the General Assembly convened a conference in 
Rome	in	June	1998,	with	the	aim	of	finalising	a	treaty.	On	17	July	1998,	the	Rome	Statute	
of the International Criminal Court was adopted by a vote of 120 to 7, with 21 countries 
abstaining. The seven countries that voted against the treaty were China, Iraq, Israel, Libya, 
Qatar, the United States, and Yemen. 
The Rome Statute became a binding treaty on 11 April 2002, when the number of 
countries	that	had	ratified	it	reached	60.	The	Statute	legally	came	into	force	on	1	July	2002,	
and	 the	 ICC	 can	 only	 prosecute	 crimes	 committed	 after	 that	 date.	The	first	 bench	 of	 18	
judges was elected by an Assembly of States Parties in February 2003. They were sworn in at 
the	inaugural	session	of	the	court	on	1	March	2003.	The	court	issued	its	first	arrest	warrants	
on	8	July	2005,	and	the	first	pre-trial	hearings	were	held	in	2006.	
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a. Membership
States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court. As of October 
2009, 110 countries have joined the court, including nearly all of Europe and South America, 
and roughly half the countries in Africa. However, these countries only account for a minority 
of the world’s population. 
A	further	38	states	have	signed	but	not	ratified	the	Rome	Statute;	the	law	of	treaties	
obliges these states to refrain from “acts which would defeat the object and purpose” of the 
treaty. Three of these states — Israel, Sudan and the United States — have “unsigned” the 
Rome Statute, indicating that they no longer intend to become states parties and, as such, 
they have no legal obligations arising from their signature of the statute. 
b. Jurisdiction (Crimes within the jurisdiction of the Court)
Article 5 of the Rome Statute grants the court jurisdiction over four groups of crimes, 
which it refers to as the “most serious crimes of concern to the international community 
as a whole”: the crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of 
aggression.	The	statute	defines	each	of	these	crimes	except	for	aggression:	it	provides	that	
the court will not exercise its jurisdiction over the crime of aggression until such time as the 
states	parties	agree	on	a	definition	of	the	crime	and	set	out	the	conditions	under	which	it	may	
be prosecuted. 
Many	states	wanted	to	add	terrorism	and	drug	trafficking	to	the	list	of	crimes	covered	
by	the	Rome	Statute;	however,	the	states	were	unable	to	agree	on	a	definition	for	terrorism	
and	it	was	decided	not	to	include	drug	trafficking	as	this	might	overwhelm	the	court’s	limited	
resources. India lobbied to have the use of nuclear weapons and other weapons of mass 
destruction included as war crimes but this move was also defeated. India has expressed 
concern that “the Statute of the ICC lays down, by clear implication, that the use of weapons 
of mass destruction is not a war crime. This is an extraordinary message to send to the 
international community.” 
Some	commentators	have	argued	that	the	Rome	Statute	defines	crimes	too	broadly	or	
too	vaguely.	For	example,	China	has	argued	that	the	definition	of	‘war	crimes’	goes	beyond	
that accepted under customary international law. A Review Conference is due to take place 
in	the	first	half	of	2010.	Among	other	things,	the	conference	will	review	the	list	of	crimes	
contained	 in	Article	 5.	The	final	 resolution	 on	 adoption	 of	 the	Rome	Statute	 specifically	
recommended	that	terrorism	and	drug	trafficking	be	reconsidered	at	this	conference.	
c. Territorial jurisdiction  
During the negotiations that led to the Rome Statute, a large number of states argued 
that the court should be allowed to exercise universal jurisdiction. However, this proposal was 
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defeated due in large part to opposition from the United States. A compromise was reached, 
allowing the court to exercise jurisdiction only under the following limited circumstances:  
1. Where the person accused of committing a crime is a national of a state party (or where 
the person’s state has accepted the jurisdiction of the court);
2. Where the alleged crime was committed on the territory of a state party (or where the 
state on whose territory the crime was committed has accepted the jurisdiction of the 
court); or
3. Where a situation is referred to the court by the UN Security Council. 
d. Temporal jurisdiction
The court’s jurisdiction does not apply retroactively: it can only prosecute crimes 
committed on or after 1 July 2002 (the date on which the Rome Statute entered into force). 
Where a state becomes party to the Rome Statute after that date, the court can exercise 
jurisdiction automatically with respect to crimes committed after the statute enters into force 
for that state. The ICC’s temporary headquarters in The Hague 
e. Complementarity
The ICC is intended as a court of last resort, investigating and prosecuting only where 
national courts have failed. Article 17 of the Statute provides that a case is inadmissible if:
(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over 
it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or 
prosecution; 
(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State 
has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from 
the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute;
(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the 
complaint, and a trial by the Court is not permitted under article 20, paragraph 3;
(d) The	case	is	not	of	sufficient	gravity	to	justify	further	action	by	the	Court.”	
Article	20,	paragraph	3,	specifies	that,	if	a	person	has	already	been	tried	by	another	court,	
the ICC cannot try them again for the same conduct unless the proceedings in the other court: 
a) Were for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for 
crimes within the jurisdiction of the Court; or b) Otherwise were not conducted independently 
or impartially in accordance with the norms of due process recognized by international law 
and were conducted in a manner which, in the circumstances, was inconsistent with an intent 
to bring the person concerned to justice.” 
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f. Structure
The ICC is governed by an Assembly of States Parties. The court consists of four 
organs:	the	Presidency,	the	Judicial	Divisions,	the	Office	of	the	Prosecutor,	and	the	Registry.	
g. Headquarters, offices and detention unit
The	official	seat	of	the	court	is	in	The	Hague,	Netherlands,	but	its	proceedings	may	
take place anywhere. The court is currently housed in interim premises on the eastern edge 
of The Hague. The court intends to construct permanent premises in Alexanderkazerne, to 
the north of The Hague. 
The	ICC	also	maintains	a	liaison	office	in	New	York	and	field	offices	in	places	where	it	
conducts	its	activities.	As	of	18	October	2007,	the	court	had	field	offices	in	Kampala,Kinshasa,	
Bunia,	Abѐchѐ	and	Bangui.	
The ICC’s detention centre comprises twelve cells on the premises of the Scheveningen 
branch of the Haaglanden Penal Institution, The Hague. Suspects held by the International 
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia are held in the same prison and share some 
facilities,	 like	 the	 fitness	 room,	 but	 have	 no	 contact	with	 suspects	 held	 by	 the	 ICC.	The	
detention unit is close to the ICC’s future headquarters in Alexanderkazerne. 
As	 of	 October	 2009,	 the	 detention	 centre	 houses	 five	 suspects:	 Thomas	 Lubanga,	
Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo Chui, Jean Pierre Bemba and former Liberian President 
Charles Taylor. Taylor is being tried under the mandate and auspices of the Special Court 
for Sierra Leone, but his trial is being held at the ICC’s facilities in The Hague because of 
political and security concerns about holding the trial in Freetown. 
h. Co-operation by states not party to Rome Statute
One of the principles of international law is that a treaty does not create either obligations 
or rights for third states (pacta tertiis nec nocent nec prosunt) without their consent, and this 
is also enshrined in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties. The co-operation 
of the non-party states with the ICC is envisioned by the Rome Statute of the International 
Criminal Court to be of voluntary nature. However, even states that have not acceded to 
the Rome Statute might still be subjects to an obligation to co-operate with ICC in certain 
cases. When a case is referred to the ICC by the UN Security Council all UN member states 
are obliged to co-operate, since its decisions are binding for all of them. Also, there is an 
obligation to respect and ensure respect for international humanitarian law, which stems 
from	the	Geneva	Conventions	and	Additional	I,	which	reflects	the	absolute	nature	of	IHL.	
Although the wording of the Conventions might not be precise as to what steps have 
to be taken, it has been argued that it at least requires non-party states to make an effort not 
to block actions of ICC in response to serious violations of those Conventions. In relation 
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to co-operation in investigation and evidence gathering, it is implied from the Rome Statute 
that the consent of a non-party state is a prerequisite for ICC Prosecutor to conduct an 
investigation within its territory, and it seems that it is even more necessary for him to 
observe any reasonable conditions raised by that state, since such restrictions exist for states 
party to the Statute. 
Taking into account the experience of the ICTY (which worked with the principle of 
the primacy, instead of complementarity) in relation to co-operation, some scholars have 
expressed their pessimism as to the possibility of ICC to obtain co-operation of non-party 
states. As for the actions that ICC can take towards non-party states that do not co-operate, 
the Rome Statute stipulates that the court may inform the Assembly of States Parties or 
Security Council, when the matter was referred by it, when non-party state refuses to co-
operate after it has entered into an ad hoc arrangement or an agreement with the court. 
i. Relationship with the United Nations
The UN Security Council has referred the situation in Darfur to the ICC. Unlike the 
Interrnational Court of Justice, the ICC is legally and functionally independent from the 
United Nations. However, the Rome Statute grants certain powers to the United Nations 
Security Council. Article 13 allows the Security Council to refer to the court situations that 
would not otherwise fall under the court’s jurisdiction (as it did in relation to the situation in 
Darfur, which the court could not otherwise have prosecuted as Sudan is not a state party). 
Article 16 allows the Security Council to require the court to defer from investigating a 
case	for	a	period	of	12	months.	Such	a	deferral	may	be	renewed	indefinitely	by	the	Security	
Council.
The court cooperates with the UN in many different areas, including the exchange of 
information and logistical support. The court reports to the UN each year on its activities, and 
some meetings of the Assembly of States Parties are held at UN facilities. The relationship 
between the court and the UN is governed by a “Relationship Agreement between the 
International Criminal Court and the United Nations”. 
j. Cases and Investigations
The court has received complaints about alleged crimes in at least 139 countries but, as 
of October 2009, the Prosecutor has opened investigations into just four situations: Uganda, 
the Democratic Republic of the Congo, the Central African Republic and Darfur. 
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Uganda
In December 2003, the government of Uganda, a state party, referred to the Prosecutor 
the situation concerning the Lord’s Resistance Army in Northern Uganda. On 8 July 2005, 
the	 court	 issued	 its	 first	 arrest	 warrants	 for	 the	 Lord’s	 Resistance	Army	 leader	 Joseph	
Kony, his deputy Vincent Otti, and LRA commanders Raska Lukwiya, Okot Odiambo, and 
Diminic Ongwen, Lukwiya was killed in battle on 12 August 2006, and Otti was killed in 
2007, apparently by Kony. The LRA’s leaders have repeatedly demanded immunity from 
ICC prosecution in return for an end to the insurgency. The government of Uganda says it 
is considering establishing a national criminal tribunal that meets international standards, 
thereby allowing the ICC warrants to be set aside. 
 
Summary of investigations and prosecutions by the International Criminal Court (as of March 2009) 
Situation Referral (date) 
Investigation 
opened 
Individuals 
indicted  
Transferred 
to the ICC 
Charges 
confirmed Status 
Northern 
Uganda  
Government of Uganda 
(December 2003) 
July 2004 Joseph 
Kony  
  Fugitive 
Vincent 
Otti  
  Died in 2007 (?) 
Raska 
Lukwiya  
  Died on 12 August 
2006 
Okot 
Odhiambo  
  Fugitive 
Dominic 
Ongwen  
  Fugitive 
Democratic 
Republic of the 
Congo (DRC) 
Government of the DRC 
(March 2004) 
June 2004 Thomas 
Lubanga  
17 March 
2006 
29 January 
2007 
In ICC custody, trial 
began on 26 January 
2009 
Germain 
Katanga  
17 October 
2007 
26 
September 
2008 
In ICC custody, trial 
began on 24 
November 2009 
Mathieu 
Ngudjolo 
Chui  
6 February 
2008 
26 
September 
2008 
In ICC custody, trial 
began on 24 
November 2009 
Bosco 
Ntaganda  
  Fugitive 
Central African 
Republic 
(CAR)  
Government of the CAR 
(December 2004) 
May 2007 Jean Pierre 
Bemba  
3 July 
2008 
15 June 
2009 
In ICC custody, trial 
to start on 27 April 
2010 
Darfur, Sudan UN Security Council  
(March 2005) 
June 2005 Ahmed 
Haroun  
  Fugitive 
Ali 
Kushayb  
  Fugitive 
Omar al-
Bashir  
  Fugitive 
Bahr Idriss 
Abu Garda  
  Appearing 
voluntarily; 
confirmation of 
charges hearing set 
for 12 October 2009 
 
Source: Wikipedia, ICC-Situations and Cases, Accessed Feb, 4, 2010. 
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Democratic Republic of the Congo
In March 2004, the government of the Democratic Republic of the Congo, a state 
party, referred to the Prosecutor “the situation of crimes within the jurisdiction of the Court 
allegedly committed anywhere in the territory of the DRC since the entry into force of the 
Rome Statute, on 1 July 2002.” 
On 17 March 2006, Thomas Lubanga, former leader of the Union of Congolese Patriots 
militia	in	Ituri,	became	the	first	person	to	be	arrested	under	a	warrant	issued	by	the	court,	for	
allegedly	“conscripting	and	enlisting	children	under	the	age	of	fifteen	years	and	using	them	
to participate actively in hostilities”. His trial was due to begin on 23 June 2008, but it was 
halted on 13 June when the court ruled that the Prosecutor’s refusal to disclose potentially 
exculpatory material had breached Lubanga’s right to a fair trial. The Prosecutor had obtained 
the	evidence	from	the	United	Nations	and	other	sources	on	condition	of	confidentiality,	but	
the judges ruled that the Prosecutor had incorrectly applied the relevant provision of the 
Rome Statute and, as a consequence, “the trial process has been ruptured to such a degree 
that it is now impossible to piece together the constituent elements of a fair trial”. The court 
lifted this suspension on 18 November 2008, and Lubanga’s trial began on 26 January 2009.
Two more suspects, Germain Katanga and Mathieu Ngudjolo Chui, have also been 
surrendered to the court by the Congolese authorities. Both men are charged with six counts 
of war crimes and three counts of crimes against humanity, relating to an attack on the village 
of Bogoro on 24 February 2003, in which at least 200 civilians were killed, survivors were 
imprisoned	in	a	room	filled	with	corpses,	and	women	and	girls	were	sexually	enslaved.	The	
charges against both men include murder, sexual slavery and using children under the age of 
fifteen	to	participate	actively	in	hostilities.	
Central African Republic
In December 2004, the government of the Central African Republic, a state party, 
referred to the Prosecutor “the situation of crimes within the jurisdiction of the court 
committed anywhere on the territory of the Central African Republic since 1 July 2002, the 
date of entry into force of the Rome Statute. On 22 May 2007, the Prosecutor announced his 
decision to open an investigation, focusing on allegations of killing and rape in 2002 and 
2003,	a	period	of	intense	fighting	between	government	and	rebel	forces.	
On 23 May 2008, the court issued an arrest warrant for Jean Pierre Bemba, a former 
Vice President of the Democratic Republic of the Congo, charging him with war crimes 
and crimes against humanity, committed when he interfered in the the events in the Central 
African Republic in 2002 and 2003. He was arrested near Brussels the following day. On 3 
July, 2008 he was surrendered to the ICC.
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Darfur, Sudan
Sudanese President Omar al- Bashir, wanted by the ICC for war crimes and crimes 
against humanity. On 31 March 2005, the United Nations Security Council passed Resolution 
1593, referring “the situation prevailing in Darfur since 1 July 2002” to the Prosecutor. In 
February 2007 the Prosecutor announced that two men — Sudanese humanitarian affairs 
minister Ahmad Muhammad Harun and Janjaweed militia leader Ali Kushayb — had been 
identified	as	key	suspects,	accused	of	war	crimes	and	crimes	against	humanity.	On	2	May	
2007, the court issued arrest warrants for the two men. However, Sudan says the court has 
no jurisdiction over this matter, and refuses to hand over the suspects. 
On 14 July 2008, the Prosecutor accused Sudanese President Omar al-Bashir of 
genocide, crimes against humanity and war crimes. The court issued an arrest warrant for 
al-Bashir on 4 March 2009 for war crimes and crimes against humanity, but ruled that there 
was	insufficient	evidence	to	prosecute	him	for	genocide.	Al-Bashir	was	the	first	sitting	head	
of state indicted by the ICC. Bashir denies all the charges, describing them as “not worth 
the ink they are written in”. In July 2009 the member-states of the African Union agreed not 
co-operate in his arrest. 
Indonesian Contexts: The Reflection of Rome Statue in Indonesia
In international forum, Indonesia was one of the states which attracted public attentions 
in the implementation and protection of human rights. Indonesia has not decided any decision 
towards	 Rome	 statute	 which	was	 ratified	 and	 entered	 into	 force	 1	 July	 2002.	 However,	
the Republic of Indonesia has taken anticipative and preventive actions to solve various 
problems relating to the implementation and the protection of the international human rights 
and other international crimes that might occur in Indonesia. Those anticipative actions were 
realized through the establishment of National Commission of Human Rights in 1993 and 
the enactment of Human Rights Act no.39/ 1999 and Act no.26/2000 of Human Rights Court. 
In short, through the prevention actions as described above, Indonesia has participated in 
preventing the international crimes especially crimes against humanity. 
The enforcement of human rights in Indonesia was closely related to the national 
importance in order to get out from the crisis and develop its credibility and good name 
in the international forum. The demand of the enforcement of human rights in Indonesia 
by the United Nations could not be ignored especially in the case of Timor-Timur. There 
were two basic reasons underlying their demand: (1) they think that the Indonesian court 
could be unfair and partial. The international community was afraid that Indonesia would 
set free the perpetrators, and (2) there was an impunity of the perpetrators in crimes against 
humanity	because	most	of	the	perpetrators	were	the	government	official	either	military	or	
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civil	officials.12
In the history of Indonesian judiciary, the enforcement of human rights was established 
when Law No. 26/2000 of Human Rights Court was enacted. It responded the United Nations 
Resolution 1264/1999 which gave Indonesia the international responsibility. They had great 
demand on judging the perpetrators of crimes against humanity post-Timor-Timur Discussion 
or Jajak Pendapat under the supervision of the United Nations. United Nation Charter article 
25 stated that the resolution of United Nation Security Council will legally bind all of its 
members. Therefore, as one of the members of the United Nations, Indonesia had no choice 
to implement the resolution.13 Then, Indonesia established ad hoc human rights court based 
on Law No. 26/2000 as ordered in Law No. 39/1999 of human rights. 
Based on the Law No. 26,/2000 it was possible to establish permanent and ad hoc courts 
of human rights and prosecute the crimes against humanity occurred before the law No. 26/ 
2000 was enacted such as Timor-Timur which was started on March 2002 and Tanjung Priok 
which had processed until the jurisdiction of the highest court. This study would focus on 
the decisions of ad hoc jurisdiction court of human rights in Central Jakarta in the cases of 
Abilio Yose Osorio Soares, the former governor of Timor Timur province. They were given 
a three-year sentence. The point of their guilty was that they could prohibit their people 
or staffs not to do crimes against humanity. It did not happen to Tono Suratman, Brigadier 
General of National Army the former commander of Military Resort of Timor Timur. In his 
case, the court decision was letting him free because it was not proof that he had committed 
crime against humanity. 
CONCLUSION
This study aimed to give contributions to the academicians and the society described 
as follows:
a. Theoretically, the results of the study were expected to give contributions to the 
knowledge development of law studies in Indonesia especially to the international law 
and the international criminal system studies, to understand the roles of the international 
court institution, and socialize the exercises of the International Criminal Law.
b. Practically, this study aimed to give contribution to the enforcement of human rights 
jurisdiction faced by Indonesia to judge the perpetrators of the international crimes 
based on the jurisdiction of the international criminal court.
12 Hikmahanto Juwana, Beberapa Masalah Hukum Internasional dari Dugaan Pelanggaran Hak Asasi 
Manusia di Timor-Timur, in Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta, 
2002
13 Sumaryo Suryokusumo, Pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc Dalam Perspektif Hukum Internasional 
dan Hukum Nasional, paper presented in Human Rights Training for the prospective Ad-Hoc judges held by 
Ministry of Justice and Human Rights, Jakarta, 16-21 December 2002 
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PENDAHULUAN
Pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang kurang baik, akan 
berpotensi memunculkan masalah seperti, tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan 
perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas, dan 
implementasi peraturan perundang-undangan yang terhambat akibat tidak memiliki peraturan 
pelaksanaan. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh proses pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi, koordinasi, 
sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. 
Beranjak dari realitas tersebut, salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka 
pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. 
MATERI MUATAN KETETAPAN MPR 
SEBAGAI JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
DI INDONESIA
Oleh:
Ray Pratama Siadari
Bagian Hukum Tata Negara PPs Universitas Hasanuddin
E-mail: ray.pratama_siadari@yahoo.com
Abstract: The inclusion of MPR Decree as one type of legislation, is an arrangement that 
can lead to conflict between the types of conflicts of laws. Research on the substance of 
the Legislative Act in the sort order as a kind of legislation in Indonesia is done in order 
to realize the rule of law in the regulation of the type and sort order related legislation in 
Indonesia. MPR Decree substance consisting of legal norms that are diverse, so most of the 
MPR decree can not be categorized as Regulation Legislation. In order to realize the rule of 
law in the regulation of the type and sort order related laws and regulations in Indonesia, the 
substance of the Legislative Act which is still valid today, in put in the National Legislation 
Program to the proposed bill.
Keywords: Material Content, Legislative Act
Abstrak: Dimasukkannya Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan, merupakan suatu pengaturan yang dapat menimbulkan konflik benturan antar 
jenis peraturan perundang-undangan. Penelitian mengenai materi muatan Ketetapan MPR 
sebagai  jenis dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini dilakukan 
guna mewujudkan tertib hukum dalam pengaturan terkait jenis dan tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Materi muatan Ketetapan MPR terdiri dari norma 
hukum yang sifatnya beragam, sehingga beberapa Ketetapan MPR tidak dapat dikategorikan 
sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam 
pengaturan terkait jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
materi muatan Ketetapan MPR yang masih berlaku saat ini, di masukkan ke dalam Program 
Legislasi Nasional untuk diusulkan sebagai Rancangan Undang-Undang
Kata Kunci: Materi Muatan, Ketetapan MPR
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Harmonisasi ini harus dilakukan secara sistematik sejak dini, yaitu sejak dilakukannya 
penyusunan naskah akademik, penyusunan Program Legislasi Nasional (Selanjutnya disebut 
Prolegnas), sampai dengan penyusunan Rancangan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, 
Negara Indonesia ialah Negara Hukum. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa segala tindakan 
yang dilakukan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketatanegaraan haruslah senantiasa 
berlandaskan pada hukum. Penggunaan istilah Negara hukum ini dikenal dengan konsep 
Rechtsstaat di Eropa Kontinental; atau The Rule Of Law di Negara-negara Anglo Saxon; dan 
di Negara-negara sosialis disebut sebagai Socialist Legality. 1
Setelah berlaku hampir sekitar 7 tahun lamanya, akhirnya Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diganti dengan hadirnya 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan nama yang sama, yakni tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Kehadiran Undang-Undang ini, kembali menambah panjang 
sejarah pengaturan terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan 
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, menentukan bahwa 
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kab/Kota.
Dimasukkannya Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, 
merupakan	suatu	pengaturan	yang	dapat	menimbulkan	konflik	benturan	antar	jenis	peraturan	
perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa, Ketetapan MPR yang masih berlaku 
saat ini, merupakan hasil produk oleh Lembaga yang telah mengalami perubahan kedudukan 
sesuai denan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Jika sebelum dilakukannya amandemen 
MPR merupakan lembaga tinggi negara, maka saat ini kedudukan MPR adalah sama dengan 
kedudukan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Sehingga Ketetapan MPR yang masih berlaku 
sebagai produk MPR sebagai Lembaga tertinggi tidak lagi memiliki kejelasan mekanisme 
pembentukan. Selain itu, materi muatan yang terkandung di dalamnya, juga merupakan 
penjabaran lebih lanjut terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal dengan istilah GBHN 
(Garis-Garis Besar Haluan Negara). Jika demikian halnya, maka dapat dikatakan bahwa materi 
mautan yang terkandung di dalamnya dalah sama dengan materi muatan yang terkandung 
dalam Undang-undang sebagaimana di tentukan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain permasalahan mengenai ketidakjelasan jenis peraturan/hukum negara 
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, permasalahan yang 
1  Achmad Ruslan, 2011, “Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di 
Indonesia”, Rangkang Education, Yogyakarta. Hal. 19.
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juga muncul adalah terkait dengan tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam 
pengaturannya, penulis menemukan terjadinya beberapa pengaturan yang tidak sistematis. 
Penempatan UUD NRI Tahun 1945 ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, 
yang di atur melalui peraturan setingkat “Undang-Undang” merupakan hal yang kurang 
tepat. Terlebih dalam ketentuan Pasal 4 undang-undang tersebut ditentukan bahwa “Peraturan 
perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan di bawahnya. 
Hal ini tentunya tidak memberikan angin positif dalam upaya pembangunan hukum 
modern di Indonesia. Satjipto Rahardjo,2 mengemukakan bahwa, bagi konsep hukum yang 
progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk tujuan yangberada di 
luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analitical jurisprudence 
atau rechtsdogmatiek yang hanya melihat ke dalam hukum dan menyibukkan diri dengan 
membicarakan dan melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan 
peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis.
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa Ketetapan MPR/S yang dianggap masih 
berlaku sampai dengan saat ini, materi muatan ketetapan MPR sangat beragam, ada yang 
mengandung norma hukum yang sifatnya berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petaruran kebijakan, dan bahkan ada yang bentuknya diluar dari bentuk hukum negara yang 
kita kenal pada umumnya. Dengan demikian masih terdapat sebahagian Ketetapan MPR 
tidak dapat dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori 
yang dikemukakan oleh para pakar ilmu hukum, hukum Negara terdiri dari berbagai jenis 
peraturan, dengan karakteristiknya masing-masing. Berikut ini adalah hukum Negara yang 
dikemukakan para pakar:
Gambar 1. Bentuk hukum negara menurut Jimly Asshiddiqie
2  Satjipto Rahardjo. 2009. Hukum Progresif (Sebuah SIntesa Hukum Indonesia). Yogyakarta: Genta 
Publishing, Hal 5.
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Gambar 2. Bentuk peraturan negara (staatsregelings) menurut M. Solly Lubis
Hasil analisis menunjukkan bahwa tata urutan norma hukum haruslah berjenjang-
jenjang/berlapis-lapis, sehingga ketika terjadi benturan pengaturan antara peraturan yang satu 
dengan yang lainnya, prioritas keberlakuannya senantiasa mendahulukan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dengan mengacu pada penjenjangan/lapisan tersebut. Terkait dengan 
teori penjenjangan ini, dapat ditemui beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar ilmu 
hukum, namun dalam kaitannya dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang ada 
di Indonesia, penulis memilih untuk melakukan analisis dengan menggunakan teori yang 
dikemukakan oleh Hans Nawiasky, yakni die Theory Stufenordnung der Rechtsnormen. 
Pemilihan ini didasari oleh pertimbangan bahwa pengaturan terkait tata hukum yang ada di 
Indonesia memiliki jenjang/lapisan sesuai dengan pengkategorian yang dikemukakan oleh 
Hans Nawiasky.
Kelompok-kelompok norma hukum tersebut selalu ada dalam tata susunan norma 
hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah 
norma hukum yang berbeda-beda dalam setiap kelompoknya. Menurut Hans Nawiansky, isi 
Staatsfudamental  merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar 
dari suatu negara, termasuk norma pengubahannya. Selanjutnya di ikuti oleh Staatgrundgesetz, 
sebagai norma dasar atau aturan dasar. Selanjutnya, diikuti oleh norma yang sifatnya “Formell 
Gesetz” atau undang-undang formal. Dan yang terakhir merupakan kelompok  Verordning & 
Autonome Satzung, kelompok ini di isi oleh norma-norma yang sifatnya aturan pelaksana 
atau aturan otonom.
Pada penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa ketetapan MPR yang masih 
berlaku, ditemukan hasil sebagai berikut:
a. Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
Ketetapan ini mengatur tentang Pembubaran PKI, Pernyataan Sebagai Organisasi 
Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk 
Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. 
Ketetapan MPRS ini di bentuk atas dasar penjabaran lebih lanjut ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan 
194
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
195
Pasal 2 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pada penelitian yang dilakukan penulis, ditemukan 
bahwa perintah MPR yang mengharuskan Pemerintah dan DPR membentuk undang-undang 
yang berkaitan dengan Ketetapan tersebut sudah terlaksana. Hal ini dapat dilihat dengan 
adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan 
Negara. Dalam kaitannya dengan karakteristik materi muatan yang terkandung di dalamnya, 
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 ini memiliki materi muatan yang memenuhi 
kriteria peraturan perundang-undangan. 
Dari aspek norma hukum yang terkandung di dalamnya, terdapat beberapa sifat norma 
hukum, seperti  misalnya larangan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan faham 
atau ajaran komunisme/marxisme-Leninisme, dan memberikan izin kepada jika kegiatan 
tersebut dilakukan untuk kegiatan mempelajari secara ilmiah. Terkait dengan cakupan 
keberlakuannya, ketetapan ini memiliki cakupan keberlakuan keluar, selain itu rumusan yang 
diatur juga “umum-kongkret”. Selain itu daya berlakunya terus menerus (dauerhaftig). 
b. Ketetapan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998
Ketetapan MPR ini mengatur tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi 
Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, Ketetapan MPR ini, 
sebenarnya sudah dapat dikatakan tidak berlaku lagi, karena materi muatan yang diatur di 
dalamnya sudah diatur secara terperinci dalam berbagai peraturan perundang-undangan. 
Berikut ini penulis mengemukakan berbagai undang-undang yang memuat materi mautan 
Keteptan MPR-RI Nomor XVI/MPR/1998. Materi muatan yang terkandung dalam ketetapan 
ini, memenuhi unsur-unsur karakteristik peraturan perundang-undangan. Sifat norma hukum 
berupa perintah dan larangan menunjukkan salah satu sifat dari norma hukum yang terkandung 
di dalamnya. Cakupan keberlakuannya pun ke luar, serta tidak bersifat einmahlig.
c. Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 
Ketetapan MPR ini mengatur tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku 
dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya 
Undang-Undang tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Materi 
muatan yang terkandung di dalamnya, sebenarnya Ketetapan ini tidak memenuhi karakteristik 
peraturan perundang-undangan. Sifat norma hukum yang terkandung di dalamnya lebih 
kepada sifat sebuah keputusan, namun keputusan dalam hal ini adalah keputusan tata usaha 
negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum (besluit van algemene strekking) 
bukan merupakan kategori keputusan tata usaha negara dalam arti besshikking.3 Penulis 
berpendapat bahwa ketetapan MPR ini masuk dalam kategori Keputusan Positif sebagaimana 
3  Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 
Hal. 151
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dikemukakan oleh Utrecht, yakni keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru, bagi 
objek tertentu. 
d. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 
Ketetapan ini mengatur tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN 
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. Sekarang telah terbentuk 
UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis 
terkait dengan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya materi muatan Ketetapan MPR 
Nomor XI/MPR/1998 tersebut di atas, sudah diatur dalam berbagai ketentuan perundan-
undangan. Berikut ini adalah daftar ketentuan undang-undang yang materi muatannya 
merupakan tindak lanjut dari Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. materi muatan Ketetapan 
MPR ini dalam berbagai peraturan perundang-undangan, materi muatan yang terkandung 
dalam Ketetapan MPR ini sangat beragam. 
Ditinjau dari aspek norma hukum yang terkandung di dalamnya, Ketetapan MPR ini 
adalah ketetapan yang sifatnya berua keputusan, karena sifatnya individual konkrit. Yakni 
memberikan kewajiban kepada organ pelaksana tertentu untuk melakukan pembentukan 
peraturan perundang-undangan, yang materi muatannya sesuai dengan ketetapan tersebut. 
Dalam literature, ketetapan ini dapat dikategorikan sebagai keputusan yang sifatnya konstitutif, 
yakni keputusan-keputusan yang meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak 
melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu. 4
Pada materi muatan lainnya, juga terlihat bahwa ketetepan MPR ini menyerupai bentuk 
suatu peraturan kebijakan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 yang isinya berupa pedoman-
pedoman bagi penyelenggara negara agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 
baik. Dalam literature, Philipus M. Hadjon menamakan bentuk peraturan yang seperti ini 
sebagai suatu peraturan-peraturan kebijaksanaan (Beleidsregels, Policy Rules).5 Secara 
umum, tindakan MPR mengeluarkan Ketetapan ini, dapat dikatogorikan sebagai freises 
ermessen, yakni:
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service public;
2. Merupakan sikap tidak aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak ini di ambil oleh inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang 
timbul secara tiba-tiba; dan
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang 
Maha Esa maupun secara hukum.
4 ,Ridwan, H.R. 2011, “Hukum Administrasi Negara”  Rajagrafindo	Persada,	Jakarta,	Hal.	158.
5  Philipus M. Hadjon Dkk. Op. Cit. Hal. 152.
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Hal ini dapat dilihat pada dictum menimbang pada ketetapan ini yang mengemukakan 
bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik usaha yang lebih menguntungkan 
sekelompok tertentu yang menuburkan  korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan 
para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan 
negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Selain itu, dalam rangka rehabilitasi 
seluruh aspek kehidupan nasional yang berkeadilan, dibutuhkan penyelenggara negara 
yang dapat  dipercaya melalui usaha pemeriksaan harta kekayaan para pejabat  negara dan 
mantan pejabat negara serta keluarganya yang diduga berasal dari praktek korupsi, kolusi, 
dan nepotisme.
Selain materi muatan sebagaimana diuraikan di atas, dalam ketentuan ini, juga terdapat 
ketentuan yang sifatnya konkret dan individual, yakni terkait dengan Pasal 4 yang menentukan 
“upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap 
siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun 
pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan 
prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.” Jimly Assidiqqie menamakan 
peraturan yang seperti ini dengan istilah “Peraturan Khusus”.
e. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 
Ketetapan MPR ini mengatur tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketentuan ini 
hanya berisikan 4 pasal. Pasal 1 ketetapan ini memuat bentuk ketetapan yang disusun dengan 
sistematis. Selanjutnya pada Pasal 2 memuat pengaturan terkait dengan isi ketetapan yang 
diuraikan dalam naskah terlampir. Pada Pasal 3, memuat ketentuan yakni, Merekomendasikan 
kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga tinggi negara serta masyarakat 
untuk melaksanakan Ketetapan ini sebagai salah satu acuan dasar dalam penyelenggaraan 
kehidupan berbangsa. 
Selanjutnya, pada Pasal 4 mengatur terkait keberlakuan Ketetapan MPR ini. Materi 
muatan yang terkandung dalam Ketetapan ini masih dalam bentuk suatu pernyataan yang 
belum terumuskan dalam bentuk norma hukum, sehingga ketetapan ini tidak masuk dalam 
kategori peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR ini, juga tidak memenuhi kriteria 
sebuah	Keputusan	Tata	Usaha	Negara,	karena	sifatnya	tidak	konkret,	individual	dan	final.	
Ketetapan ini, sifatnya lebih mirip pada bentuk peraturan kebijaksanaan, hanya saja tidak 
dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, namun lebih luas lagi, 
yakni terkait dengan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga juga tidak dapat 
dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Bentuk ketetapan MPR ini adalah bentuk yang 
berbeda dari bentuk Hukum Negara yang kita kenal pada umumnya.
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f. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001
Ketetapan ini memuat tentang Visi Indonesia Masa Depan. Ketetapan ini berisikan 4 
pasal dan lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Sama halnya dengan Ketetapan 
MPR Nomor VI/MPR/2001, ketetapan ini juga belum terumuskan dalam bentuk ketentuan 
yang mengandung sifat norma hukum, namun hanya memberikan gambaran umum. Selain 
itu, terdapat beberapa bentuk penetapan yang tidak lagi relevan dengan perkembangan 
ketatanegaraan Republik Indonesia, seperti VIsi lima tahunan RI yang termaktub dalam 
Garis-Garis Besar Haluan Negara. 
Materi muatan yang terkandung dalam Ketetapan ini masih dalam bentuk suatu 
pernyataan yang belum terumuskan dalam bentuk norma hukum, sehingga ketetapan ini 
tidak masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan. Ketetapan MPR ini, juga tidak 
memenuhi kriteria sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, karena sifatnya tidak Konkret, 
individual	dan	final.	Ketetapan	ini,	sifatnya	lebih	mirip	pada	bentuk	peraturan	kebijaksanaan,	
hanya saja tidak dalam kaitannya dengan freies ermessen (deskresionare power),6 sehingga 
juga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan. Bentuk ketetapan MPR ini adalah 
bentuk yang berbeda dari bentuk Hukum Negara yang kita kenal pada umumnya.
g. Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 
Ketetapan ini memuat tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut. 
Ketetepan ini berisi 4 pasal yang memuat rekomendasi mengenai bentuk pengaturan terkait 
dengan tugas yang diberikan kepada presiden dan DPR dalam hal pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Ketetapan ini, berisikan rumusan norma hukum yang sifatnya berupa 
rekomendasi dan juga perintah. Pasal 1 berisikan tentang rekomendasi arah kebijakan terkait 
dengan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 
3 diatur terkait dengan arah kebijakan terhadap tugas yang diberikan kepada Presiden dan 
Lembaga tinggi RI, sebgaimana diketahui bahwa pada saat terbentuknya ketetepan ini, MPR 
merupakan Lembaga Tertinggi. Pasal 4 mengatur tentang keberlakuan ketetapannya. 
Materi muatan yang terkandung dalam ketepan ini sama dengan materi mautan yang 
terkandung dalam ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. materi muatan yang terkandung 
dalam Ketetapan MPR ini sangat beragam. Dilihat dari segi norma hukum yang terkandung 
di dalamnya, Ketetapan MPR ini adalah ketetapan yang sifatnya berua keputusan, karena 
sifatnya individual konkrit. Yakni memberikan kewajiban kepada organ pelaksana tertentu 
untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang materi muatannya 
sesuai dengan ketetapan tersebut. Dalam literature, ketetapan ini dapat dikategorikan sebagai 
keputusan yang sifatnya konstitutif, yakni keputusan-keputusan yang meletakkan kewajiban 
6  Philippus M. Hadjon Dkk. Op. Cit. Hal. 153. Dan Ridwan H.R. Op.Cit. Hal. 169.
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untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu. 7
Pada materi muatan lainnya, juga terlihat bahwa ketetepan MPR ini menyerupai bentuk 
suatu peraturan kebijakan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 yang isinya berupa pedoman-
pedoman bagi penyelenggara negara agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan 
baik. Dalam literature, Philipus M. Hadjon menamakan bentuk peraturan yang seperti ini 
sebagai suatu peraturan-peraturan kebijaksanaan (Beleidsregels, Policy Rules).8 Secara 
umum, tindakan MPR mengeluarkan Ketetapan ini, dapat dikatogorikan sebagai freises 
ermessen, yakni :
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas service public;
2. Merupakan sikap tidak aktif dari administrasi negara;
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
4. Sikap tindak ini di ambil oleh inisiatif sendiri;
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang 
timbul secara tiba-tiba; dan
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang 
Maha Esa maupun secara hukum.
Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan dikeluarkannya ketetapan ini, yang pada 
intinya mengemukakan bahwa pada saat dikeluarkannya Ketetapan ini permasalahan 
korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan 
merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Selain itu disebutkan juga bahwa terdapat desakan yang kuat masyarakat yang 
menginginkan terwujudnya berbagai langkah nyata oleh pemerintah dan Lembaga-Lembaga 
Negara lainnya dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
h. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001
Ketetapan ini memuat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
isi ketetapan ini juga mengatur terkait dengan arah kebijakan pengaturan tentang Pembaruan 
agraria dan pengelolaan sumber daya alam.  Selain berisikan norma hukum yang sifatnya 
perintah untuk melakukan pembaruan dan pengaturan terhadap pembentukan peraturan 
perundang-undangan di bidang agrarian dan sumber daya alam, sama denan ketetapan-
ketetepan sebelumnya, isi ketetapan ini didominasi oleh arah kebijakan yang merupakan 
materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang yang akan dibentuk yang ditugaskan 
kepada Pemerintah bersama denan DPR. Materi muatan yang terkandung dalam ketetapan 
ini, memenuhi unsur-unsur karakteristik peraturan perundang-undangan. Sifat norma 
hukum berupa perintah dan larangan menunjukkan salah satu sifat dari norma hukum yang 
7  Ridwan H.R. Op. Cit. Hal. 158.
8  Philipus M. Hadjon Dkk. Op. Cit. Hal. 152.
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terkandung di dalamnya. Cakupan keberlakuannya pun ke luar, serta tidak bersifat einmahlig. 
Berdasarkan pengkajian terhadap beberapa Ketetapan MPR/S yang dianggap masih 
berlaku sampai dengan saat ini,9 dapat disimpulkan bahwa materi muatan ketetapan MPR 
sangat beragam, ada yang mengandung norma hukum yang sifatnya berupa peraturan 
perundang-undangan, keputusan, petaruran kebijakan, dan bahkan ada yang bentuknya diluar 
dari bentuk hukum negara yang kita kenal pada umumnya. 
Selanjutnya, penelitian dilakukan terkait dengan pengaturan tata urutan peraturan 
perundang-undangan yang ada di Indonesia. Penulis menempatkan Pancasila sebagai norma 
hukum yang paling tinggi kedudukannya, yakni sifatnya Staatsfundamentalnorm (norma 
fundamental Negara). Penempatan ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa Pancasiala 
memenuhi kriteria sebagai norma hukum fundamental karena merupakan norma hukum 
tertinggi	yang	merupakan	landasar	dasar	filosofi	yang	mengandung	tatanan	nilai-nilai	bagi	
pengaturan penyelenggaraan Negara. Lebih lanjut  penempatan ini sudah sesuai dengan 
ketentuan sebgaimana di atur dalam Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan 
bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber Hukum Negara.“10
Hal serupa juga dikemukakan oleh Jimly Assiddiqie, yang mengemukakan bahwa 
dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai Falsafah haruslah tercermin dalam 
pertimbangan-pertimbangan	 filosofis	 	 yang	 terkandung	 di	 dalam	 setiap	 Undang-Undang.	
Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup 
bangsa	 	 dan	Negara	 lain.	Artinya	Pancasila	 itulah	 yang	menjadi	 landasan	filosofis	 semua	
produk Undang-Undang Republik Indonesia.11
Selanjutnya untuk tingkatan Staatgrundgesetz penulis menempatkan UUD NRI Tahun 
1945. Pertimbangan penulis yakni pertama, UUD NRI 1945 mengatur terkait norma-norma 
dasar yang menjadi sumber bagi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal 
ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan 
bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum 
dasar dalam peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa norma-norma yang termasuk ke dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan haruslah berdasar ada UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dengan penempatan ini, 
UUD NRI Tahun 1945 semestinya tidak di masukkan dalam tata urutan peraturan perundang-
9  Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Op.Cit, Hal. 44. 
10  Mesikupun banyak pakar berpendapat bahwa yang berada pada tingkatan Staatsfundamentalnorm 
(norma fundamental Negara) adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945, dengan dalil bahwa dalam 
pembukaan tersebut termaktub juga isi Pancasila, namun penulis berpendapat bahwa itu hanyalah berupa 
penegasan saja, tetapi tetap esensi dari pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI 1945 merupakan ketentuan 
yang sifatnya aturan dasar/aturan pokok  Negara.  Bentuk-bentuk penegasan seperti itu banyak ditemukan 
pada berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan delegasian dari peraturan yang 
kedudukannya lebih tinggi, baik yang tersirat maupun tersurat.
11  Jimly Assiddiqie, Perihal Undang-Undang…Op. Cit… Hal 117-118.
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undangan, melainkan harus berada diluar tata urutan. Pendapat penulis tersebut tidaklah 
mengklasfikasikan	UUD	NRI	Tahun	1945	sebagai	norma	yang	bukan	merupakan	peraturan	
perundang-undangan. UUD NRI Tahun 1945 tetap memenuhi karakteristik sebagai peraturan 
perundang-undangan, hanya saja karena kedudukan sebagai Staatgrundgesetz, UUD NRI 
Tahun 1945 haruslah berada di luar tata urutan. Jika UUD NRI 1945 di masukkan ke dalam 
jenis peraturan perundang-undangan maka UUD NRI 1945 haruslah berdasar ada dirinya 
sendiri, sehingga terjadi pengaturan yang tidak logis. 
Lebih lanjut. pengaturan terkait dengan tata urutan yang ada di Indonesia hanya diatur 
pada peraturan-perundang-undangan yang bentuknya “Undang-Undang” yakni undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Sehingga menempatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai bagian dari tata urutan peraturan 
perundang-undangan dan diatur pada tingkatan peraturan perundang-undangan yang 
kedudukannya lebih rendah dari UUD NRI Tahun 1945, adalah hal yang keliru. 
Selain itu, pada ketentuan Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, juga  ditentukan 
bahwa ”Peraturan Perundang-Undangan yang di atur dalam Undang-Undang ini meliputi 
Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya”. Dengan pengaturan 
yang demikian, penulis berpendapat bahwa dimasukkannya UUD NRI Tahun 1945 dalam 
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dengan Undang-Undang adalah hal 
yang tidak tepat. Terkecuali jika pengaturan terkait dengan tata urutan peraturan peraturan 
perundang-undangan diatur pada tingkatan Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945, barulah 
dapat UUD NRI Tahun 1945 boleh di masukkan dalam tata urutan peraturan perundang-
undangan. Karena yang boleh mengatur kedudukan UUD NRI Tahun 1945 hanyalah 
peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, atau setidaknya setingkat 
dengan UUD NRI Tahun 1945, termasuk di dalamnya UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. 
Selanjutnya penulis menempatkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang pada tingkatan Formell Gesetz. Selain itu penulis juga berpendapat agar 
dalam pengaturan terkait tata urutan (hierarki) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang ditempatkan pada jenis peraturan 
perundang-undangan yang kedudukannya paling atas. Hal ini sejalan dengan ketentuan 
dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa peraturan 
perundang-undangan yang di atur dalam Undang-Undang tersebut meliputi Undang-Undang 
dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika pada Pasal 7 Ayat (1) diatur bahwa 
UUD NRI 1945 merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam tata 
urutan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan 
Pasal 4 di atas. Sehingga idealnya peraturan yang berada pada urutan teratas pada  ketentuan 
tersebut adalah Undang-Undang yang kemudian di ikuti oleh peraturan perundang-undangan 
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yang kedudukan lebih rendah.
Namun sekali lagi penulis tegaskan bahwa, tidak dimasukkannya UUD NRI Tahun 
1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan bukan berarti bahwa UUD NRI 
Tahun 1945 bukan merupakan bagian dari Peraturan perundang-undangan atau salah satu 
jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hanya saja karena pengaturan 
di Indonesia terkait tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan di atur dengan 
peraturan  setingkat “undang-Undang”, maka Undang-Undang tersebut tidak boleh mengatur 
kedudukan hukum yang sifatnya Staatgrundgesetz atau aturan dasar Negara/aturan pokok 
Negara. Meskipun Undang-Undang berada pada urutan teratas dalam tata urutan peraturan 
perundan-undangan, UUD NRI Tahun 1945 tetap merupakan hukum dasar dalam peraturan 
perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2013 yang menentukan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.”
Pengaturan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tersebut, bukanlah pengaturan yang 
sifatnya mengatur UUD NRI Tahun 1945, melainkan mengatur dirinya sendiri, dan peraturan 
yang ada di bawahnya agar menjadikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, sehingga 
materi muatan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya, 
harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang diatur dalam 
UUD NRI Tahun 1945.
Selanjutnya penulis menempatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan 
Peraturan derah untuk tingkatan Verordning & Autonome Satzung (aturan Pelaksana & aturan 
otonom), dengan pertimbangan bahwa Pengaturan jenis peraturan perundang-undangan ini 
berada di bawah undang-undang. Kedudukan peraturan-peraturan tersebut memang lebih 
rendah dari pada kedudukan Undang-Undang, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih 
dalam pengaturan tata urutannya. Selain itu, materi muatannya pun merupakan materi 
kelanjutan atas ketentuan yang lebih tinggi, sehingga sesuai dengan kategori Verordning & 
Autonome Satzung (aturan Pelaksana & aturan otonom). 
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur bahwa materi muatan Peraturan 
pemerintah adalah untuk menjalankan ketentuan undang-undang, sementara materi Peraturan 
Presiden adalah materi yang diperintahkan undang-undang, melaksanakan peraturan 
pemerintah dan untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Sehingga 
kedua jenis peraturan tersebut sangat memenuhi kriteria sebagai aturan pelaksana. Sedangkan 
Materi muatan peraturan daerah berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran 
lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan ketentuan tersebut, 
Peraturan daerah sangat memenuhi kriteria sebagai aturan otonom.
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Gambar 3.  Visualisasi Penjenjangan Norma die Theory Stufenordnung der Rechtsnormen 
oleh Hans Nawiasky dalam kaitannya dengan tata hukum peraturan perundang-
undangan di Indonesia
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis di atas, maka penulis menyimpulkan 
bahwa materi muatan Ketetapan MPR terdiri dari norma hukum yang sifatnya beragam, 
yakni materi mautan peraturan perundang-undangan, materi muatan Keputusan Tata Usaha 
Negara, Materi Muatan Peraturan Kebijakan dan Meteri muatan yang khusus. Dalam 
kaitannya dengan teori hierarki hukum Negara die Theory Stufenordnung der Rechtsnormen 
sebagaimana dikemukakan oleh Hans Nawiassky, maka Pancasila berada pada kelompok 
Staatsfundamentalnorm (norma fundamental Negara), yang merupakan sumber segala 
sumber Hukum Negara. Diikuti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang berada pada kelompok 
Staatgrundgesetz (aturan dasar Negara/aturan pokok Negara), yang merupakan 
Hukum Dasar dalam peraturan perundang-undangan; Selanjutnya Undang-Undang dan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berada pada kelompok Formell Gesetz 
(undang-Undang Formal); Serta Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan 
Daerah berada pada kelompok Verordning & Autonome Satzung (aturan Pelaksana &  aturan 
otonom). 
Saran
Berdasar pada kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa rekomendasi yakni 
Lembaga MPR yang ada saat ini tidak lagi memiliki kewenangan untuk membentuk suatu 
ketetapan yang sifatnya mengatur dan mengikat keluar. Maka untuk waktu ke depan, tidak 
akan lagi ditemukan jenis peraturan perundang-undangan Ketepan MPR yang baru. Dalam 
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rangka mewujudkan tertib hukum dalam pengaturan terkait jenis dan tata urutan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, materi muatan Ketetapan MPR yang masih berlaku saat 
ini, di masukkan ke dalam Program Legislasi Nasional untuk diusulkan sebagai Rancangan 
Undang-Undang. Hal ini disebabkan materi muatannya pun sama dengan materi muatan 
undang-undang, yakni pengaturan lebih lanjut mengenai isi Undang-Undang Dasar NRI 
Tahun 1945. 
Selain itu, perlu dilakukan perubahan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2011 yang mengatur terkait dengan materi muatan undang-undang, yakni melakukan 
penambahan agar yang menjadi salah satu materi muatan yang harus diatur dengan undang-
undang berisi pengaturan lebih lanjut Ketetapan MPR/S. Adapun tata urutan peraturan 
perundang-undangan yang semestinya diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni:
(1) Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum;
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum 
dasar dalam peraturan perundang-undangan;
(3) Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(PERPU);
b. Peraturan Pemerintah
c. Peraturan Presiden;
d. Peraturan Daerah Provinsi;
e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Ketetentuan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dengan tetap memperhatikan ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal 
ini.
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PENDAHULUAN
Keberhasilan pertumbuhan investasi di daerah sangat bergantung pada instrumen hukum 
yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan kepastian 
berinvestasi. Aturan di tingkat lokal ’local regulation’ sangat penting terutama sejak 
pemberlakuan otonomi daerah, dimana kewenangan daerah semakin besar dalam mengatur 
dan mengendalikan investasi, hal ini ditegaskan  dalam  UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.1 
1  Lihat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 14 Point M 
yang menegaskan tentang kewenangan daerah dalam mengatur dan menyelenggarakan (manajemen) kegiatan 
penanaman modal yang diselenggarakan di daerah. Staatblad 125 tahun 2004.
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Abstract: Quality of local regulation in investment sector will determine the realization of a 
conducive investment climate in the region. Conducive investment climate is a competitive 
advantage in Indonesia in facing the ASEAN Economic Community by 2015. In fact there are 
many local regulations troubled investment in the area, according to studies by the Ministry 
of Home Affairs in 2008 there were 1,379 law. Bylaws are not responsive to the market that 
tends to damage the investment climate in the region and weaken the competitiveness of 
Indonesian investment. In facing the ASEAN Economic Community in 2015, legislation in the 
field of investment by creating the need to reform the laws that are responsive to the presence 
of market regulation that is responsive to the market, is expected competitiveness of regional 
investment, rising and Indonesia will be able to compete with other ASEAN countries.
Keywords: Investment, Local Regulation
Abstrak: Kualitas Peraturan Daerah (Perda) di sektor penanaman modal local investment 
regulation sangat menentukan terwujudnya iklim investasi yang kondusif di daerah. Iklim 
investasi yang kondusif merupakan keunggulan daya saing Indonesia dalam menyongsong 
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pada kenyataannya masih banyak Perda-perda investasi 
yang bermasalah di daerah, sesuai kajian Depdagri sampai dengan tahun 2008 ada 1.379 
Perda. Perda-perda tersebut tidak responsif terhadap pasar yang cenderung merusak 
iklim investasi yang kondusif di daerah dan memperlemah daya saing investasi Indonesia. 
Dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Perda di bidang investasi perlu 
pembenahan dengan menciptakan Perda yang responsif terhadap pasar Dengan hadirnya 
Perda yang responsif terhadap pasar, diharapkan daya saing investasi daerah, meningkat 
dan Indonesia akan semakin mampu bersaing dengan negara-negara ASEAN lainya.
Kata kunci: Investasi, Peraturan Daerah 
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Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman  Modal telah 
menetapkan bahwa, pemerintah daerah harus menjamin keamanan berusaha bagi investor 
yang melakukan investasi di daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaturan di tingkat 
daerah merupakan faktor penentu kepastian, keamanan serta kemudahan berinvestasi. Untuk 
itu produk hukum daerah membuat aturan lokal yang efektif. Berdasarkan hal tersebut 
maka kualitas pengaturan di tingkat daerah merupakan faktor penentu berhasil tidaknya 
penyelenggaraan investasi di daerah. 
Iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah sangat tergantung pada 
pengaturan ’regulation’ dan kebijakan ’policy’ pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 
investasi, hal ini merupakan wujud dari pemberlakuan paradigma desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 
sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 semakin 
mempertegas penyelenggaraan investasi yang merupakan kewenangan daerah dan urusan 
pemerintah daerah.2 Dengan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan 
menyelenggarakan sendiri urusan penanaman modal bertujuan supaya investor merasa aman 
dan memiliki jaminan dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di daerah. 
Model pengaturan investasi lokal yang diterapkan merupakan faktor penentu 
keunggulan daerah dalam bersaing secara domestik, regional dan global. Pengaturan investasi 
lokal terdiri dari Peraturan Daerah yang langsung tentang investasi (Perda) investasi, dan 
peraturan daerah yang terkait dengan investasi seperti Perda tentang Pajak, Perda Retribusi, 
dan Perda Perizinan Usaha. Pada prinsipnya dalam kegiatan investasi faktor hukum yang 
diterapkan merupakan penentu cepat lambatnya pertumbuhan investasi. Hukum investasi 
yang ditetapkan oleh pemerintah akan menciptakan model kebijakan yang diterapkan baik 
di pusat maupun di daerah. Model pengaturan investasi yang tertutup akan memperketat 
atau membuat pembatasan-pembatasan terhadap investor asing melalui persyaratan yang 
ketat sedangkan model pengaturan investasi yang terbuka akan memberikan kemudahan 
bagi investor dalam berinvestasi.3 
Pemberlakuan otonomi daerah tiap daerah berupaya membuat perangkat hukum 
dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk peningkatan investasi. 
Persoalannya bagaimana eksistensi perangkat hukum dalam bentuk local regulation 
memberikan kemudahan kepada investor dalam berinvestasi. Pada kenyataannya investasi di 
daerah masih mengalami kendala walaupun perangkat hukum baik di tingkat pusat sampai di 
2  Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan semakin 
memperkuat bahwa kegiatan penanaman modal di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam 
pengaturan dan manajemen khususnya Pasal 6 dan 7. PP Nomor 38 tahun 2007.
3  Muhammad Zaidun, Paradigma Pengaturan Investasi di Indonesia. Pidato Pengukuan Guru Besar 
UNAIR yang menjelaskan bahwa dalam pengaturan investasi terhadap tiga paradigma yaitu yang membatasi 
investor, dan ambivalen. UNAIR, 2008.
208
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
209
daerah telah dibuat. Kendalanya terletak pada ketidakpastian pengaturan pelayanan birokrasi 
dan pemgaturan sistem pembiayaan. Permendagri Nomor 24 tahun 2006 telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat untuk mengatasi kendala tersebut dengan menerapkan sistem perizinan satu 
pintu (one door service) di daerah tetapi belum optimal karena investor masih menghadapi 
kendala dari segi waktu dalam pengurusan izin investasi. Sistem one door service karena 
bernuansa sentralistik tidak sejiwa dengan otonomi daerah justru semakin memperpanjang 
birokrasi manajemen penyelenggaraan investasi, apalagi daerah tidak diberi kewenangan 
penuh untuk menangani sesuai dengan semangat otonomi daerah. 
Investor yang berinvestasi di daerah kadang-kadang tidak tahu bahwa dengan paradigma 
otonomi daerah penentuan kebijakan penyelenggaraan investasi telah diserahkan penuh 
kepada pemerintah daerah. Ketidaktahuan investor khususnya investasi asing seringkali 
menjadi kendala dalam penyelenggaraan investasi di daerah. Peraturan Daerah di sektor 
investasi ’Local investment regulation’ menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan 
dan kemudahan bagi investor. Karena pada prinsipnya sejak pemberlakuan otonomi daerah 
yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan investasi. 
Hal ini tidak dimengerti oleh banyak investor yang berinvestasi di daerah 
yang menganggap urusan investasi adalah urusan pemerintah pusat semata-mata dan 
menyampingkan kebijakan daerah. Ketidakpengertian investor membawa dampak buruk 
bagi kegiatan investasi di daerah berimbas pada kegagalan investasi karena munculnya 
gugatan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Kasus PT. Newmont Minahasa 
Raya merupakan gambaran  ketidakmengertian investor terhadap paradigma desentralisasi 
yang	secara	spesifik	berlaku	di	Indonesia.	Begitu	juga	kasus-kasus	yang	lain	seperti	kasus	
MSM dan kasus PT. Freeport di Irian menunjukkan banyak investor buta dengan paradigma 
desentralisasi. Kegagalan investasi akan berdampak buruk terhadap daya saing domestik 
daerah dalam investasi dan kegagalan investasi akan memperlemah posisi Indonesia di 
sektor persaingan regional dan global menjadi lemah.4 
Investasi merupakan faktor penentu keunggulan daerah dalam pembangunan ekonomi. 
Meningkatnya arus investasi akan berdampak pada kemajuan pertumbuhan ekonomi lokal 
dan nasional. Hal itulah yang harus terus menjadi kajian terutama dalam menyongsong 
masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Untuk memperkuat daya saing investasi lokal kesiapan 
instrumen-instrumen hukum dalam kegiatan investasi lokal sangat penting baik di Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. Untuk menunjang kemampuan bersaing secara domestik baik skala 
regional maupun internasional. Local investment regulation harus benar-benar responsif 
terhadap kebutuhan pasar terutama pasar investasi domestik maupun investasi asing. 
4  Gita Wiryawan (Kepala BKPN), Makalah dalam Kuliah Umum, Peranan Penanaman Modal Dalam 
Pembangunan Nasional, Universitas Sam Ratulangi, Agustus 2011. Hlm. 29.
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Investasi
Implikasi dari lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang-
Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu terjadinya perubahan dalam pembagian kewenangan di 
mana kewenangan daerah semakin besar untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi 
khususnya kegiatan investasi. 
Tiga perubahan pokok yang dirasakan oleh daerah adalah perubahan kewenangan 
pengelolaan sumberdaya alam, perubahan kewenangan pengelolaan sumber-sumber keuangan 
(pajak dan retribusi) serta perubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Ketiga perubahan 
kewenangan tersebut secara langsung berimplikasi pada manajemen pembangunan daerah, 
dan kebijakan ekonomi lokal dan regional terutama sektor  investasi. Keadaan tersebut 
membawa permasalahan baru tentang kedudukan Perda karena pada prinsipnya UU No.32 
Tahun 2004 tidak menjelaskan posisi badan-badan yang berkaitan dengan penanaman modal 
baik dari struktur dan kewenangan.
 Menurut Martani Huseini terdapat tiga perubahan pokok yang mendasar yaitu 
perubahan kewenangan pengelolaan sumber daya alam, perubahan kewenangan pengelolaan 
sumber-sumber keuangan (pajak dan Retribusi), serta perubahan alokasi anggaran dari 
pusat ke daerah.5 Ketiga perubahan kewenangan tersebut secara langsung berimplikasi pada 
skenario pembangunan jangka panjang dan indikator ekonomi makro regional (Provinsi) 
maupun lokal (kabupaten/kota). Indikator-indikator tersebut yaitu penanaman modal 
(investasi), kesempatan kerja, tabungan pemerintah daerah dan laju pertumbuhan ekonomi 
lokal.6 Perubahan kebijakan makro ekonomi regional terjadi sebagai akibat pengaruh 
perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. 
Adanya investasi diharapkan pengelolaan sumber daya alam dan potensi daerah 
akan maksimal memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena pada prinsipnya penanaman 
modal berfungsi sebagai katalisator dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi 
daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.7 Pertumbuhan ekonomi daerah banyak 
tergantung pada penanaman modal di bidang industri, pertambangan, dan perdagangan, yang 
menyerap banyak tenaga kerja. Sektor-sektor tersebut banyak berpengaruh pada peningkatan 
pendapatan daerah yang merupakan faktor pendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal dan 
secara langsung berpengaruh  pertumbuhan ekonomi nasional.8
 
5  Martani Huseini, Potensi Daerah di Era Otonomi dalam Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah, 
yang disusun oleh Nur Rif’ah Masykur. PT. Permata Artistika Kreasi, 2001. hlm. 45. 
6  Ibid. Hal. 46.
7  Subandio, M.M, Sistem Ekonomi Indonesia, Penerbit, Alfabeta, Jakarta, 2005, hlm. 82.
8  Ihingan, M.L, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT.	Raja	Grafindo,	Persada	Jakarta,	1999,	
hlm. 59.
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Kehadiran Investor asing sangat penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi 
daerah, karena dengan masuknya investasi pengelolaan sumberdaya alam akan lebih 
maksimal. Menurut Gunarto Suhardi,9 dampak kehadiran Investor bagi pembangunan yaitu: 
a) memberi kesempatan kerja bagi penduduk, b) dengan investasi terjadi peningkatan/
pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi lokal, c) Investasi memberikan residu baik 
berupa peralatan maupun alih teknologi, d) membuka jalur pemasaran produksi untuk 
ekspor,  membuka akses bagi pengusaha lokal, di samping itu memberikan tambahan devisa 
dan pajak bagi negara, e) memberikan perlindungan politik dan keamanan wilayah, karena 
bila Investor berasal dari negara kuat niscaya bantuan keamanan juga akan diberikan.
Berdasarkan kewenangan itulah, maka pemerintah daerah harus mampu membuat 
kebijakan-kebijakan dalam pengendalian investasi agar investasi akan menjadi bermanfaat 
dalam menopanang pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah harus meningkatkan 
dan mengembangkan kemampuan di bidang manajemen pengelolaan investasi.,ditujang 
dengan pengembangan kemampuan kelembagaan organisasi-organisasi di daerah itu sendiri 
10Dengan pemberian kewenang penyelengaraan investasi kepada daerah maka diharapkan 
akan terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat. 
Dari sudut pandang ekonomi, otonomi daerah harus benar-benar bermanfaat jika 
diarahkan pada optimalisasi net benefit yang akan di terima oleh masyarakat, baik dalam 
jangka pendek maupun dalam jangka panjang .Disisi yang lain dengan keberhasilan investasi 
akan membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.
Pada kenyataannya walaupun investasi sudah dilimpahkan kepada daerah tetapi masih 
mengalami kendala.akibat dari ketidakpastian jaminan investasi oleh Pemda. Menurut 
laporan Bank Dunia tahun 1999 yang menyebutkan bahwa: “meskipun desentralisasi investasi 
telah memberikan manfaat di beberapa negara seperti China, India, negara-negara Amerika 
Latin, serta negara-negara lain di belahan dunia ini, namun di sisi lain memunculkan 3 (tiga) 
permasalahan utama, yaitu: meningkatnya ketidakadilan (kesenjangan), instabilitas makro 
ekonomi, dan adanya resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam 
alokasi sumber daya”.11 
Persoalan tersebut terjadi disebabkan regulasi yang dibuat oleh Pemda yang tidak 
responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi lokal. Aspek lain menyangkut tidak 
maksimalnya daerah menjalankan kewenangan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan 
ekonomi yang produktif dan antisipatif terhadap tuntutan pasar. Kewenangan daerah menurut 
Prajudi Atmosudirdjo harus dibedakan antara wewenang (competence, bevoegdheid) dan 
kewenangan (authority, gezag). Yang dimaksud kewenangan adalah apa yang disebut 
9  Suhardi. 2004. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Penerbit Djambatan Jakarta. Hal. 45.
10  Suherman, 2001. Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Bina Cipta, Jakarta. hal. 32
11  World Development Report: The State in Changing World, 1999.
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kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-
undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya, dikatakan kewenangan 
(yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-
orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan 
tertentu yang bulat). Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.
Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbovoegdheden). 
Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik, misalnya 
wewenang menandatangani atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas 
nama menteri.Dalam negara hukum, adanya wewenang pemerintahan karena diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan itu menurut Hadjon ( wewenang 
pemerintahan dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht), sehingga wewenang 
dalam konsep hukum publik akan selalu berkaitan dengan kekuasaan.12.
Secara logika sejak diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 maka seluruh 
kewenangan khususnya di bidang investasi yang berlaku di daerah merupakan kewenangan 
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang diserahkan oleh 
pemerintah pusat. Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt (dalam Ridwan, 2004)13, terdapat 
tiga model penyerahan wewenang yaitu, secara atribusi, delegasi dan mandate. Kewenangan 
yang diperoleh secara atribusi bersifat asli yang berasal dari pembentukan undang-undang 
orisinal. Pada model ini, pemberian dan penerimaan wewenang dapat menciptakan wewenang 
baru atau memperluas wewenang yang ada. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat 
keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Pembentukan 
wewenang dan distribusi wewenang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.14 
Pembagian wewenang dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik dalam bentuk 
atribusi maupun delegasi, dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus sendiri 
urusan rumah tangganya. Termasuk didalamnya wewenang menetapkan ”Peraturan sendiri 
di daerah” dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor investasi. 
Dengan otonomi daerah, urgensi investasi seiring dengan kebutuhan daerah otonom untuk 
mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya, Dengan pelimpahan kewenangan 
kepada Pemerintah Daerah diharapakan Pemda akan semakin leluasa mengembangkan 
investasi untuk menunjang berlangsungnya pembangunan daerah.  
Istilah investasi sebenarnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu investment 
yang berarti penanaman modal. Dari sudut terminologi hukum investasi harus didasarkan 
pada pengertian dalam Undang-Undang. Terminologi investasi terus berkembang sesuai 
12  Jeddawi, 2005. Investasi di dalam era Otonomi Daerah Problematika dan Tantangannya. CV. Gramedia. 
Jakarta. Hal. 30.
13  Ridwan, 2004, Hukum Administrasi Daerah, CV. Djambatan, Indopress. Jakarta. Hal. 53.
14  Mulyosudarmo, 1997, Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Global¸ Gramedia, Jakarta. Hal. 42.
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dengan kebutuhan. Investasi di Indonesia di dasarkan pada UU No. 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing (PMA) yang sudah direvisi pada tahun 2006 dan pada tahun 
2007 DPR menetapkan Undang-undang Investasi baru No. 25 Tahun 2007 merupakan 
penggabungan dari undang-undang tentang investasi yang sudah ada, yakni Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sampai dikeluarkannya UU No. 25 
Tahun 2007 yang menyatukan istilah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam 
negeri ke dalam istilah baru yaitu penanaman modal. 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, memberikan 
batasan pengertian tentang investasi atau penanaman modal yaitu:
a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa 
Indonesia. Devisa adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai kuasa resensi 
dari bank Indonesia (BI).
b. Alat-alat perusahaan termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan 
yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia tanpa menggunakan biaya dari kekayaan 
devisa Indonesia.
c. Bagian dari hasil perusahaan yang ditransfer untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia. 
d. Tagihan pada kreditur swasta luar negeri yang tidak dijamin oleh pemerintah asing 
yang diubah menjadi investasi modal 15.
Penyelengaraan Investasi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang penanaman 
modal secara langsung (direct investment) maksudnya adalah pemilik modal asing itu 
harus menggunakan dan menjalankan perusahaan di Indonesia sedangkan mengenai tenaga 
pimpinan atau kebijaksanaan yang akan diambil untuk dinyatakan sebagai perusahaan 
diserahkan sepenuhnya kepada pemilik modal.16 
Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 asas penting yang harus dikedepankan yaitu asas 
kepastian hukum yang diatur dalam poin (g) bahwa, “Perlu diadakan ketentuan-ketentuan 
yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping 
menghindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing”. Jadi jelas bahwa kepastian hukum 
merupakan asas dalam pembentukan Undang-Undang PMA. Dengan ditetapkannya asas 
kepastian hukum maka diharapkan seluruh sistem dan aturan hukum yang ditetapkan jelas 
dan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal asing.
Filosofi	 dari	 Undang-undang	 Nomor	 25	 tahun	 2007	 mengarah	 pada	 kebijakan	
pemerintah untuk memberi kelonggaran perpajakan berupa pembebasan bea meterai modal 
atas penempatan modal yang berasal dari PMA, berupa:
15  Anoraga. 1995. Perusahaan Multinasional (PMA). Cetakan Pertama. Pustaka Jaya. Jakarta.
16  Kansil, C.S.T. 1995. Aspek Hukum Dalam Penanaman Modal. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
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a. Pembebasan bea masuk dan pembebasan penjualan pada pemasukan barang-barang 
perlengkapan perusahaan;
b. Pembebasan bea balik nama atas akta pendaftaran  kapal untuk pertama kalanya di 
Indonesia sampai dua tahun setelah produksi;
c. Kelonggaran pajak perseroan, pembebasan pajak dividen selama dua tahun sejak 
produksi atas bagian laba yang dibayarkan kepada pemegang saham, sejauh dividen 
tersebut di negara penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan dan 
kepada badan-badan baru penanam modal bidang produksi yang mendapat prioritas 
pemerintah.
Dalam hal tersebut, Menteri Keuangan dapat membebaskan pajak perseroan untuk masa 
dua tahun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kelonggaran dalam bidang perpajakan 
yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada Penanam modal Asing dan Dalam 
Negeri. Kebijakan moneter tersebut merupakan bagian dari garis besar politik perpajakan, 
untuk menghadapi pembangunan dalam rangka meningkatkan tabungan pemerintah melalui 
penerimaan perangsangan tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi, serta 
membantu redistribusi penghasilan ke arah iklim yang lebih seimbang dengan penciptaan 
iklim	fiskal	bagi	pengusaha	dan	para	penanam	modal.17
Peran Peraturan Daerah dalam Penyelengaraan Investasi
Membahas fungsi pengaturan investasi di derah ’investment regulation’ sebagai 
penentu terciptanya iklim investasi yang kondusif tidak lepas daripada pembahasan tentang 
local regulation (Perda). Menurut Siti Zuhro, baik UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 
2004 maupun UU tentang Perundang-undangan Nomor 10 tahun 2004 tidak memberikan 
definisi	 tentang	 Peraturan	 Daerah	 (Perda),	 tetapi	 hanya	 menegaskan	 tentang	 lembaga	
pembentuk baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.18 
Dalam Pasal 136 UU Nomor 32 tahun 2004 tidak secara ekslusif menyebutkan 
definisi	 Perda	 tetapi	 hanya	 menyebutkan	 syarat-syarat	 pembentukan	 Perda.19	 Definisi	
tentang	Perda	secara	spesifik	dan	terperinci	dalam	berbagai	peraturan	Perundang-undangan	
tentang Pemerintahan Daerah belum ditemukan tetapi dalam berbagai peraturan Perundang-
undangan tersebut hanya mengatur tentang syarat dan proses. Menurut Ni Ma’tul Huda, 
setelah berlakunya Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 pemerintah telah menyesuaikannya 
dengan mengeluarkan Permendagri Nomor 15 tahun 2006 tentang jenis dan produk hukum 
17  Fuadi, M, 1996. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek. Buku Kesatu. Citra Aditya Bakti. Bandung.
18  Siti Zuhro, 2010. Kisruh Peraturan Daerah Mengenal Masalah dan Solusinya. CV. Ombak,  Jogyakarta 
Indonesia. hlm. 12.
19  Lihat Pasal 136 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 khususnya mengkaji tentang syarat-syarat 
pembentukan Peraturan Daerah yang harus menjadi pegangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lembaran 
Negara 125 tahun 2004. 
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daerah, Permendagri Nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur pembuatan produk hukum 
daerah dan Permendagri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
semakin mempertegas bahwa Perda merupakan salah satu produk hukum daerah.20 
Menurut ketentuan umum Permendagri tersebut yang dimaksud dengan produk 
hukum daerah adalah peraturan-peraturan daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam 
rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, lebih jelas dalam penjelasan 
umum tersebut dinyatakan produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan sebagai 
berikut:
a. Peraturan Daerah atau sebutan lain
b. Peraturan Kepala Daerah
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
d. Keputusan Kepala Daerah
e. Instruksi Kepala Daerah
Dari penjelasan umum tersebut, jelas ada perbedaan mendasar antara Local Regulation 
dan Local Legislation, di mana peraturan daerah merupakan bagian dari produk hukum 
daerah. Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan berdasarkan 
Program Legislasi Daerah (Prolegda). Proses penyusunan rancangan produk hukum daerah 
dilakukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan produk hukum daerah 
dapat didelegasikan kepada Biro Hukum atau Bagian Hukum. Penyusunan produk hukum 
daerah dibentuk Tim Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tim tersebut diketuai oleh 
Pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala 
daerah dan Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris. 
Berbicara mengenai fungsi peraturan daerah maka rumusan UNDP dalam panduan yang 
dimuat Departemen Hukum dan HAM 2008 merumuskan tentang fungsi Peraturan Daerah 
local regulation pertama sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah 
dan tugas pembantuan, kedua sebagai pearturan pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta 
penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor 
NKRI, dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.21 
Dari penjabaran fungsi peraturan daerah menegaskan bahwa Perda sebagai instrumen 
yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kesejahteraan masyarakat 
daerah. Fungsi pertama dan kedua menjelaskan kewenangan atributif dari pemerintah 
pusat, bahwa Perda merupakan bagian dari ’alat’ atau instrumen yang diberikan kepada 
Pemda untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan pembangunan di 
20  Ni Ma’tul Huda, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media. Bandung. Hlm. 230-231.
21  Departemen Hukum dan Hak Sasi Manusia, 2008. Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan 
Daerah. Jakarta : Ditjen PP Dephukum bekerja sama dengan UNDP.
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daerahnya. Lebih khusus pada fungsi yang kedua, maka Perda sewajarnya menjadi instrumen 
bagi Pemda untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan nasional yang dikeluarkan, 
dengan tetap menyesuaikan materi dan substansinya kepada UU yang mendelegasikan 
pengaturan lebih lanjut dalam Perda tersebut. Fungsi kedua juga merupakan fungsi yang 
berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu untuk membangun 
daerahnya sesuai dengan kekhususan masing-masing daerah dalam rangka pembangunan 
dan meningkatkakan kesejahteraan daerah.
Apabila suatu produk hukum tidak didasarkan atas wewenang secara sah dan benar, 
dapat berakibat pada produk hukum bersangkutan cacat hukum, yang berarti batal demi 
hukum atau dapat dibatalkan. Batal demi hukum mengandung makna bahwa sesuatu yang 
dinyatakan batal demi hukum adalah sesuatu produk hukum yang sejak awal keberadaannya 
telah cacat hukum dan pernyataan mengenai kebatalannya memerlukan campur tangan 
dan penegasan aparat penegak hukum, dan sebagai konsekuensi hukumnya maka segala 
akibat yang timbul sejak semula dianggap tidak pernah ada. Dapat dibatalkan, mengandung 
makna bahwa sesuatu yang dapat dibatalkan dianggap cacat hukum semenjak dijatuhkannya 
putusan aparat penegak hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pernyataan 
pembatalannya memerlukan campur tangan dan penegasan dari aparat penegak hukum dan 
sebagai konsekuensi hukumnya maka segala akibat yang timbul sejak putusan pembatalan 
tersebut, dianggap tidak pernah ada. 
Dalam perspektif ekonomi peraturan daerah yang cacat akan menimbulkan 
ketidakpastian ”bagi pelaku usaha dan investor”. Eksistensi peraturan daerah, selain sebagai 
salah satu bentuk peraturan perundang-undangan juga keberadaannya merupakan dasar 
hukum (legalitas) bagi otonom dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya 
dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.22
Menurut Sumantoro,23 sungguhpun berbagai peraturan telah dibuat namun investasi 
cenderung mengalami penurunan. Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Biro Pusat 
Statistik dan BKPM menunjuk sebab musabab menurunnya PMA juga oleh karena:
a. Bahwa insentif dan fasilitas yang ada telah tidak sesuai lagi dengan pola dan prioritas 
pembangunan pada dewasa sekarang.
b. Berbagai peraturan pelaksanaan kebijaksanaan pemeritah yang baik dalam penyajiannya 
namun dalam penyelenggaraan banyak menimbulkan kecemasan dan rasa tidak 
menentu di antara para investor.
c. Faktor-faktor yang berhubungan dengan rumitnya dan lamanya waktu yang diperlukan 
untuk menyelesaikan suatu aplikasi PMA. 
22  Rasyid, R, 2005. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Penerbit LIPI. Jakarta.
23  Sumantoro, 1984. Perusahaan Trans Nasional. CV. Alumni. Bandung.
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Pengaturan lokal “local regulation” sangat penting untuk melindungi secara langsung 
“direct” terhadap investor karena menyangkut pengontrolan langsung dan pengawasan 
langsung. Langkah yang paling akurat untuk menanggulangi “misappropriation” yaitu 
pengurangan hak-hak masyarakat dalam investasi dengan	membuat	aturan	yang	spesifik	di	
tingkat daerah dalam bentuk Perda. Peraturan daerah tersebut harus benar-benar mengatur 
secara substansial tentang unsur-unsur yang harus dilindungi, hak-hak masyarakat adat dan 
mekanisme perlindungan. Peraturan Daerah yang baik tentu akan berpengaruh terhadap 
sistem penegakan hukum dan pengaturan hukum secara nasional. 
Penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang mengatur prinsip dasar 
yang diatur, yaitu pembangunan daerah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan 
menjadi integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan  berdasarkan 
prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan 
bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
menuju masyarakat adil dan makmur material dan spiritual. Sebagai sub sistem pemerintahan 
negara, penyelenggaran pemerintahan daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna 
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Daerah 
sebagai daerah otonom mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan 
kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Ada tiga fungsi yang dapat diemban oleh pemerintah daerah, yaitu fungsi alokasi, 
distribusi dan stabilitasi.24 Ketiga fungsi tersebut dilakukan dalam rangka menyelenggarakan 
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan. Fungsi alokasi, yaitu menata 
sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa. Fungsi distribusi, menata dan 
mengendalikan pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Fungsi 
stabilisasi, yaitu fungsi pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter.
Ketiga fungsi tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan pemerintah maupun pemerintah 
daerah. Dari segi keefktifan fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya, akan lebih efektif 
dan	efisien,	jika	dilaksanakan	oleh	pemerintah.	Sedangkan,	fungsi	alokasi	pada	umumnya	
lebih efektif, jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mengapa fungsi alokasi lebih 
efektif diserahkan kepada daerah? Karena, umumnya daerah lebih mengetahui kebutuhan 
serta standar pelayanan masyarakat di daerahnya sendiri Esensi dari ketiga fungsi tersebut 
merupakan wujud pelaksanaan negara hukum kesejahteraan.
Sistem pengelolaan investasi daerah merupakan subsistem penyelenggaraan 
pemerintahan. Hubungan keuangan pusat dan daerah mencakup pengertian yang sangat luas 
dan dapat diwujudkan dalam suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal. Hubungan 
24  Yani, 2002. Kajian Terhadap Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. 
CV. Bina Cipta, Bandung . hal. 14
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keuangan pusat dan daerah juga berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah 
yang lebih baik menuju clean government dan good governance 25 
Perkembangan Local Investment Regulation di Indonesia
Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah (local regulation) sebagai instrument 
hukum daerah dalam pengendalian investasi masih mengalami kendala terutama sejak 
munculnya berbagai ”peraturan daerah yang bermasalah”. Peraturan Daerah yang bermasalah 
sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, karena keberadaan Peraturan Daerah 
tersebut justru menjadi penghambat akselerasi pertumbuhan investasi. Merujuk pada berbagai 
hasil penelitian dan kajian dari lembaga-lembaga yang berkompeten di Indonesia seperti 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah menunjukkan masih banyak peraturan 
daerah di bidang investasi yang bermasalah di Indonesia. 
Hasil evaluasi yang dilakukan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(KPPOD) menunjukkan bahwa dari 1.379 Perda yang mengatur ketentuan pajak dan 
retribusi, sekurang-kurangnya 31% diantaranya menghambat atau merusak iklim investasi 
di daerah. Hal itu disebabkan keinginan daerah untuk segera meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), yaitu dengan menerapkan berbagai pungutan di daerah yang selama ini hanya 
berkisar 10-30% dari APBD yang disetujui.26 Semangat otonomi daerah belum berdampak 
positif terhadap pengaturan investasi karena peraturan daerah ’local regulation’ masih belum 
responsif terhadap kebutuhan pasar dan kebutuhan pembangunan investasi di daerah. 
Hal ini merupakan suatu kendala untuk penciptaan daya saing dan akselerasi 
pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun para ahli ekonomi sudah memprediksi bahwa 
potensi daerah baik tangible maupun intangible cukup memadai untuk menarik investor 
tetapi selama instrumen hukum yang dibuat tidak responsif terhadap pasar, maka daerah akan 
sulit bersaing dengan daerah-daerah lain yang terbuka untuk kegitan investasi. Pentingnya 
instrumen hukum dalam bentuk local legislation karena instrumen hukum daerah ini sebagai 
faktor penentu dan berpengaruh untuk menciptakan hambatan dan kesulitan-kesulitan dalam 
berinvestasi di daerah. 
Pada tahun 2006 Departemen Dalam Negeri  telah melakukan penelitian terhadap 5.054 
Peraturan Daerah yang diterima selama periode 1999-2006, 980 di antaranya adalah Perda 
bermasalah. Itulah sebabnya Departemen Dalam Negeri telah membatalkan 506 Peraturan 
Daerah bermasalah, 156 Perda direvisi dan Perda dibatalkan. Sementara itu selama periode 
2007-2008 Perda yang sudah dibatalkan sejumlah 173. Pembatalan Peraturan-peraturan 
25  Attamimi, A, 1989. Fungsi Ilmu Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Hukum Nasional. Makalah 
disampaikan pada ceramah	ilmiah	di	Fakultas	Hukum	Universitas	Islam	Assyafiah.	Jakarta.
26  Lihat Laporan Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2002-2006 tentang Evaluasi 
Terhadap Perda-perda Investasi yang bermasalah di Indonesia. 
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Daerah tersebut disebabkan karena peraturan daerah tersebut tidak responsif terhadap 
pertumbuhan investasi, tidak responsif terhadap pasar, dan cenderung menghambat kegiatan 
usaha. Aspek lain juga yang menyebabkan Perda dibatalkan karena mengabaikan tahapan-
tahapan dalam proses pembuatan peraturan daerah sebagaimana sudah diatur dalam UU 
Nomor 10 tahun 2004. 
Tidak responsifnya Perda terhadap Pasar menyebabkan pada tahun 2008 Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah telah mengevaluasi lebih dari 7200 peraturan dan 
rencana peraturan daerah dan merekomendasi 2000 Perda tentang pajak dan retribusi untuk 
dicabut karena merugikan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi.27 
Hal kajian-kajian tentang Perda yang bermasalah, seperti Perda bernuansa syariah, 
Perda retribusi, atau Perda investasi sebenarnya sudah banyak dilakukan, seperti yang 
dilaksanakan LK3 ataupun BPHN (2005). Namun, kajian yang mengkhususnya pada proses 
legislasi di daerah, permasalahan yang dihadapi, dan pencarian sebuah alternatif kebijakan 
yang memberikan panduan bagi proses legislasi di daerah yang efektif dan tepat sasaran 
masih belum banyak dilakukan. 
Hal ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan di tengah semakin aktifnya pemerintah 
daerah mengeluarkan Perda, selain dari hasil kajian Depdagri dan Dephukham yang 
menunjukkan bahwa mayoritas Perda yang dianggap ”bermasalah” dan harus dibatalkan 
adalah Perda yang terkait dengan persoalan teknis, seperti judul yang tidak sesuai dengan 
substansi/materi Perda. Meskipun demikian, persoalan substansi tentunya tetap menjadi 
perhatian karena masih banyak daerah yang belum memahami Perda sebagai salah satu alat 
”rekayasa” sosial pembangunan. 
Kesiapan Local Regulation dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 
Daya saing domestik baik lokal maupun nasional terutama di sektor ekonomi sangat 
dipengaruhi oleh regulasi yang diterapkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah. Ada dua tipe regulasi yaitu regulasi yang tertutup terhadap pasar dengan memberikan 
pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan investasi yang bersifat restriktif dan regulasi yang 
terbuka (pro pasar) dimana aturan-aturan yang dibuat baik dari pemerintah pusat disesuaikan 
dengan kebutuhan pasar. Model instrument hukum investasi yang diterapkan di tiap daerah 
sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di daerah, daerah yang terbuka untuk kegiatan 
investasi sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang ditetapkan. 
Pemberlakuan paradigma desentralisasi dalam penyelenggaraan penanaman modal 
27  Berdasarkan data Departemen Keuangan, sampai Desember 2006 terdapat 9.617 Perda yang terkait 
dengan perizinan, pajak dan retribusi di daerah. dari sejumlah itu, 895 diantaranya direkomendasikan untuk 
dibatalkan, khususnya yang terkait dengan pajak dan retribusi. Dari jumlah tersebut, 761 diantaranya telah 
dibatalkan (2007).
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seharusnya diikuti dengan pembuatan instrumen-instrumen hukum yang pro pasar dan 
memberikan kemudahan berinvestasi. Instrumen-instrumen hukum dalam bentuk peraturan 
daerah yang tidak pro pasar akan melemah daya saing daerah terutama untuk menyambut 
masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Dalam ”Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” persaingan 
domestik dan regional akan terjadi baik persaingan antar daerah maupun persaingan antar 
negara Anggota ASEAN. Memang pada prinsipnya Indonesia telah berupaya memperbaiki 
iklim investasi dengan memberlakukan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007. 
Merujuk pada fakta sesuai dengan hasil survey proyek Doing Business 2008 terutama 
untuk melihat perbaikan iklim investasi di Indonesia sejak tahun 2007 menunjukkan bahwa 
Indonesia masih tertinggal dengan Negara-negara ASEAN lain. Hasil kajian proyek Doing 
Business 2008 yang dilaksanakan oleh Word Bank untuk mengukur iklim investasi di 178 
negara menunjukkan Indonesia mendapat peringkat ke 20 dibandingkan dengan Singapura, 
peringkat ke 1 Thailand, peringkat 3, Malaysia, peringkat  4 Vietnam ke 18. Untuk memulai 
usaha investasi Indonesia mendapat peringkat ke 25 paling buruk di negara Asia, sedangkan 
peringkat ke 1 Singapura, peringkat ke 4 Malaysia dan peringkat 5 Thailand. Untuk sistem 
perijinan Indonesia berada diperingkat 17, dan pelaksanaan kontrak investasi Indonesia 
mesti berada pada posisi terendah dengan urutan ke 20 dibandingkan dengan Vietnam 6, 
Thailand 4, Filipina 17.28          
Dari fakta dan kondisi di atas menunjukkan, meskipun Indonesia telah menerbitkan 
Undang-undang	Penanaman	Modal	Nomor	25	tahun	2007	hasilnya	belum	signifikan	dalam	
memperbaiki iklim investasi karena peringkat masih di bawah negara-negara ASEAN 
lainnya. Sampai dengan tahun 2010 menurut Ketua BKPM Indonesia masih berada pada 
peringkat ke-44 dan masih di bawah negara-negara ASEAN.29 Masih lemahnya daya 
saing Indonesia secara domestik menunjukkan bahwa instrument-instrument hukum yang 
responsif terhadap tuntutan pasar. Instrument-instrument hukum baik di pusat dan daerah 
masih belum mempermudah investor dalam berinvestasi, hal ini merupakan permasalahan 
penting yang dihadapi oleh Indonesia menyongsong “Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015”.
Menurut Indra J. Pilang beberapa syarat harus disiapkan daerah untuk mampu bersaing 
secara domestik di kancah pasar global yaitu : (1) terjaminnya pergerakan bebas dari 
seluruh faktor produksi, barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia, kecuali untuk kasus-
kasus yang dilandasi oleh argumen non-ekonomi, (2) proses politik yang juga menjamin 
keotonomian masyarakat lokal dalam menentukan dan memperjuangkan aspirasi mereka 
melalui partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan termasuk juga dalam 
kegiatan-kegiatan investasi yang terkait langsung dengan masyarakat, (3) tegaknya good 
28  Zulkarnain Sitompul, Investasi Asing di Indonesia Memetik Manfaat Liberalisasi, Jakarta LP3S, 2008.
29  Gita Wiryawan, Op.Cit. Hal. 29.
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governance, baik di pusat maupun di daerah, sehingga otonomi daerah tidak menciptakan 
bentuk-bentuk	 KKN	 baru,	 (4)	 fleksibilitas	 sistem	 insentif,	 (5)	 peran	 pemerintah	 daerah	
lebih sebagai provider yang bertujuan untuk melindungi investor dan menjaga harmonisasi 
hubungan dengan masyarakat setempat.30 
Untuk mampu bersaing secara domestik dalam menyongsong ”Masyarakat Ekonomi 
ASEAN 2015” maka aspek yang harus dibenahi yaitu instrument hukum terutama menyangkut 
efektivitas peraturan daerah lokal regulation. Salah satu penyebab kegagalan berinvestasi di 
Indonesia karena ketidakjelasan paradigma desentralisasi terutama dalam pemberian otoritas 
dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan investasi secara 
mandiri. Penyebab dari semua hal tersebut di atas terletak pada ketidakjelasan UU No. 32 
Tahun 2004 dalam pengaturan pembagian kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota 
di bidang perijinan. Menurut Sadi, belum jelasnya batasan kewenangan pemerintah provinsi 
di bidang perijinan dibidang investasi merupakan problem penting yang selalu menghambat 
kegiatan investasi didaerah sehingga muncul pepatah mengatakan “Otonomi dibidang 
investasi dalam prakteknya seperti ular yang kepalanya dibiarkan berjalan sedangkan ekornya 
dipegang oleh pemerintah pusat”.
Ketidakpastian sebagai akibat dari tumpang tindihnya berbagai instrument hukum baik 
Keppres,	Kepmen	maupun	Perda	berakibat	pada	in-efisiensi.	Timbulnya	ijin	di	atas	ijin	tentu	
saja memberatkan investor karena investor yang sudah melengkapi persyaratan dan menerima 
ijin prinsip dari pemerintah provinsi harus mengurus ijin lokasi dari pemerintah kabupaten/
kota. Keadaan tersebut mengakibatkan high cost dalam pembiayaan investasi dan panjangnya 
prosedur yang harus ditempuh. Pemerintah kabupaten/kota merasa memiliki kewenangan 
sama dengan provinsi karena Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menitikberatkan kepada 
kewenangan di kabupaten/kota. Paradoksi ini benar-benar berpengaruh pada kepastian hukum 
di bidang investasi. Investor yang dipersulit karena terlalu banyak pihak yang berkepentingan 
terhadap kegiatan investasi akan membatalkannya kegiatan penanaman modal disebabkan 
karena prosedur yang panjang dan berbelit-belit.
PENUTUP
Peraturan-peraturan daerah di sektor investasi masih belum responsif terhadap tuntutan pasar 
baik pasar regional, nasional dan global. Munculnya Perda-perda bermasalah yang merusak 
iklim investasi merupakan indikasi dari belum optimalnya fungsi peraturan daerah untuk 
memperkuat daya saing lokal dan regional. 
Model local investment regulation yang diterapkan masih belum responsif terhadap 
pasar, sehingga condong memperlambat laju pertumbuhan investasi di daerah. Indikator dari 
30  Indra Pilang, 2003. Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, CV. Tri Rimba Persada, Jakarta.  Hal. IX.
221
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 21 Nomor 2, Juni 2013
AMANNA GAPPA
hal tersebut, dimana peraturan-peraturan daerah yang dibuat masih beresiko tinggi terhadap 
ketidakpastian berinvestasi. Belum optimalnya penjaminan resiko dari Peraturan Daerah 
terlihat pada belum tegasnya pengaturan tentang kepastian prosedur, kepastian pembiayaan 
(masih high cost) dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara investor dan 
Pemerintah Daerah.
Munculnya Perda-perda yang bermasalah sesuai kajian Departemen Dalam Negeri 
mulai tahun 2001-2008 menunjukkan belum optimalnya fungsi Perda dalam memperkuat 
daya saing daerah di sektor investasi. Mengingat Perda merupakan indikator penentu 
terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Dalam manajemen investasi daerah 
memang berbagai upaya sudah dilakukan yaitu peningkatan SDM teknologi dan kesediaan 
infrastruktur tetapi tanpa efektivitas instrument hukum dalam penjaminan investasi akan 
melemahkan daya saing daerah domestik menyongsong “Masyarakat Ekonomi ASEAN 
2015”. 
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sasaran dan tujuan 
dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan 
yang bertumpu pada keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta kedamaian dalam 
masyarakat. Perlindungan konsitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan 
penegakannya melalui proses yang adil. Peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang jaminan perlindungan HAM adalah Pasal 27 Ayat (1),(2) dan (3), Pasal 28, Pasal 
28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki kedudukan sama yang memiliki hak asasi 
sebagai konsekuensi dilahirkan sebagai manusia yang merupakan pemberian dan anugerah 
dari Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah dirumuskan dalam Universal Declaration of 
REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI 
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Oleh:
Andi Marlina
Asisten Komisioner Ombudsman Kota Makassar
E-mail: andhynunhas@gmail.com
Abstract: The remission moratorium plan of the Ministry of Law and Human Right is a 
violation of prisoners’ legal right. The spirit of the government to eradicate corruption 
is still proved with the policy of restricting the requirements of remission for imprisoned 
corruptors. It has been regulated in the government Regulation Number 99 of 2012. This is 
an appropriate step in the effort to achieve fairness, and in fighting for the interest of citizens 
whose rights have been violated by corruptors. Yet, prisoners’ human right is still protected. 
They still have the right to obtain remission as long as it is in line with the requirements and 
procedures mentioned in the regulation.
Keywords: Remission, Corruptors, Human Right
Abstrak: Rencana moratorium remisi oleh Kementerian Hukum dan HAM bagi narapidana 
korupsi merupakan bentuk pelanggaran hak hukum bagi narapidana. Semangat pemerintah 
untuk memberantas korupsi tetap dibuktikan dengan mengeluarkan kebijakan yang berupa 
pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi dengan diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pengetatan syarat pemberian remisi 
merupakan langkah yang tepat untuk tetap memperjuangkan rasa keadilan dan perjuangan 
hak-hak warga negara yang telah dirampas haknya oleh para koruptor serta aspek HAM 
narapidanapun juga tetap terlindungi dengan tetap memberikan haknya untuk mendapatkan 
remisi sesuai dengan syarat dan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. 
Kata kunci: Remisi, Narapidana Korupsi, Hak Asasi Manusia
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Human Rights (UDHR)“All Human being are born free and equal in dignity and rights”, 
yang berarti  setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan mempunyai hak yang sama. 
Pengakuan HAM yang telah diakui secara universal menunjukkan bahwa HAM 
merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia tanpa membedakan jenis 
kelamin, umur, status, ras, kebangsaan, ataupun perbedaan lainnya.Pernyataan UDHR 
tersebut merupakan prinsip fundamental dari pengakuan HAM. Prinsip tersebut harus benar-
benar dipahami oleh semua pihak tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan karena setiap orang 
berpotensi melanggar HAM, dan sebaliknya setiap orang juga berpotensi untuk dilanggar 
HAM-nya, sekalipun orang tersebut adalah narapidana (NAPI). NAPI memang merupakan 
seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan berarti HAM yang melekat 
pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan semena-mena oleh pihak 
lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.
Korupsi merupakan persoalan hukum yang dialami oleh seluruh negara di dunia 
termasuk Indonesia. Persoalan hukum tersebut memberikan dampak yang sangat besar, baik 
pada kerugian negara, perekonomian nasional serta hak-hak warga negara yang telah diambil 
haknya oleh para koruptor. Misalnya, kasus korupsi di dunia pendidikan dan kesehatan serta 
kasus korupsi lainnya.
Akibat dampak luas yang ditimbulkan, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar 
biasa (ekstra ordinary crime). Bahkan menurut Hamid Awaluddin,1 korupsi merupakan 
kejahatan pelanggaran HAM yang menurutnya praktik korupsi tidak sekadar melabrak 
prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum positif, tetapi juga membawa implikasi negatif 
terhadap kualitas hidup orang lain secara keseluruhan.
Banyaknya kasus korupsi yang terjadi, baik yang melibatkan pejabat golongan tinggi 
maupun golongan bawah menjadikan bukti betapa bobroknya moralitas pejabat pemerintahan 
di Indonesia. Hal tersebutpun menjadi suatu pekerjaan pokok bagi pemerintah dan para 
penegak hukum dalam pemberantasannya, termasuk dalam perumusan dan pembuatan 
peraturan peraturan perundang-undangan (PerUUan) yang telah dibuat oleh pemerintah 
untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi.
Peraturan tersebut mulai dari UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang 
Pengusutan,Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,UU No. 3 Tahun 1971, 
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No.31 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Korupsi, UU, No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Instruksi Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi, UU No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against 
1  Sebagaimana dikutip pada laman website: http://tekno.kompas.com/read/2012/06/27/07210244/lihat.
daftar.koruptor.indonesia.di.korupedia.org
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Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi ) dan di dalam KUHP 
terdapat  pasal-pasal yang mirip  mengatur tentang korupsi.
Berdasarkan data pada tahun2005-20112, Kepolisian Indonesia menangani 1.961 perkara 
korupsi, dengan keuangan negara yang diselamatkan Rp 679 miliar. Pada tahun  2004-2011, 
Kejaksaan menangani 8.394 perkara, 6.831 di antaranya dilanjutkan ke penuntutan, pada tahun 
periode tersebut kejaksaan menyelamatkan keuangan negara lebih dari Rp 13 triliun. Selanjutnya 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2004-2011 menyelidiki 417 kasus, menyidik 
229 kasus, melakukan penuntutan 196 kasus, dari jumlah itu yang sudah inkracht 169 perkara dan 
yang sudah dieksekusi 71 perkara. 
Predikat Indonesia yang ditorehkan sebagai negara terkorup rupanya tak mampu 
menyadarkan pemerintah untuk lebih tegas dalam menangani kasus yang merugikan negara 
ini. Berdasarkan data Global Financial Integrity3, Indonesia masuk sebagai salah satu negara 
terkorup di dunia dengan peringkat ke 9 dengan kebocoran dana sebesar U$ 109 Milyar 
dalam 10 tahun ini. Meskipun dalam kenyataannya berbagai kasus korupsi telah diungkap 
dan para koruptor telah diseret kedalam buih, namun pada aplikasinya masa hukuman yang 
dikenakan tergolong sangat ringan dengan masa tahanan rata-rata sekitar 4,5 tahun yang 
tidak seimbang dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Kemudian ditambah lagi 
dengan hak NAPI memperoleh remisi yang telah diatur dalamUU No.12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2006 dan Keputusan Presiden 
(Kepres) No. 174 tahun 1999 tentang Remisi.
Pada tahun 20114, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, membuat isu 
akan mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara atau moratorium remisi. Hal 
tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai pihak terutama para politisi, akademisi, dan 
pakar hukum. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang 
moratorium remisi ditentang keras oleh Yusril Ihza Mahendra dan pihak kontra lainnya dengan 
pandanganbahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan (machtstaat) tapi negara hukum 
(rechstaat), kebijakan penghilangan remisi merupakan tindakan otoriter yang melanggar 
HAM para terpidana korupsi yang berkelakuan baik setelah menjalani masa tahanan.
Perdebatan mengenai pro dan kontra moratorium remisi bagi narapidana korupsiterletak 
pada perdebatan HAM-nya. Pada satu sisi merupakan salah satu hak NAPI untuk mendapatkan 
masa pengurangan pidana (remisi) seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 1995 
tentang Permasyarakatan dan PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
2 International Corruption Watch: http://setagu.net/opini/data-korupsi-2011-versi-icw
3 Sebagaimana dikutip pada laman website: http://rivan-prahasya.blogspot.com/2009/03/good-
governance-dan-pakta-integritas.html
4 Yusril Ihza Mahendra, 2011, available at: http://yusril.ihzamahendra.com/2011/12/01-di-kabar-
indonesia-argumen-ad-hominem-untuk-yusril.
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Perdebatan lainnya, hak juga bagi rakyat untuk sejahtera, hak untuk bersekolah 
di sekolah/perguruan tinggi yang baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak 
dan bermartabat sesuai kemampuannya dan seterusnya. Namun, hak-hak tersebut sulit 
didapatkan oleh sebagian besar rakyat karena anggaran untuk itu banyak diselewengkan 
untuk kepentingan pribadi oknum penyelenggara negara. 
Pro kontra tersebut menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan 
yang tidak merugikan bagi narapidana dengan tidak menghampuskan hak yang dimilki dan 
juga tidak mencederai rasa keadilan atas hak yang juga dimilki oleh warga negara. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengaturan Remisi di Indonesia
Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan 
tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mengenai remisi ini diatur 
pada Huruf I Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 34 
Ayat (1) PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menegaskan bahwa, “narapidana berhak mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remisi)”. Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara 
khususnya yang menyangkut sistem permasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut 
masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lembaga permasyarakatan terhadap 
para narapidana.
Menurut Andi Hamzah dalam Dwidja Priyatno5, remisi adalah sebagai pembebasan 
hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas 
yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus dan hari besar keagamaan. Berdasarkan PP No. 
32 Tahun 19996 yang telah diubah dalam PP No.28 Tahun 2006tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa 
menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan 
Pasal 1 Kepres No.174 1999, tidak memberikan pengertian remisi secara jelas, hanya 
dikatakan “ setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 
pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama 
menjalani pidana.”
Remisi merupakan salah hak yang diberikan kepada NAPI termasuk NAPI korupsi, 
adapun hak-hak lain yang dimiliki oleh NAPI yaitu7:
5 	 Dwidja	 Priyatno,	 Sistem	 Pelaksanaan	 Pidana	 Penjara	 di	 Indonesia,	 Bandung,	 PT.Refika	Aditama,	
2006,hlm.133
6  PP No.32 Tahun 1999.
7  UU No.12 Tahun 1995.
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a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
f. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
g. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
Dasar hukum pemberian remisi adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatn (LAPAS). Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur 
melalui PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 1, 2, 
dan 3 PP tersebut, dijelaskan bahwa:
1. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34
(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan 
Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, 
narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan 
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi 
lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana.
(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana 
dan Anak PIdana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang 
membantu kegiatan LAPAS.
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 34A yang 
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 34A
(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 
diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal 
Pemasyarakatan.
(2) Pemberian Remisi sebgaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
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Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebut diatas pemerintah mengeluarkan 
Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur 
secara limitatif mengenai tata cara pemberian remisi kepada warga binaan pemasyarakatan. 
Selain itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik 
Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Ketentuan 
mengenai remisi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui 
pada Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 26.
Syarat, tata cara dan besarnya remisi yang diberikan kepada NAPI juga telah diatur 
dalam PP No.28 Tahun 2006 dan Kepres No.174 Tahun 1999. Syarat untuk NAPI khusus 
seperti NAPI korupsi memiliki peerbedaan dengan NAPI umum lainnya, untuk syarat NAPI 
korupsi dan NAPI khusus lainnya dalam masa pidana harus 1/3 masa pidana yang telah 
dijalani, sedangkan NAPI umum telah menjalani 6 bulan masa pidananya.
Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945
Keperdulian internasional8 terhadap HAM merupakan gejala yang relative baru, namun 
setelah dimasukan ke dalam Piagam PBB. Pada Tahun 1945 kita dapat berbicara mengenai 
perlindungan HAM yang sistematis di dalam sistem nasional, dan berkaitan erat dengan kegiatan 
revolusioner yang bertujuan menegakan sistem konstitusional yang berdasarkan pada legitimasi 
demokrasi dan rule of law(pemerintahan berdasarkan hukum). 
Semua instrumen internasional mewajibkan sistem konstitusional domestik. Setiap 
negara memberikan kompensasi yang memadai kepada orang-orang yang haknya dilanggar. 
Meskipun dalam pasal 2 ayat (7 ) Piagam PBB, menegaskan pada asas non intervensi oleh 
PBB dalam masalah-masalah yang pada hakekatnya termasuk yurisdiksi domestik negara, yang 
seakan-akan menghalangi intervensi internasional dalam bidang HAM.
Konsep HAM menurut versi Indonesia disesuaikan dengan kebudayaan negara 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal ini mutlak perlu 
sebab	akan	berkaitan	dengan	filsafat,	doktrin,	dan	wawasan	kebangsaan	Indonesia,	baik	
secara individual maupun kolektif, kehidupan masyarakat yang berasaskan kekeluargaan, 
dengan tidak mengenal secara fragmentasi moralitas sipil, moralitas komunal maupun 
moralitas insitusional yang saling menunjang secara proporsional. 
Konsep HAM ini memandang manusia sebagai mahluk pribadi, sebagai mahluk 
sosial dan dipandang sebagai warga negara.Jadi konsep HAM di Indonesia bukan saja 
terhadap hak-hak mendasar manusia, akan tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai 
warga negara untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan, hukum tak tertulis, 
menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai 
8  Pudjaatmaka Hadiyana.  Hak Asasi Manusia,	(Jakarta:	PT.	Pustaka	Utama	Grafika,	1994),	hlm.	126
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HAM yang telah diterima oleh bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap  negara.
 Hal ini tercantum dalam Undang-undang HAM nomor 39 tahun 1999. Sedangkan 
kewajiban pemerintah yaitu untuk menghormati, melindungi, menegaskan dan 
memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hukum internasional mengenai HAM yang diterima oleh Indonesia. Konsep HAM yang 
saat ini berkembang dirumuskan oleh Muladi,9 sebagai berikut :
1) Mereka yang berpandangan universal-absolut, yang melihat hak asasi manusia sebagai 
nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam The International Bill of Human 
Rights,	mereka	tidak	menghargai	sama	sekali	profil	budaya	yang	melekat	pada	masing-
masing bangsa;
2) Mereka yang berpandangan universal-relatif, mereka ini juga memandang persoalan hak 
asasi manusia sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (exceptions) 
yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui kebenarannya;
3) Mereka yang berpandangan partikularistik-absolut, yang melihat hak asasi manusia 
sebagai persoalan masing-masing bangsa tanpa memberikan alasan kuat, khususnya 
dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen internasional;
4) Mereka yang berpandangan partikularistik-relatif, yang memandang persoalan hak 
asasi manusia disamping masalah universal juga merupakan dokumen internasional 
harus diselaraskan, diserasikan, diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan 
tertanam (embedded) dalam budaya bangsa.
Indonesia, sebagaimana dipaparkan oleh Muladi10 jelas menganut partikularistik-relatif 
dengan berusaha menemukan titik dialogis diantara empat pandangan atas dasar Pancasila, 
UUD NRI 1945 dan dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia. Tinggal 
persoalannya, bagaimanakah konsep diatas mampu diimplementasikan dalam norma hukum 
positif nasional serta konsisten ditegakkan. 
Berdasarkan	 versi	 definisi	 hukum,	 HAM	 menunjuk	 pada	 hak-hak	 manusia	 yang	
dikodifikasikan	 dalam	 dokumen-dokumen	 yang	mengikat	 secara	 yuridis,	 dan	 difokuskan	
pada	hak-hak	kebebasan.	Demi	memberi	justifikasi	atau	pembenaran	pada	pengucapan	hak-
hak asasi manusia legal, beberapa persyaratan harus dipenuhi dan persyaratan-persyaratan 
tersebut	 menunjuk	 pada	 esensi	 hukum.	 Sedangkan	 dalam	 versi	 definisi	 politik	 HAM	
menunjuk pada pemahaman pengertian politik sebagai proses dinamis dimana masyarakat 
membangun dirinya. Politik disini, disatu pihak dikaitkan dengan penetapan tujuan-tujuan 
atau penjabaran kebijakan kebijakan; dan dipihak lain dikaitkan dengan pengorganisasian 
alat-alat atau sumber-sumber daya bagi perwujudan tujuan yang dikehendaki.
9 Muladi, Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan 
Masyarakat, PT. Raja Aditama, Bandung, 2005
10 Ibid,
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Perspektif HAM tentang Moratorium Remisi bagi Narapidana Korupsi
Korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau ekstra ordinary crime yang berdampak 
meluas,11 tidak hanya merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat 
pembangunan nasional tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat secara luas.
Berdasarkan data lembaga riset Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dan 
Transparency International (TI)12 yang konsen terhadap pencegahan dan pemberantasan 
korupsi menempatkan Indonesia dalam kelompok juara korupsi di Asia dan di dunia. 
Berbagai peraturan pun telah dibuat dengan tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi, termasuk Indonesia telah merativikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-
bangsa Anti Korupsi tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 
yang telah diatur dalam UU No.7 Tahun 2006.
Rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat 
menjadi tuntutan agar pelaku korupsi dipidana semaksimal mungkin dan hal tersebut pun 
menjadi semangat dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Semangat dan tujuan tersebut tercederai melihat 
banyaknya pelaku korupsi yang divonis ringan oleh pengadilan yang rata-rata hanya 
menjalani 4 tahun, tidak sebanding dengan kerugian negara dan hak-hak sosial dan ekonomi 
masyarakat yang telah dikorup, kemudian tidak hanya itu, NAPI memilki hak-hak lain seperti 
pembebasan bersyarat dan pemberian remisi dan hak-hak lainnya. Dalam tesis ini, penulis 
fokus membahas pemberian remisi bagi NAPI korupsi. 
Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan dan PP No.26 Tahun 
2008, NAPI korupsi dan NAPI khusus lainnya berhak mendapatkan remisi apabila berlakuan 
baik dan telah menjalani 2/3 masa pidananya di LAPAS. Pro kontra mengenai pemberian 
remisi bagi NAPI korupsi terletak pada aspek hak yang dimilki oleh NAPI yang telah diatur 
dalam peraturan Perundang-undangan sehingga perdebatannya terletak pada peraturannya, 
Jika merujuk pada dasar hukum pemberian remisi tidak ada yang salah dengan hal tersebut.
Kekhawatiran publik atas pemberian remisi bagi NAPI korupsi ada benarnya, 
selain karena syarat pemberian remisi tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh NAPI untuk 
berkelakuan baik selama menjalani masa pidana di LAPAS, kemudian mendapat remisi dan 
setelah menikmati kebebasan mengulangi kejahatan yang sama juga dikarenakan penjatuhan 
sanksi pidana yang belum menimbulakn efek jera bagi pelaku.
11  Undang-Undang No.20 Tahun 2001
12 Harian Republika: http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/09/12/lrevtp-perkara-korupsi-
di-indonesia-mencapai-1018-kasus.
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Tabel 1. Data Narapidana Korupsi Penerima Remisi Tahun 2011 - 2012
Keterangan:
P  = Penjara
D  = Denda
Sub  = Subsider
UP  = Uang pengganti
PP  = Pidana pengganti
Berdasarkan data dan wawancara di LAPAS Kelas 1 Makassar, NAPI korupsi 
mayoritas dipidana karena melanggar Pasal 2 dan Pasal 3  UU No. 21 Tahun 2000 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan rata-rata ancaman pidana maksimal 6 tahun 
penjara dengan pidana denda Rp 200 Juta serta uang pengganti. Menurut Azari, selaku Kasi 
Registrasi LAPAS bahwa PP No.32 Tahun 1999 telah dilakukan perubahan dengan PP No. 
99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua dari PP tersebut. PP No.99 Tahun 2012 
mengandung pengaturan pengetatan syarat pemberian remisi bagi NAPI korupsi dan NAPI 
khusus lainnya yang diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 34 A, 
Substansi dari pengetatan remisi tidaklah menghapuskan remisi sama sekali, melainkan 
syaratnya yang diperketat. Pengetatan remisi merupakan aspirasi rakyat dengan semangat untuk 
membuat para koruptor jera. Remisi yang merupakan hak setiap NAPI, telah didelegasikan 
lewat Pasal 43 ayat (5) PP No. 28 yang juga mensyaratkan dan mempertimbangkan rasa 
keadilan masyarakat. Pengetatan remisi yang telah diatur dalam PP tersebut mulai berlaku 
pada tanggal 12 bulan November 2012 dan telah dilakukan sosialisasi oleh Dirjen PAS di 
seluruh LAPAS dan Rutan di Indonesia.
No Inisial 
Hukuman Besarnya Remisi 
P D SUB UP PP 2011 2012 
Umum Khusus Umum Khusus 
1 H.M.S 6 thn 200 juta 3 bln 814 juta 2 thn 2 bln 1 bln 5 bln 1 bln 15 hari 
2 S.K 4 thn 150 juta 3 bln 1,63 M 6 bln 2 bln 1 bln 3 bln 1 bln 
3 B.B.T (Bupati J) 4 thn 200 juta 3 bln 1,5 M 1 thn 2 bln 1 bln 3 bln 1 bln 
4 H.R 4 thn 200 juta 3 bln -  2 bln 1 bln - - 5 M.Z.L 6 thn 200 juta 3 bln - - - - 3 bln 1 bln 
6 Brigadir M.S 3 thn 100 juta 3 bln 1,1 M 6 bln - - 2 bln - 
7 A.S.S (Kep.Des) 4 thn 200 juta 2 bln 55 juta 6 bln - - 3 bln 1 bln 
8 M.A (Kep.Sek) 2 thn 50 juta 3 bln 181 juta 4 bln - - 2 bln 1 bln 
9 S.A 2 thn 100 juta 3 bln 191 juta 4 bln - - 2 bln 1 bln 
10 A.M 4 thn 75 juta 6 bln 500 juta 1 thn - - 2 bln 1 bln 
11 M.N 4 thn 200 juta 6 bln 120 juta 6 bln - - 2 bln 1 bln 
12 I.T 2 thn 200 juta 2 bln 20 juta 4 bln - - 2 bln 1 bln 
13 N (Ketua) 3 thn 50 juta 2 bln 50 juta 6 bln - - 2 bln 1 bln 
14 R (Sekretaris) 3 thn 50 juta 2 bln 144 juta 1 thn - - 2 bln 1 bln 
15 R.A 1 thn 3 bln - - - - - - 1 bln 15 hari 
16 M.A.T (Camat) 3 thn 6 bln 200 juta - 971 juta 1 thn - - 2 bln 1 bln 
17 T (Pengusaha) 3 thn 200 juta - 640 juta 1 thn - - 2 bln 1 bln 
18 A.M.A 1 thn - -   - - 1 bln 15 hari 19 A.S(Camat P) 1 thn 50 juta 2 bln 11,5 juta 1 bln - - 1 bln 15 hari 
20 R.A 1 thn 50 juta 1 bln - - - - 1 bln 15 hari 
21 M.T (Kabid. T) 1 thn 50 juta 1 bln - - - - 1 bln 15 hari 
22 K.M 1 thn 50 juta  - - - - 1 bln 15 hari 
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a. HAM bagi narapidana korupsi dalam kaitannya dengan moratorium remisi
Berdasarkan teori hukum kodrati (natural law)13, HAM bersifat inhernuniversal dan 
tidak dapat dicabut atau dihapuskan. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia berdasarkan 
martabatnya sebagai manusia dan bukan karena pemberian masyarakat atau negara dengan 
kata lainHAM dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Konsepsi 
HAM versi universal declaration of human right 1948 (DUHAM) serta menurut international 
covenant on civil and political right (ICCPR) dan juga international covenant on economic 
social and cultural right (ICESPR) lebih mencerminkan pemikiran kemanusiaan modern 
mengenai hakikat keadilan.
Berbagai instrumen hukum internasional, HAM telah dipisahkan dari kaitan aslinya 
dengan hak alamiah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh Karl vask,14generasi HAM 
berdasarkan slogan revolusi Prancis yaitu liberti, egalite, dan fraternite, masing-masing kata 
dalam slogan tersebut mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-
generasi hak yang berbeda. Kebebasan hak-hak generasi pertama mewakili hak-hak sipil 
dan politik yaitu hak-hak manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk 
melepaskan diri dari kekuasaan absolut negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya. 
Pada dasarnya hak-hak tersebut hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau 
menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri yang disebut dengan hak-hak negatif, 
artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk tetapi merujuk pada tidak adanya campur tangan 
terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Setiap manusia dilahirkan merdeka (bebas) dan 
mempunyai hak yang sama. Hal tersebut merupakan pengakuan HAM yang telah diakui 
secara universal dan dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), 
yang menunjukkan bahwa HAM merupakan hak asasi yang melekat pada diri setiap manusia 
Pernyataan UDHR di atas merupakan prinsip fundamental dari pengakuan HAM. 
Prinsip fundamental tersebut harus benar-benar dipahami oleh semua pihak tanpa terkecuali. 
Hal ini dikarenakan karena setiap orang berpotensi melanggar HAM, dan sebaliknya setiap 
orang juga berpotensi untuk dilanggar HAM-nya, sekalipun orang tersebut adalah NAPI. 
NAPI memang merupakan seseorang yang telah melanggar HAM orang lain, namun bukan 
berarti HAM yang melekat pada dirinya dengan serta merta hilang dan dia boleh diperlakukan 
semena-mena oleh pihak lain guna menebus semua perbuatan jahatnya.
Negara sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi 
HAM warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam UU HAM. NAPI sebagai 
manusia dan warga  negara juga berhak atas perlindungan hukum atas hak-haknya. Mengenai 
hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights yang menetapkan, 
bahwa:
13 Hadiyana, Pudjaatmaka,Loc.cit.
14  Ibid.
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No one subjected to arbitrary interference with his privacy, family, or correspondence, 
or to attacks upon his honour and reputation, every one has theright to the protection 
of the law against such interference or attack.
Hak atas perlindungan hukum bagi NAPI juga dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (2) 
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menegaskan bahwa, setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat 
kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, dipertegas kembali 
dalam Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:“setiap orang diakui sebagai manusia 
pribadi, yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama 
sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”
Pada pertengahan tahun 2011 sampai menjelang akhir tahun 2012, isu moratorium 
remisi bagi NAPI korupsi dan NAPI khusus lainnya menjadi perdebatan dan perbincangan 
dimedia. Moratorium yang kemudian berubah menjadi pengetatan remisi didasarkan pada 
hasil kajian pakar hukum, moratorium remisi dinilai melanggar UU. Oleh karena itu, 
Kementrian Hukum dan HAM memutuskan untuk memberlakukan kebijakan pengetatan 
remisi dan bukan moratorium.
Perdebatan moratorium terjadi antara golongan akademisi, golongan praktisi, dan politisi 
terkait dengan hak NAPI korupsi, jika hak yang dimiliki tersebut dilakukan moratorium/
penghapusan sementara. Pihak yang kontrak berpendapat bahwa moratorium remisi merupakan 
bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dengan dasar bahwa negara ini 
adalah negara hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak warga negaranya termasuk 
dalam hak mendapatkan remisi.
Perlindungan HAM terhadap NAPI tanpa terkecuali NAPI korupsi, telah diatur 
selain	 dalam	 hukum	 positif	 suatu	 negara	 juga	 secara	 filosofis	 bahwa	 manusia	 itu	 sama	
tanpa melihat perbedaan yang ada termasuk perbedaan karena manusia tersebut merupakan 
NAPI. Perbedaan agama, ras, jenis kelamin, kulit, kewarganegaraan dan perbedaan lainnya 
dihadapan Tuhan semuanya sama. Sebagai negara hukum, hak-hak NAPI harus dilindungi 
oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga 
merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi NAPI 
sebagai warga masyarakat yang harus diayomi walaupun telah melanggar hukum.
b. Remisi bagi narapidana korupsi dalam hubungannya dengan HAM bagi orang lain
Praktik korupsi telah melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi serta institusi 
penegakan hukum. Bahkan, dari waktu ke waktu, perkembangan tindak pidana korupsi 
sudah begitu meluas, baik dalam jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitas tindak 
pidana yang dilakukan. Berdasarkan sudut pandang HAM, praktik korupsi yang meluas 
dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi 
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masyarakat. Oleh karenanya, korupsi tidak lagi dimaknai ordinary crime melainkan dipahami 
sebagai extra ordinary crime yang memiliki dampak meluas. Praktik korupsi di Indonesia 
sudah begitu meruyak dan parah.
HAM merupakan milik setiap manusia tanpa melihat adanya perbedaan, karena hak 
tersebut merupakan pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut 
dikenal dengan hak-hak alami (natural rights) yang berpandangan bahwa HAM adalah hak 
yang dimiliki oleh seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya 
sebagai manusia (human rights are rights that belong to all human being at all times and in 
all places by virtue of being born as human beings).
Hak dasar dibedakan dengan HAM, hak dasar merupakan hak hukum warga negara 
yang diberikan oleh negara atau yang ditetapkan dalam suatu hukum positif suatu negara. 
Menurut teori positivis (positivisit theory), yang berpandangan bahwa hak harus tertuang 
dalam hukum yang riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konsitusi 
(rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts). HAM yang 
telah dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan memberikan jaminan terhadap 
hak tersebut. Negara dalam hal ini wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hukum. 
Namun terkadang sering kita lihat dan dengar diberbagai dimedia cetak atau media elektronik 
telah terjadi pelanggaran HAM.
Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa dan bahkan oleh sebagian pakar telah 
mengkategorikan korupsi sebagai kejahatan HAM. Hak-hak masyarakat untuk mendapatkan 
kesejahteraan dan akses yang lebih mudah untuk memperoleh haknya menjadi tidak tercapai 
karena adanya perilaku korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang sebenarnya 
mereka adalah perwakilan masyarakat yang juga aparat negara.
Remisi yang merupakan salah satu hak yang diberikan kepada NAPI telah memberikan 
kekecewaan tersendiri bagi masyarakat, melihat akibat yang ditimbulkan oleh korupsi yang 
kemudian diberikan fasilitas hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana. Perdebatan 
pemberian remisi terletak pada hak-hak masyarakat yang telah dikorupsi oleh para koruptor, 
Pengetatan syarat pemberian remisi bagi NAPI merupakan solusi dalam menyelesaikan 
persoalan tersebut. Pemerintah telah mengambil suatu tindakan yang berlandaskan keadilan 
dan kemanusiaan. 
Peraturan Pemberian Remisibagi Narapidana Korupsi
a. Syarat dan tata cara pemberian remisi berdasarkan PP No. 99 Tahun 2012
Dasar hukum pemberian remisi adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Permasyarakatan. Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini diatur melalui PP 
No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata 
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
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Perubahan tersebut dilatar belakangi dengan semangat dan komitmen dari pemerintah 
untuk pemberantasan korupsi dengan tidak mudah memberikan hak untuk mendapatkan 
remisi bagi NAPI korupsi. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi menjadi faktor utama 
dalam pembuatan PP tersebut terkait hak masyarakat yang telah dirampas oleh para koruptor. 
Selain itu juga dilatarbelakangi oleh tuntutan dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian hak 
warga binaan pemasyarakatan dalam PP No.99 Tahun 2012 lebih kepada NAPI dengan kasus 
korupsi dan narkotika.  
Berlakunya PP.No.99 Tahun 2012 menjadikan NAPI korupsi harus memenuhi syarat 
yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Perbedaan dengan PP sebelumnya, syarat 
yang paling utama adalah telah membayar lunas denda dan uang pengganti dan menjadi 
justice collaborator. Pembayaran lunas denda dan uang pengganti dibuktikan dengan adanya 
berkas D2 yang akan disampaikan ke Kejaksaan dengan koordinasi dari LAPAS, begitupun 
juga dengan kesedian untuk menjadi justice collaborator menjadi syarat utama untuk dapat 
mendapatkan remisi. Jika syarat utama tersebut tidak terpenuhi, maka NAPI tidak akan 
mendapatkan remisi.
Pengetatan terhadap pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan dalam PP No. 
99 Tahun 2012 tersebut, sifatnya sama dengan PP N0.28 Tahun 2006. Harapan terbesarnya 
adalah dengan adanya integritas dan niat baik dalam pelaksanaan tugas, demikian pula dalam 
perubahan mindset akan sulit tanpa adanya itikad baik. Cukup jelas adanya perubahan berupa 
penambahan syarat dalam PP No.99 Tahun 2012 bagi NAPI korupsi yang ingin mendapatkan 
hak remisi. Syarat utama dalam PP tersebut adalah NAPI telah membayar lunas denda dan 
uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan dan bersedia bekerjasama dengan penegak 
hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
Syarat tersebut telah diatur dalam Pasal 34a dalam PP No.99 Tahun 2012 yang telah 
diperketat. Bagi Justice collaborator landasan hukumnya adalah UU No.13 Tahun 2006 
tentang Perlindungan Saksi dan Korban, PP No.32 Tahun 1999 jo.No.99 Tahun 2012, 
dan SEMA No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi 
Pelaku yang Bekerjasama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kesediaan bekerja sama 
dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum. Terkait dengan upaya 
menanggulangi tindak pidana korupsi, seharusnya pidana denda yang belum dibayar juga 
harus dapat diangsur dan tidak boleh diganti dengan pidana kurungan pengganti. Dalam 
kenyataannya, hal ini berlawanan dengan keadaan sekarang. 
Melalui pandangan hakim yang tercermin dalam putusannya, dengan berpedoman pada 
hukum positif semata-mata , dalam perundang-undangan selalu disediakan formulasi dengan 
pidana kurungan terhadap pidana denda yang tidak terbayar. Dengan adanya pengaturan 
pidana denda yang tinggi dalam UU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan syarat utama 
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bagi NAPI korupsi untuk mendaptkan hak remisi, setidaknya memberikan sumbangan dalam 
mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.
PENUTUP
Kesimpulan
Moratorium remisi merupakan bentuk pelanggaran hak hukum bagi NAPI korupsi. 
Pengetatan syarat pemberian remisi merupakan langkah yang tepat dan adil buat NAPI 
korupsi dan juga bagi masyarakat. Di samping itu, terdapat pengetatan syarat bagi pemberian 
remisi, sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 yang merupakan 
perubahan kedua dari PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Warga Binaan.
Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut:
a. Terhadap revisi regulasi tersebut juga harus diimbangi dengan pengetatan pengawasan 
terhadap tim penilai pemasyarakatan di setiap lembaga pemasyarakatan dalam menilai 
dan mengusulkan setiap NAPI tertentu untuk memperoleh remisi kepada menteri
b. Besarnya remisi yang diberikan seharusnya hanya dalam hitungan hari, bukan hitungan 
bulan dengan besaran sampai 4-6 bulan. Hal tersebut terlalu besar, seperti yang telah 
diatur dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Kepres No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. 
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